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KATA PENGANTAR 
 
Salam solidaritas, 
 
Tiga prinsip utama CEDAW yaitu non diskriminasi, persamaan subtantif dan 
kewajiban negara merupakan dasar untuk mengukutr dan mengkaji berbagai 
kebijakan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dalam sistem dan struktur 
bernegara. CEDAW sebagai hukum memiliki relevansi dalam setiap hal terkait 
dengan hak-hak perempuan, mulai dari kebijakan maupun pada program-program 
pemerintah. 
 
Masih terjadinya tindakan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai ranah 
memperlihatkan bahwa sosialisasi dan implementasi CEDAW masih belum 
maksimal dan menyentuh langsung kelompok masyarakat, khususnya tokoh agama 
yang memiliki peran strategis dalam memberikan pengaruh kepada umat manusia 
(laki-laki dan perempuan) untuk tidak melakukan berbagai tindakan diskriminatif 
atas alasan apapun yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat 
dalam teks-teks keagamaan 
 
Interpretasi terhadap teks tersebut dapat melahirkan kebijakan dan hukum yang 
bertentangan dengan prinsip HAM, termasuk hak azasi peremuan. Salh satu 
prinsip dalam DUHAM, yaitu prinsip universalitas yang berarti bahwa hak-hak 
tersebut dimiliki dan untuk dinikmati oleh semua manusia tanpa ada pembedaan 
apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, anutan politik dan lainnya, 
latar belakang bangsa dan sosial, harta benda, status kelahiran dan status-status 
lainnya. 
 
Peran tokoh agama sangatlah penting untuk menjadi agen perubahan dalam 
masyarakat, sehingga segala kebijakan, hukum dan program tidak diskriminatif  
dan bertentangan dengan DUHAM. Salah satu upaya yang dilakukan oleh 
Solidaritas Perempuan bersama RAHIMA dan Fahmina Institut adalah membuat 
Modul Pelatihan CEDAW dalam Perspektif Agama Islam yang Berkeadilan Gender. 
 
Tentunya modul ini masih akan terus tumbuh dan mendapatkan masukkan dari 
para pihak yang memiliki kepedulian kepada penghentian segala bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan di berbagai ranah dengan menggunakan 
kacamata feminis Islam. Semakin banyaknya agen perubahan dari unsur tokoh 
agama, tentunya akan semakin memperluas prinsip-prinsip CEDAW dan 
menerjemahkannya kembali sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam 
Islam. 
 
Solidaritas Perempuan mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi atas 
kerja keras tim pembuat modul yang terdiri dari 5 organisasi yaitu RAHIMA, 
Fahmina Institut, kalyanamitra, Cedaw Working Group Indonesia (CWGI), 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Risma Umar yang telah membantu tim untuk 
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mendiskusikan substansi dari modul dan AWARE Singapore yang memberikan 
masukkan terhadap modul. 
 
Diakhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada UN Women yang telah 
memberikan dukungan sehingga modul ini bisa menjadi media belajar bagi tokoh 
agama untuk memahami CEDAW dalam perspektif agama Islam. 
 
Salam, 
 
Puspa Dewy 
Ketua Badan eksekutif nasional 
Soldiaritas Perempuan 
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SEKAPUR SIRIH 
OLEH FAHMINA INSTITUTE DAN RAHIMA 

 
Assalamu’alaikum wr.wb. 

Puji syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah swt.  Atas limpahan rahmat 
dan karunia-Nya, kita senantiasa diberikan kekuatan untuk melakukan berbagai 
tugas kemanusiaan kita dalam rangka mengemban tugas sebagai Khalifah di bumi-
Nya. 

 

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., 
yang telah melakukan perjuangan revolusioner untuk secara step by step menegakkan 
ajaran Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamien, tidak terkecuali pada kaum 
perempuan sebagai ‘saudara kandung’ kaum laki-laki.  

 

Dalam ajaran Islam perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kedudukan yang 
sama sebagai manusia, yaitu sebagai Khalifah Tuhan di muka bumi dan sebagai 
hamba Allah. Mengingat bahwa gender merupakan konstruksi sosial budaya di 
tengah kultur yang beragam, perbedaan jenis kelamin, bangsa, dan etnisitas,  
kemuliaan seseorang tidak dilihat dari semua atribut itu, melainkan karena 
ketakwaan (kualitas amal shaleh sebagai ekspresi kemanusiaan maupun peran 
kehambaannya di hadapan Allah swt.) Sebagaimana difirmankan dalam QS. Al 
Hujurat : 13 : 

   

 

“Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari laki-laki dan 
perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 
mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertaqwa di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (al-Hujurat ayat 13) 

 

Isu penghormatan atas Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam sebenarnya 
bukanlah sesuatu yang baru. Ia merupakan sebuah kesadaran yang dibangun sejak 
lama. Hadirnya Rasulullah saw. yang berupaya untuk menyatukan kabilah-kabilah 
Quraisy dalam hal pemeliharaan ka’bah dengan bergotong royong mengangkat 
ujung-ujung kiswah untuk bersama-sama meletakkan Hajar Aswad adalah satu 
contoh bagaimana kita diajarkan untuk menghargai perbedaan dan menghormati 
eksistensi sesama manusia. Kisah mengenai “Piagam Madinah” juga menjadi 
inspirasi sebagai sebuah naskah tertulis pertama yang mengakomodasi hak-hak 
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dasar atau asasi manusia (HAM). Bila seringkali terdapat pertanyaan tentang 
apakah ajaran Islam selaras dengan hak-hak asasi manusia;  refleksi sejarah tentang 
hal ini insyaallah akan menghapuskan keraguan kita.  

 

Oleh karenanya, isu HAM sejatinya bukanlah isu “Barat” versus “Timur” atau 
“Barat” versus “Islam”. Namun, perjanjian-perjanjian terkait hak asasi manusia yang 
hadir kemudian justru merupakan komitmen kita sebagai ‘negara bangsa’ (nation 
state) untuk merumuskan dan menyepakati bersama  berbagai perjanjian di tingkat 
internasional. Salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 
(DUHAM) Perserikatan  Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948. Rumusan itu 
berkembang sehingga menghasilkan sejumlah perjanjian internasional dalam 
bentuk konvensi maupun kovenan lainnya. Salah satu di antaranya  adalah 
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 
atau yang kita kenal dengan  Konvensi  CEDAW (Convention on the Elimination of  All 
Forms of Discrimination Against Women).   

 

Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW ini melalui UU No.7 
tahun 1984, yang artinya telah berlangsung 3 (tiga) dasawarsa hingga tahun 2014 
ini.  Dengan meratifikasi konvensi ini, artinya sebagai Negara Peserta, Republik 
Indonesia dinyatakan telah legally binding (mengikatkan diri secara hukum) dalam 
perjanjian internasional ini. Namun, karena pelaksanaan undang-undang ratifikasi 
tidak berlaku asas ex proprio figure (tidak dapat diterapkan langsung dalam Hukum 
Nasional), maka sebagaimana dinyatakan dalam Pasal  2 ayat F,  negara perlu 
melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan, termasuk pembuatan perundang-undangan, 
untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktek 
yang ada yang diskriminatif terhadap perempuan.  Selain itu, Pasal 5 ayat a) konvensi ini 
memandatkan negara untuk mengubah pola tingkah-laku sosial dan budaya laki-laki dan 
perempuan, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala 
praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau 
peran-peran stereotip laki-laki dan perempuan.  

 

Modul ini disusun sebagai bentuk kepedulian masyarakat sebagai pemegang hak 
(claim holder) untuk turut mempromosikan CEDAW ini kepada warga masyarakat 
lainnya untuk menerapkan prinsip kesetaraan substantif (substantive equality) dalam 
kehidupan sehari-hari, dan dalam rangka menagih pemerintah melaksanakan 
prinsip kewajiban negara (state obligation) dalam rangka menghormati, melindungi, 
memenuhi, dan memajukan hak-hak asasi manusia termasuk hak-hak perempuan.  
Pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi warganya sejalan dengan salah 
satu hadis Nabi yang menyatakan “Kekuasaan (Negara) merupakan payung Allah di muka 
bumi, tempat orang tertindas berlindung”.  (HR.  Tirmidzi). Perlindungan ini harus nyata-
nyata untuk menjawab kepentingan rakyatnya dan merefleksikan solusi atas 
persoalan di masyarakat. Sebagaimana bunyi salah satu kaidah ushul fiqh 
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“tasharruful imaami ‘ala ra’iyyatihi manuutun bil maslahah,” (Kebijakan dan tindakan pemimpin 
terhadap rakyat haruslah selalu bersumber pada kepentingan mereka -rakyat yang dipimpin-nya).  

 

Mudah-mudahan, ikhtiar yang kita lakukan ini adalah salah satu upaya kita 
melaksanakan ajaran Islam sebagai agama kemanusiaan. Terutama dalam 
mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sebagai 
bentuk penghambaan kita kepada Allah SWT.  Menghormati perempuan adalah 
salah satu pesan Nabi sebagaimana disabdakannya: Tidak memuliakan perempuan 
kecuali orang yg mulia dan tidak menghinakan perempuan kecuali orang yang hina” (HR. Ibnu 
Asyakir). Melalui proses belajar bersama ini, kita akan saling berbagai pengetahuan, 
berbagi ilmu, dan berbagi pengalaman, sebagai bagian dari kesadaran ber-thalabul 
‘ilmi serta ber “aksi-refleksi” sepanjang siklus kehidupan.  

 

Wallahu ‘alam bish-shawab.  

Wassalamu’alaikum wr.wb.  
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MUKADDIMAH 

 
  PENTINGNYA MODUL INI 

Perjalanan panjang perjuangan kesetaraan dan keadilan telah dilakukan berbagai 
generasi melalui berbagai tantangan. Sesungguhnya, secara ideal agama telah 
menempatkan manusia lelaki dan perempuan dalam kedudukan yang setara.  
Namun, tak dapat dipungkiri bahwa dalam praktik sehari-hari implementasi nilai-
nilai ajaran agama sudah bercampur dengan budaya yang berwajah patriarkhi. 
Situasi ini memunculkan kehidupan yang tidak sehat, dimana relasi antar manusia 
kemudian menjadi timpang karena prasangka-prasangka terkait dengan jenis 
kelamin. Prasangka-prasangka itu membuat pandangan dan perlakuan yang kita 
sebut dengan istilah “diskriminasi”.   

Pengertian Diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW 
adalah “Segala pembedaan, pengesampingan, atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar 
jenis kelamin yang mempunyai mempunyai pengaruh atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, 
atau penggunaan Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, 
budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum dan kebebasan pokok di bidang politik, 
ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari 
apapun status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan” . 
Adanya diskriminasi,  seringkali  memunculkan kekerasan atas dasar gender/ jenis 
kelamin  yang kemudian kita kenal dengan istilah ‘diskriminasi berbasis gender’.  

Dalam kehidupan sehari-hari,  kekerasan berbasis gender adalah tindakan 
kekerasan akibat cara pandang yang diskriminatif terhadap jenis 
kelamin/gendernya saja. Perempuan menjadi pihak yang banyak menjadi korban 
diskriminasi dan kekerasan berbasis gender karena ketimpangan relasi antara laki-
laki dan perempuan di masyarakat. Namun, situasi perempuan ini ternyata tidak 
tunggal. Oleh karenanya, diskriminasi yang dialami oleh perempuan bisa berbeda-
beda baik karena status sosialnya, keadaan ekonominya, lokasi dan keadaan tempat 
tinggalnya, pilihan keyakinan maupun orientasi seksualnya, dan sebagainya. 
Dengan demikian, situasi yang lebih berat akan dialami oleh perempuan yang 
menjadi korban kekerasan akibat diskriminasi yang berlapis.  

Di antara contoh kekerasan berbasis gender adalah kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT), baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, kekerasan seksual, perkosaan, 
termasuk perkosaan dalam perkawinan (marital rape), penyalahgunaan (abuse) dan 
ekspolitasi seksual, pelecehan seksual di tempat kerja atau di sekolah, incest 
(hubungan seksual dengan orang yang memiliki pertalian darah atau ikatan 
keluarga), pelacuran paksa, dan penyalahgunaan seksual terhadap perempuan oleh 
penguasa, baik dalam keadaan konflik, keadaan darurat lainnya, maupun keadaan 
normal.1  

Berbagai studi yang dilakukan di Indonesia memberikan gambaran bahwa 
kekerasan berbasis gender, khususnya KDRT terjadi  dalam jumlah yang sangat 

                                                           
1 Human Rights Watch, Report on Police Brutality in PNG, 2005; dan Amnesty Internasional, 

Urusan Yang Belum Selesai: Akuntabilitas Polisi di Indonesia, 2009.  
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tinggi dan  berakibat pada penderitaan berlapis pada kehidupan perempuan dan 
anak-anak. Laporan World Bank pada tahun  2000  menunjukkan bahwa 11,4% dari 
217 juta penduduk Indonesia atau 24 juta perempuan telah mengalami kekerasan 
dan pada umumnya adalah KDRT. Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan 
terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan lembaga-lembaga layanan serta 
institusi resmi  lainnya  juga menunjukkan peningkatan kasus kekerasan yang 
signifikan dari tahun ke tahun.  

Selama tahun 2001-2007, dalam pemantauan Komnas Perempuan, tercatat 
peningkatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga 5 kali lipat. Sebelum 
disahkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (PKDRT), dalam rentang 2001-2004, jumlah KDRT yang 
terlaporkan sebanyak 30.139 kasus. Namun setelah diberlakukan UU PKDRT, 
selama tahun 2005-2007, terdapat 68.425 kasus KDRT terlaporkan.2 

Pada tahun 2008, kekerasan terhadap perempuan (KTP) mengalami peningkatan 
lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2007 (25.522 kasus), yaitu 
213% menjadi 54.425 kasus.3 

Indonesia sebenarnya telah meratifikasi Konvensi CEDAW ini sejak tahun 1984, 
melalui UU No. 7 tahun 1984.  Namun, pasca itu belum semua aturan perundang-
undangan yang  masih memiliki substansi  yang bertentangan dengan konvensi ini 
diharmonisasi. Namun, untunglah kini telah ada beberapa aturan perundangan 
yang telah menjamin hak-hak perempuan meskipun masih mengalami beberapa 
hambatan. Dalam Konsultasi Nasional yang dihadiri oleh sejumlah kelompok 
masyarakat sipil pada bulan Agustus 2010, telah diidentifikasi kendala-kendala 
yang menghambat pelaksanaan berbagai UU yang bertujuan menghapuskan 
kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, seperti UU Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(PTPPO).  

UU PKDRT merupakan kerangka hukum yang sangat kuat bagi perlindungan 
perempuan; dan karena itu sosialisasi dan implementasinya haruslah sesuai dengan 
prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terkandung di dalam UU tersebut. 
Pemantauan atas implementasi UU ini, baik di tingkat aparat penegak hukum 
maupun di tingkat birokrasi, lembaga legislatif, dan masyarakat luas harus terus-
menerus dilakukan. Pemantauan di tingkat birokrasi dan  lembaga legislatif sangat 
penting mengingat bahwa UU PKDRT masih memerlukan banyak sekali perangkat 
implementasi dan dukungan alokasi anggaran.  Situasi politik yang kondusif dan 
political will yang kuat dari pemerintah dan legislatif untuk tidak mengeluarkan 
produk-produk legislasi yang mengkriminalisasikan tubuh dan perilaku perempuan 
juga sangat penting bagi pelaksanaan UU PKDRT ini. 

                                                           
2  Catahu Komnas Perempuan 2007, hlm. 9. Peningkatan jumlah kasus mengandung dua arti 

sekaligus: pertama, adanya peningkatan kesadaran publik untuk mempersoalkan praktik 
KDRT secara terbuka dan terlaporkan; dan kedua, peningkatan angka KDRT memang 
menunjukkan eskalasi dari tahun-tahun sebelumnya.  

3   Catahu Komnas Perempuan 2008, hlm. 2. 
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Kendala lain dalam penerapan beberapa undang-undang ini  antara lain, adalah 
maraknya konservatisme dan fundamentalisme agama, adat dan budaya yang 
misoginis, ideologi yang patriarkhis, kapitalisme/neoliberalisme, dualisme sistem 
hukum, dan kebijakan yang diskriminatif, seperti Perda-perda yang menempatkan 
perempuan sebagai obyek seksual dan sumber maksiat, dll. 

Dalam kurun tahun 1999 hingga 2009, terdapat setidaknya 154 kebijakan daerah 
yang diterbitkan di tingkat provinsi (19 kebijakan), tingkat kabupaten/kota (134 
kebijakan) dan di tingkat desa (1 kebijakan) menjadi sarana pelembagaan 
diskriminasi terhadap perempuan, baik dari tujuan maupun dampaknya. Kebijakan 
daerah tersebut diterbitkan pada 69 kabupaten/kota di 21 provinsi sejak era 
reformasi di mana otonomi daerah menjadi sebagai salah satu agenda demokratisasi. 
Lebih dari setengah kebijakan daerah yang diskriminatif (80 kebijakan) diterbitkan 
dalam rentang tahun 2003 dan 2005.4  Angka ini bahkan terus berkembang 
sehingga menurut Catatan Komnas Perempuan tahun 2013 terdapat 342 peraturan 
dan kebijakan daerah yang diskriminatif atas nama moralitas dan agama dan 
moralitas di Indonesia, dan meningkat dari dua tahun sebelumnya. Sebanyak 265 
dari 342 kebijakan diskriminatif yang ada, secara langsung menyasar kepada 
perempuan.  Dari 265 kebijakan tersebut, 76 kebijakan mengatur cara berpakaian 
berdasarkan interpretasi tunggal ajaran agama penduduk mayoritas. 5  

 

Dengan demikian dapat dikatakan terdapat kendala struktural yang berkaitan 
dengan substansi hukum dan sikap penegak hukum; serta kendala kultural untuk 
menghapuskan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan itu. Terdapat 
beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak kondusif bagi penegakan UU 
PKDRT, salah satu yang terpenting adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. UU ini memuat banyak ketentuan hukum yang diskriminatif terhadap 
perempuan dan anak. Di antaranya tentang peran suami isteri, usia kawin, poligami, 
hak menolak keabsahan anak oleh bapak, anak luar kawin, dll.  

Selain kebijakan publik, faktor lain yang mempengaruhi pelanggengan diskriminasi 
dan kekerasan berbasis gender adalah tafsir misoginis atas ajaran Islam, konstruksi 
sosial budaya, kapitalisme/neoliberalisme, dan fundamentalisme agama.  

Penafsiran ajaran agama dan konstruksi budaya yang misoginis tentu menjadi 
faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan berbasis gender dan 
diskriminasi.6 Akan tetapi di sisi lain, banyak sekali ayat-ayat al-Quran dan Hadits 
Nabi SAW serta teks-teks Kitab Suci lain yang mendukung, menjadi sumber 
inspirasi, dan menjadi dasar yang kokoh atas kesetaraan dan keadilan berbasis 
gender. Dalam konteks ini, agama dan budaya ibarat pisau bermata dua, tergantung 
bagaimana perspektif kita memosisikan dan menyikapi ajaran agama dan budaya 
dalam relasi gender; bisa konstruktif, bisa juga destruktif.  

                                                           
4Laporan PKHN Komnas Perempuan berjudul  “Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan 

Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia,” Juli 2009. 
5 Lihat dalam Swara Rahima Edisi 48, Metamorfosa Jilbab, Desember 2014. 
6Baca buku seri Memecah Kebisuan, Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi 

Keadilan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009).  
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Namun ironisnya, dalam perkembangan dewasa ini, terutama setelah kebijakan 
desentraslisai dimulai sejak tahun 2000, budaya dan tafsir agama tersebut 
diformalkan dalam berbagai UU dan Perda-perda di sejumlah daerah di Indonesia 
yang esensinya mendiskriminasikan, bahkan mengkriminalisasikan perempuan  
serta kelompok yang memiliki pilihan orientasi seksual dan identitas gender yang 
berbeda. Laporan Human Rights Watch yang baru-baru ini dilansir tentang 
pelaksanaan sejumlah Perda di daerah dinyatakan bahwa Perda-perda tersebut 
melanggar prinsip-prinsip HAM dan UUD 1945.7 Selain itu, Perda-perda itu juga 
telah memarjinalkan perempuan sehingga berdampak pada pemiskinan 
perempuan.8 

 

Proses pemiskinan perempuan  juga dipicu pilihan kebijakan ekonomi dan 
pembangunan yang bergantung pada kekuatan ekonomi global yang dikuasai oleh 
lembaga keuangan, lembaga perdagangan internasional, dan perusahaan 
transnasional; dan diperburuk oleh berlanjutnya praktik korupsi, deregulasi 
kebijakan pengelolaan sumber daya alam, pencabutan subsidi, dan liberalisasi 
perdagangan. Proses ini berdampak khusus bagi perempuan, terutama perempuan 
miskin yang minim pendidikan dan keterampilan. Perempuan kemudian terdorong  
untuk mencari kerja di luar negeri, berhadapan dengan eksploitasi dan kekerasan 
yang terjadi sejak dari proses rekrutmen di desa, proses persiapan di penampungan, 
di tempat kerja, hingga saat mereka kembali pulang ke kampung halaman. Tidak 
sedikit dari mereka ditipu, dilacurkan, atau diperdagangkan.  Sementara itu, 
perempuan miskin kota juga dihadapkan pada kebijakan penggusuran atas nama 
kenyamanan dan ketertiban kota.  

 

Banyaknya kasus-kasus tersebut dan kesenjangan antara peraturan perundang-
undangan dengan implementasi di lapangan merupakan tantangan yang harus 
segera dijawab.  Dengan mempertegas kebijakan pemenuhan hak-hak 
konstitusional, juga meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang 
kompeten untuk memberi layanan pemenuhan hak-hak tersebut.9  

Atas dasar itu, modul “Pelatihan Promosi CEDAW dalam Interpretasi Agama yang Adil dan 
Setara Gender” ini disusun dan digunakan dalam rangka mempersiapkan 
ketersediaan sumber daya tokoh agama yang kompeten untuk mewujudkan 
kesetaraan dan keadilan, minimal dalam lingkup komunitasnya masing-masing. 
Dari sedikit, dari kecil, dan dari diri kita masing-masing, kita gerakkan perubahan 
sosial komunitas menuju cita kesetaraan dan keadilan.  

 

                                                           
  7Kompas, Kamis 2 Desember 2010, SBY Diminta Cabut Perda Langgar HAM. Laporan  HRW 

selengkapnya dalam versi bahasa Indonesia dengan judul  “Menegakkan Moralitas: 
Pelanggaran dalam Penerapan Syariat di Aceh, Indonesia (2010) dapat diunduh di 
http://www.hrw.org/en/node/94464/section/1. 

8  Jakarta Post, Thursday, December 2, 2010 halaman 3, Aceh Sharia Bylaws Abuse Women and the 
Poor: Report. 

9 Catahu Komnas Perempuan 2007, hlm. 3. 

http://www.hrw.org/en/node/94464/section/1
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 FOKUS PELATIHAN 
Fokus pelatihan ini adalah pembentukan agen perubahan pada komunitas agama 
terhadap promosi CEDAW, terutama yang menyentuh kehidupan nyata 
masyarakat. Untuk dapat menggerakkan agen-perubahan melakukan penghapusan 
diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun yang terkait dengan 
keragaman latar belakang mereka,  pelatihan ini dirancang secara sistematis melalui 
siklus pelatihan sebagai berikut: 
1. Memahami konsep dasar diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, 

termasuk dalam konteks diskriminasi gender yang berlapis. 
2. Menganalisis mengapa terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan,  

terutama  dalam bidang-bidang yang menjadi fokus pembahasan Konvensi 
CEDAW.  

3. Menyadari (simpati dan empati) terhadap korban dan akibat-akibat yang 
ditimbulkan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. 

4. Melakukan upaya-upaya nyata penghapusan (pencegahan dan penanganan) 
diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan kelompok rentan lainnya, 
setidaknya dalam komunitas masing-masing.  

5. Demikian terus memahami lagi, menganalisis, menyadari, dan melakukan lagi 
tanpa henti.  

 
Secara sederhana langkah-langkah ini ini dapat dijelaskan sebagai berikut:  

FOKUS PELATIHAN

DISKRIMINASI & 
KEKERASAN

TERHADAP

PEREMPUAN DAN

KELOMPOK

RENTAN

MEMAHAMI
Konsep dasar

MENGANALISIS
Mengapa terjadi

MENYADARI
Simpati & Empati

MELAKUKAN 
Penghapusan 

(pencegahan & 
penanganan)

 
 SASARAN DAN TUJUAN 
Modul pelatihan ini disusun dan dipersiapkan, utamanya, untuk memudahkan 
fasilitator atau pelatih dalam mengelola forum “Pelatihan Promosi CEDAW dalam 
Interpretasi Agama yang Adil dan Setara Gender” dan memberikan arah yang jelas bagi 
para peserta hingga mencapai tujuan dan capaian pelatihan. Akan tetapi, modul ini 
juga dapat digunakan oleh panitia penyelenggara dan peserta agar dapat 
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mempersiapkan diri sesuai dengan desain, arah dan tujuan, serta capaian-capaian 
yang diharapkan dari pelatihan ini.  
Subyek utama modul ini adalah tokoh agama yang sehari-hari bergelut dengan 
realitas sosial keagamaan dalam dinamika kehidupannya. Yakni, mereka yang 
memiliki basis sosial dan sehari-hari bersama mereka dalam seluruh proses 
perubahan yang terjadi dalam kehidupan komunitas tersebut.  
Bagi para tokoh agama tersebut, pelatihan ini diposisikan sebagai forum belajar 
bersama yang bertujuan mendorong dan membekali mereka seperangkat 
pegetahuan dan keterampilan untuk menghapus kekerasan berbasis gender dan 
mewujudkan ‘komunitas agama’ dalam komunitas mereka. Secara spesifik, 
pelatihan ini dimaksudkan:  
1. Memberikan pemahaman yang jernih tentang relasi gender yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat, berikut penjelasan konsep dasar, analisis ketidakadilan 
gender yang terjadi, maraknya kekerasan terhadap perempuan yang terus 
berulang, dan faktor-faktor penyebab yang melembagakan dan melanggengkan 
ketidakadilan gender, kekerasan, dan diskriminasi. 

2. Mendorong tokoh agama dengan kesadaran kritisnya, untuk melakukan upaya-
upaya nyata yang berdampak kepada penghentian kekerasan berbasis gender, 
diskriminasi, dan sekaligus mewujudkan secara sistematis kesetaraan dan 
keadilan dalam kehidupan komunitas masing-masing, untuk selanjutnya meluas 
ke dalam kehidupan bangsa yang berbhineka tunggal ika.  

3. Membekali tokoh agama seperangkat pengetahuan teknis dan keterampilan 
praktis untuk mengorganisasikan dan menggerakkan sumber daya komunitas 
dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan sejati, baik pada lingkup keluarga, 
komunitas, maupun negara. 

 
 KERANGKA MODUL 
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pelatihan dengan fokus sebagaimana 
tersebut di atas, modul ini dirancang dengan kerangka isi yang terdiri dari empat 
modul, di luar mukaddimah dan evaluasi pelatihan. Empat pokok bahasan tersebut 
adalah: 
1. Modul pertama sebagaimana layaknya pelatihan, yakni membangun suasana 

belajar, terdiri dari dua materi: perkenalan, harapan dan kekuatiran peserta; dan 
materi kontrak belajar.  

2. Modul kedua tentang memahami gender, seksualitas, dan kekerasan terhadap 
perempuan. Dalam modul ini terdiri dari dua materi, yakni konsep dasar gender 
dan seksualitas, dan materi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.   

3. Modul ketiga mengenai gender, agama. Modul ini memahami lebih mendalam 
tentang penyebab dan realitas kekerasan terhadap perempuan dalam konteks 
interpretasi ajaran agama. Terdapat empat materi yang dimuat dalam modul ini, 
yakni materi Konsep dasar Islam, Latar belakang umat Islam awal, Akulturasi 
Islam di Indonesia berdasarkan konteks sosial masyarakat, dan Fiqih Perempuan 
dan Seksualitas.  

4. Modul keempat sebagai modul terakhir adalah strategi  dan aksi penghapusan 
kekerasan berbasis gender. Dalam modul ini terdiri dari empat materi, yakni 
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pemetaan masalah dan solusi yang telah dilakukan, advokasi kebijakan dan 
budaya, pengorganisasian masyarakat, dan rencana tindak lanjut. 

 

MEMBANGUN 
SUASANA BELAJAR

(Membangun 
Budaya Kerja Tim)

MEMBANGUN PERSPEKTIF 
KEADILAN GENDER

MENGUATKAN 
KETERAMPILAN STRATEGI

PROMOSI CEDAW  DENGAN 
PENDEKATAN INTERPRETASI 

AJARAN AGAMA

MEMUNCULKAN 
KESADARAN 

KRITIS

[1] Konsep Dasar Gender dan 
Seksualitas,  [2] Diskriminasi dan 
Kekerasan terhadap Perempuan, 

LGBT dan kelompok rentan

[3] Konsep dasar Islam, [4] Latar belakang umat 
Islam awal, [5] Akulturasi Islam di Indonesia 

berdasarkan konteks sosial masyarakat, [6] Fiqih 
Perempuan dan Seksualitas

[1] Pemetaan Masalah dan Solusi yang 
Akan Dilakukan, [2] Pengorganisasian

Masyarakat

[1] Rencana 
Tindak Lanjut

ALUR MODUL

 
 METODE YANG DIGUNAKAN 
Pelatihan ini didesain dengan menggunakan pendekatan pendidikan untuk orang 
dewasa (education for adults, andragogy approach). Setiap orang yang terlibat dalam 
pelatihan ini dipandang sebagai subyek yang memiliki pengalaman, pengetahuan, 
dan keinginan; oleh karenanya layak menjadi narasumber.  
 
Dengan metode tertentu, seperti curah pendapat (brain storming), berbagi 
pengalaman, bermain peran (role play), diskusi kelompok, pengalaman dan 
pengetahuan peserta digali. Dengan metode ini, peserta saling berinteraksi, berbagi 
gagasan, bacaan, pengetahuan dan pengalaman. 
 
Pendekatan ini didasarkan pada sebuah prinsip pendidikan yang dapat membangun 
kesadaran kritis peserta. Cara ini terbukti dapat membangun kesetaraan, sekaligus 
menghilangkan dominasi baik fasilitator, narasumber, atau peserta yang mungkin 
memiliki posisi sosial tinggi.  
 
Pelatihan ini juga didasarkan pada filsafat pendidikan yang mencerminkan suasana 
pendidikan yang bebas dan demokratis. Inilah yang dikenal dengan istilah 
pendidikan untuk pembebasan. Secara teoritis, pendidikan untuk pembebasan ini 
didasarkan pada kritik atas model dan sistim pendidikan yang telah menciptakan 
satu pola penindasan di mana peserta didik dituntut hanya patuh buta kepada guru 
tanpa sikap kritis.  
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Dalam pelatihan ini fungsi pelatih lebih sebagai penyedia fasilitas (fasilitator) dan 
pengelola forum. Tujuannya agar  tercipta suasana pendidikan yang bebas dan 
mandiri. Selain itu, fasilitator juga menjadi motivator agar peserta bersedia 
membagi pengalaman dan pengetahuan yang relevan. Bersama peserta, fasilitator 
bertugas menyusun kembali cara pandang peserta untuk mencapai cara pandang 
yang lebih kritis.   
 
Sebagai patokan untuk mengembangkan pendidikan yang memungkinkan 
tumbuhnya sikap kritis peserta, ada 3 (tiga) asas pendidikan kritis yang dapat 
menjadi pedoman fasilitator yakni: 
 
1. Belajar dari realitas dan pengalaman;  
2. Tidak mengajari dan tidak menggurui: 
3. Mengedepankan prinsip dialog bukan monolog. 
 

TIGA ASAS SEBAGAI CIRI POKOK PROSES PENDIDIKAN KRITIS 
 

Belajar dari realitas dan pengalaman  
Yang dipelajari dalam pelatihan  ini bukan hanya teori yang tidak ada kaitan dengan 
realitas dan kebutuhan, melainkan semuanya harus berangkat dari dan bisa 
dikembalikan kepada realitas dan kebutuhan peserta.  Konsep teori dipakai untuk 
membantu dalam menganalisisi realitas dan kebutuhan.   Konsekuensinya, tidak 
ada otoritas pengetahuan seseorang lebih tinggi dari yang lain. Keabsahan 
pengetahuan seseorang ditentukan oleh pembuktiannya dalam realitas tindakan 
nyata atau pengalaman langsung, bukan pada retorika teoritik atau “kepintaran 
omong” nya. 
 
Tidak mengajari dan tidak menggurui;  
Dalam pelatihan ini sesungguhnya tidak ada “guru” dan tidak ada “murid yang 
digurui”. Semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan ini adalah “guru 
sekaligus murid” pada saat yang bersamaan. Keduanya sama-sama berposisi sebagai 
subyek yang berinteraksi dan mencurahkan perhatian pada obyek yang sedang 
dikaji, yakni masalah-masalah sosial ketidakadilan gender, ketimpangan, dan 
faktor-faktor yang menyebabkan hal-hal tersebut terjadi. 
 
Dialogis, bukan monologis;  
Karena tidak ada lagi “guru” atau “murid”, maka proses yang berlangsung dalam 
pelatihan ini bukan lagi proses “mengajar-belajar” yang bersifat satu-arah, tetapi 
proses “komunikasi” dan interaksi dialogis dalam berbagai bentuk kegiatan 
(diskusi kelompok, diskusi pleno, bermain peran, dsb) dan media (peraga, grafika, 
audio-visual, dsb) yang lebih memungkinkan terjadinya dialog kritis antara semua 
orang yang terlibat dalam proses belajar atau pelatihan. 
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 CARA MENGGUNAKAN MODUL INI 

Penyusunan modul ini merupakan saduran dari beberapa modul, diantaranya modul 
dawrah Islam dan Gender Fahmina dan modul Pelatihan pemimpin komunitas, 
yang telah diadaptasi untuk diupayakan agar mudah dibaca dan bisa dimanfaatkan 
oleh siapapun, terutama untuk mereka yang ingin menyelenggarakan pelatihan 
sejenis.  

Sebagaimana ditegaskan di atas, uraian proses dalam modul ini disusun 
berdasarkan kerangka kerja pendidikan orang dewasa, dengan penguatan pada 
materi dan isu gender dan komunitas sosial. Untuk mempermudah proses alur 
materi, satuan acara disusun dengan urutan sebagai berikut: 

1. Judul, yaitu tema satuan acara. Misalnya, materi konsep dasar gender. Di dalam 
modul ini, ada tiga belas judul materi yang ditawarkan, yang terbagi ke dalam 
empat modul. Sebaiknya, alur materi diikuti untuk mencapai tujuan yang 
optimal. Materi-materi ini sudah disusun sedemikian rupa, agar berurutan dan 
mengalir dengan lancar.  

2. Tujuan adalah sasaran hasil yang hendak dicapai atau diharapkan terjadi pada 
para peserta. Sasaran utama setiap materi adalah kondisi akhir peserta. Modul 
ini lebih menekankan pada wilayah pemahaman dan keterampilan sekaligus. 
Tetapi pemahaman yang empatik dan berpihak pada kesetaraan dan keadilan 
gender. 

3. Pokok Bahasan adalah uraian rinci tema satuan materi sesuai dengan tujuan 
yang dicapai. 

4. Metode adalah teknik atau cara belajar yang dipilih untuk melaksanakan proses 
pembelajaran. Metode ini sebisa mungkin ditawarkan secara variatif, 
menyenangkan dan bisa menggali pengalaman para peserta. Pada prinsipnya, 
fasilitator memiliki keleluasaan untuk menebarkan kreasinya memodifikasi 
modul dengan mendasarkan pada pengalaman peserta dan pengalamannya 
sendiri, untuk menegaskan keberpihakannya terhadap kesetaraan dan keadilan 
gender. 

5. Media dan Alat adalah peralatan yang diperlukan untuk memperlancar proses 
pembelajaran. Ada yang standar; seperti kertas metaplan, sticky cloth atau kain 
lengket, spidol, kertas plano, dan lakban kertas. Tetapi ada juga bahan-bahan 
bacaan yang perlu disediakan, lembar kasus, lembar contoh, matriks, dan 
gambar. 

6. Waktu adalah jumlah satuan jam efektif yang dibutuhkan bagi pelaksanaan 
seluruh proses. 

7. Langkah-langkah adalah urutan satuan proses yang sebaiknya diikuti fasilitator 
dalam mengelola seluruh proses pembelajaran di setiap satuan materi. Dalam 
langkah-langkah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan 
fasilitator kepada para peserta, sebagai panduan untuk membuat alur materi 
menjadi lancar dan sampai pada tujuan yang ingin dicapai.  
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Modul ini tentu saja hanya merupakan panduan, bukan sesuatu yang baku, beku, 
dan tidak dapat diubah. Fasilitator dan narasumber diharapkan dapat 
mengembangkan substansi modul ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta.   
 
Semua yang termuat di sini dapat dimodifikasi dan diadaptasi sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi peserta yang bisa jadi berbeda dengan asumsi dasar dalam 
penyusunan modul ini. Modul ini bahkan bisa diubah dan diganti, dengan syarat 
tetap mengacu pada tujuan dan substansi materi yang adil dan setera gender dan 
substansi metodologi pendidikan orang dewasa. 
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BAGIAN PERTAMA 

MEMBANGUN SUASANA BELAJAR 

 

  PENGANTAR 

Membangun suasana belajar adalah materi pembuka dalam setiap pelatihan. Oleh 
karena itu, lakukan modul ini dengan riang, ringan, rileks, dan dibuat suasana 
santai dan menyenangkan. Perkenalan dimaksudkan untuk saling mengenal satu 
sama lain, baik fasilitator dengan peserta, fasilitator dengan panitia, panitia dengan 
peserta, maupun antarpeserta sendiri. Semua orang yang ada dalam ruangan 
pelatihan harus memperkenalkan diri, sehingga tidak ada orang ‘asing’ (tidak 
dikenal) dalam pelatihan.  Selain itu, perkenalan juga bisa menjadi pintu masuk 
untuk membangun suasana rileks, menyenangkan, dan saling percaya.     

Suasana saling percaya yang terbangun ini  ditindaklanjuti  dengan kesepakatan-
kesepakatan perlu didahului dengan menyusun harapan dan kekuatiran peserta 
terhadap pelatihan ini. Perasaan peserta, baik harapan-harapan atau kekuatiran-
kekuatiran atas pelatihan ini, perlu diungkapkan sebebas mungkin dalam sesi ini. 
Setelah itu lakukan proses kontrak belajar dan membuat kesepakatan-kesepakatan 
teknis bersama selama pelatihan demi kelancaran, efektifitas pelatihan, dan 
menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap pelatihan ini.  

 

Materi 1  
PERKENALAN, HARAPAN DAN KEKUATIRAN PESERTA 
 
Tujuan pembelajaran: 
Melalui materi ini, peserta: 
1. Saling mengenal secara lebih dekat dengan panitia, fasilitator, dan antarpeserta. 
2. Merasa setara dan saling percaya antarpeserta dan antara peserta dengan 

fasilitator dan panitia. 
3. Tercipta suasana lebih rileks, lebih terbuka, dan lebih akrab dan komunikatif.  
4. Saling berbagi harapan dan kekuatiran terhadap pelatihan ini.  
 
 
Pokok bahasan: 
1. Perkenalan 
2. Mencairkan kebekuan 
3. Identifikasi kebutuhan, harapan, dan kekuatiran peserta 
 
Metode: 
1. Permainan 
2. Curah pendapat 
 
Waktu: 
120  menit (90 menit) 
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Alat: 
ATK:  metaplan merah dan kuning, flipchart, spidol, kertas factsheet untuk cocard nama, 
lackban kertas. 
Langkah-langkah: 
 
1. Pendahuluan: 

a. Fasilitator membuka kegiatan pelatihan dengan mengucapkan selamat 
datang dan ungkapkan apresiasi terhadap kehadiran peserta. 

b. Fasilitator memperkenalkan diri secara singkat. 
c. Fasilitator memaparkan secara singkat latar belakang dan tujuan kegiatan 

sesuai tertera dalam TOR.  
 
2. Perkenalan 

a. Ajak peserta untuk saling mengenalkan diri dengan cara bertukar alas kaki. 
Pastikan fasilitator telah menyiapkan kertas metaplan, spidol/pulpen, dan 
kertas kecil (facsheet) untuk cocard papan nama Fasilitator menjelaskan 
aturannya sebagai berikut: 
 Mintalah peserta untuk melepas satu alas kaki mereka dan 

meletakkannya di tengah ruangan.  
 Kemudian mintalah mereka masing-masing mengambil satu alas kaki 

peserta lain yang belum mereka kenal sebelumnya. (Sementara peserta 
mengambil alas kaki, siapkan kertas metaplan dan pulpen sejumlah 
peserta pelatihan, dan berikan kepada mereka setelah mereka masing-
masing mendapatkan satu alas kaki orang lain).  

 Jika semua peserta sudah mengambil alas kaki, mintalah berkenalan 
dengan pemilik alas kaki yang ia pegang. Sekurang-kurangnya harus 
mengenal:  
 nama; 
 asal komunitas/lembaga;  
 alamat rumah tinggal;  
 posisi dan peran dalam komunitasnya;  
 apa cerita yang paling krusial atau paling berkesan dalam relasi 
gender (hubungan laki-laki dan perempuan), baik dalam kehidupan 
keluarga, pertemanan, maupun kemasyarakatan, yang pernah dialami. 
Ingatkan bahwa setiap peserta akan mengenalkan kawan barunya 
kepada para peserta lainnya di depan ruangan.  

b. Setelah perkenalan dirasakan cukup, mintalah setiap peserta untuk 
melukiskan kawan barunya dalam kertas metaplan yang telah dibagikan 
dengan wujud “gambar”. Lalu, mintalah setiap peserta mengenalkan 
temannya di depan ruangan, satu per satu, diteruskan oleh pemilik alas 
kaki yang dipegangnya, dengan menyebutkan poin-poin perkenalan yang 
telah ditentukan di atas. Jangan lupa meminta setiap peserta juga 
menjelaskan gambar teman baru mereka. (Sementara mereka mengenalkan 
teman baru mereka, tulis di papan tulis/whiteboard/flipchart mengenai 
poin-poin penting yang relevan dengan pelatihan ini.  
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c. Jika proses perkenalan selesai, ajak mereka memberikan “applous/tepuk 
tangan” untuk semua. Setelah itu, tanyakan bagaimana perasaan peserta 
setelah berkenalan: Apakah mereka pernah melakukan cara bekenalan ini? 
Senangkah atau bagaimana? Apa yang bisa diperoleh dan dirasakan dengan 
cara ini?   

d. Sebelum proses berikutnya, minta kepada setiap peserta  untuk 
menuliskan nama panggilan mereka di kertas (factsheet) dan 
memasangnya di dada.  
 

3. Harapan dan Kekuatiran 
a. Ajak peserta untuk menuliskan harapan dan kekuatirannya dalam 

pelatihan ini. Misalnya, harapan ditulis pada metaplan warna merah, dan 
kekuatiran ditulis pada kertas metaplan warna kuning. Sampaikan bahwa 
satu kertas metaplan  digunakan untuk satu usulan atau gagasan. Jika ada 
usulan atau gagasan lebih dari satu, maka tulis pada kertas metaplan yang 
lain. Sampaikan pula, sebaiknya tulisan menggunakan huruf kapital, 
sehingga mudah dibaca  oleh semua orang.                                                                                                      

b. Minta setiap peserta agar maju ke depan untuk menempelkan kertas 
metaplan tersebut sesuai dengan kolom yang telah disediakan pada papan 
tulis/ whiteboard/flipchart: kolom harapan dan kolom kekuatiran. Contoh 
jawaban: 

 

 
4. Penutup 

Fasilitator menggarisbawahi dan menyimpulkan secara keseluruhan harapan-
harapan dan kekuatiran-kekuatiran peserta dalam kaitannya dengan tujuan, 
materi, dan jadwal pelatihan yang telah disusun panitia, dan mendialogkan 
tujuan, materi, dan jadwal tersebut dengan harapan-harapan peserta untuk 
menjadi kesepakatan bersama.   

 
CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 Sebelum memulai sesi ini, persiapkan terlebih dahulu alat-alat yang digunakan 

untuk sesi ini. 
 Fasilitator bisa menambahkan alat-alat lain yang dibutuhkan dan relevan. 
 Pastikan pembagian tugas antara fasilitator atau co-fasilitator rekan Anda. 
 Jika setiap proses telah dilewati, tempelkan hasil-hasil kesepakatan pada papan 

atau dinding yang tersedia dalam ruang pelatihan. 
 Fasilitator bisa menggunakan cara lain untuk perkenalan, asalkan sesuai dengan 

tujuan dan semangat sesi ini. 

Harapan Kekuatiran 
 Mengetahui gender  Peserta tidak antusias 
 Mengetahui advokasi  Fasilitator bicara terlalu cepat 

 Mengetahui cara-cara advokasi  Kesulitan memahami gender 
 Acara berjalan lancar ….dst  Penjelasan membingungkan ….dst 
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 Untuk harapan, fasilitator sebaiknya langsung menjelaskan  harapan-harapan 
peserta yang bisa dipenuhi dalam pelatihan ini, dan harapan yang tidak bisa 
dipenuhi dengan alasan yang logis. 

 Fasilitator juga sebaiknya langsung menjelaskan  kekuatiran yang bisa diatasi 
dalam pelatihan ini dan  yang tidak bisa diatasi dengan alasan yang logis sesuai 
dengan tujuan pelatihan. 

 Selama proses pelatihan, fasilitator sebaiknya selalu mengecek harapan dan 
kuatiran peserta setiap hari, apakah sudah terpenuhi atau belum. 

 Daftar harapan dan kekuatiran, serta kesepakatan belajar sebaiknya selalu 
ditempel atau dipasang di depan forum yang bisa dilihat/dievaluasi setiap saat 
oleh setiap peserta 
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Materi 2 

KONTRAK BELAJAR 

 
Tujuan pembelajaran: 
Melalui materi ini: 
1. Terwujud kesepakatan bersama tentang materi, waktu, jadwal, dan aturan main 

yang harus ditaati selama pelatihan. 
2. Tercipta suasana belajar yang partisipatif,  kondusif, nyaman, dan dimiliki 

bersama. 
 
Pokok bahasan: 
1. Kontrak dan kesepakatan belajar.  
2. Norma pelatihan. 
3. Kesepakatan waktu. 
4. Metode belajar orang dewasa. 
 
Metode: 
1. Tulis kartu 
2. Curah pendapat 

 
Waktu: 
90 menit 
 
Alat: 
1. ATK: Spidol 
2. Flipchart kosong dengan judul “Boleh” dan “Tidak boleh” 
3. Flipchart atau Power Point berisi Jadwal Acara Pelatihan 
 
Langkah-langkah: 
 
1. Kesepakatan  Jadwal 

a. Fasilitator menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan sesi ini yakni 
“membuat kontrak belajar untuk memperlancar acara pelatihan”. 

b. Fasilitator menyiapkan 2 buah flipchart kosong yang telah dituliskan judul, 
sebagai berikut:  
 

 

c. Mintakan kepada peserta untuk memberikan usulan atau gagasannya: 
“Apa yang boleh dilakukan” dan “Apa yang tidak boleh dilakukan” selama 
pelatihan ini. Co-fasilitator membantu menuliskan usulan atau gagasan 
yang dilontarkan di flipchart yang tersedia sesuai kolomya. Contoh usulan:                                              

Boleh  Tidak boleh 

  
  
  
 

  
  
  
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d. Setelah usulan terkumpul, fasilitator menyampaikan bahwa demikianlah 

kesepakatan aturan main kita selama pelatihan ini berlangsung. “Siapa 
yang tidak menaati berarti mengkhianati kesepakatannya sendiri”.   

e. Untuk menegaskan kembali kesepakatan belajar ini, fasilitator juga 
meminta peserta untuk melihat ke flipchart atau power point jadwal 
pelatihan, sebagai berikut: 

f. Lalu fasilitator menanyakan: “Apakah jadwal yang berisi materi dan waktu 
telah sesuai dengan harapan-harapan, kekuatiran-kekuatiran, dan 
kesepakatan aturan main peserta atau tidak?”  

g. Ajak peserta untuk memberikan tanggapan, usulan, atau komentar atas 
jadwal yang telah ditawarkan panitia, hingga akhirnya terjadi kesepakatan 
bersama.  
 

2. Metode Pendidikan Orang Dewasa 
a. Setelah terjadi kesepakatan bersama, fasilitator mengatakan: “Supaya lebih 

efektif dalam pelatihan selama tiga hari ini akan dipergunakan metode 
pendidikan partisipatif dan berbasis pada pengalaman. Peserta merupakan 
subyek penting dengan pengalaman masing-masing yang unik, dan 
fasilitator akan memimpin untuk mengolah pengalaman tersebut dan 
mengkombinasikannya dengan beberapa bahan bacaan dan narasumber.  

b. Fasilitator memberikan gambaran mengenai proses fasilitasi pelatihan 
dengan daur sebagai berikut:  

 
 

Boleh  Tidak boleh  
Berpendapat Merokok dalam kelas 

Memberi usulan Keluar ruangan tanpa ijin 
Berdiskusi Ngobrol sendiri 
dst…. dst…… 
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Sampaikan bahwa daur inilah yang akan digunakan dalam pelatihan ini.  
a. Akhiri sesi ini dengan pernyataan apresiatif: “Inilah demokrasi!!!” “Inilah 

partisipatif”  Segala sesuatunya kita rumuskan bersama.  Dalam waktu singkat, 
kita berhasil merumuskan aturan main dan kesepakatan belajar ini. Peserta 
diminta untuk tepuk tangan atas prestasi ini. 

 
 
CATATAN UNTUK FASILITATOR  
1. Upayakan  sesi ini berjalan singkat dan tepat, hindari perdebatan panjang, 

karena hanya akan membuang waktu saja. 
2. Cara lain dalam menyepakati waktu, fasilitator menyiapkan metaplan yang 

berisikan sesi-sesi yang akan dilalui dalam pelatihan dan meminta usulan waktu 
kepada peserta. Supaya lebih lancar, mintalah peserta menyepakati jadwal 
tentatif harian saja tanpa ‘menyebut materinya. Contoh: 

 
Sesi I 
Break 
Sesi II 
Break 
Sesi III 
Break 
Sesi IV 
Break  

08.00 – 10.00 
10.00 – 10.15 
10.15 – 12.00  
12.00 – 13.00 
13.00 – 15.00 
15.00 – 15.15 
15.15 – 17.00 
17.00  
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BAGIAN KEDUA 

MEMBANGUN KEPEKAAN GENDER    

 
  PENGANTAR 
Materi membangun kepekaan gender, dalam modul ini bukan saja sebagai 
pengetahuan yang penting dikuasai oleh peserta, melainkan juga harus menjadi 
perspektif dalam memandang setiap persoalan yang ditemui. Kesetaraan Gender 
dalam pelatihan ini menjadi ruh dan inti. Kekeliruan memahami gender berakibat 
fatal untuk analisis selanjutnya. Konsep gender tentu harus dibedakan dengan 
konsep sex (kodrat). Gender adalah sebagai yang sesuatu konstruktif, relatif, 
berubah,  sementara sex (kodrat) adalah sesuatu yang kodrati, kekal, dan tetap. 
Pembedaan ini sangat penting, sehingga kita mampu menyikapi perbedaan laki-
laki dan perempuan secara adil dan tepat. 
 
Konsep gender tidak hanya berhenti pada pengetahuan, melainkan harus menjadi 
kesadaran kritis yang menyinari semangat gerakan perubahan. Tujuan studi gender 
adalah perubahan relasi sosial-kuasa laki-laki dan perempuan yang setara dan adil. 
Oleh karena itu, identifikasi dan analisis masalah-masalah ketidakadilan gender 
dan faktor-faktor yang menyebabkannya menjadi sangat penting dilakukan. Tidak 
sekadar berhenti pada contoh, melainkan pada analisis empiris terhadap realitas 
yang sehari-hari kita hadapi dalam kehidupan nyata.  Pengetahuan empiris yang 
nyata ini sangat penting dalam gerakan perubahan sosial, agar tidak ngawang-
ngawang.  
 
Melalui materi dalam modul ini, peserta mampu membedakan dan menyikapi 
dengan tepat mana wilayah gender, seks, dan seksualitas, juga mana orientasi dan 
perilaku seksual, sehingga menjadi kesadaran mereka mana yang kodrat, tidak bisa 
diubah, dan mana yang bentukan sosial budaya dan berubah-ubah (dapat diubah) 
setiap waktu. Peserta juga diharapkan memiliki kesadaran bahwa seks, gender, dan 
seksualitas manusia itu tidak tunggal dan tidak bisa ditunggalkan, oleh karena itu 
pilihan gender dan seksualitas seseorang harus dihargai dan dihormati secara adil 
dan setara. Tidak boleh ada diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun atas 
dasar apapun, termasuk atas dasar perbedaan gender, seks, dan seksualitas. 
Diskriminasi dan kekerasan adalah tindak kriminal dan pelanggaran hukum dan 
hak asasi manusia.     
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Materi 1  
KONSEP DASAR SEKS DAN GENDER, KONSTRUKSI GENDER, 

DAN BENTUK-BENTUK KETIDAKADILAN GENDER  
 

 
Tujuan pembelajaran: 
Melalui materi ini, peserta: 
1. Memahami secara tepat  konsep dasar seks (kodrat) dan gender, ketidakadilan 

gender, bentuk-bentuknya dan faktor-faktor penyebabnya. 
2. Memahami perbedaan kodrati dan kultural,  kekal dan relatif, antara laki-laki 

dan perempuan, sehingga tercipta relasi yang adil dan setara. 
3. Memiliki perspektif  baru yang lebih terbuka dalam memandang relasi laki-laki 

dan perempuan. 
 
Pokok bahasan: 
1. Konsep dasar seks (kodrat) dan gender 
2. Ketidakadilan gender dan bentuk-bentuknya. 
3. Faktor-faktor penyebab ketidakadilan gender. 
4. Menggali inisiatif dan nilai-nilai budaya yang adil dan setara gender 
 
Metode: 
1. Curah pendapat 
2. Diskusi kelompok 
3. Pemutaran film Impossible Dream. 
 
Waktu: 
270 menit (4,5 jam)  
 
Alat: 
Metaplan merah dan kuning. Flipchart, Spidol, Lackban kertas, Sticky cloth. 
 
Langkah-langkah: 
 
1. Curah pendapat tentang Seks (Kodrat) dan Gender 

a. Fasilitator membuka dan menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan sesi 
ini. 

b. Fasilitator mengambil dua kertas metaplan warna merah dan warna kuning. 
Lalu, tanyakan sambil tunjukan kertasnya ke peserta: warna kertas itu 
berjenis kelamin atau tidak? Meminta peserta untuk mendefinisikan kertas 
warna merah itu identitas laki-laki atau perempuan? Demikian juga untuk 
kertas berwarna kuning?                          

c. Setelah terdefinisikan, lalu fasilitator membagikan dua keping kertas metaplan 
warna merah dan kuning kepada setiap peserta.                                                               

d. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan hal-hal yang mereka ketahui 
tentang laki-laki dan perempuan, baik sebutan ciri-ciri identitas, 
karakter/sifat, maupun peran mereka. Hal-hal mengenai laki-laki ditulis pada 



10 
 

kertas metaplan warna merah dan perempuan di kertas metaplan warna 
kuning. Kemudian, fasilitator meminta peserta satu per satu ke depan ruangan 
membacakannya sekaligus menempelkannya di  flipchart yang telah disediakan. 

 
Contoh flipchart: 

Laki-laki : 
 

Perempuan : 

 Punya penis 
 Kuat 
 Pemimpin 
 Buaya darat 
 Perkasa 
 ....... 

 Punya rahim 
 Punya vagina 
 Lemah lembut 
 Cantik 
 Penggoda 
 ....... 

 
e. Fasilitator mengajak peserta untuk melihat kembali hal-hal yang telah 

disebutkan tadi dengan saling mempertentangkannya, misal: jika disebut laki-
laki punya penis. Tanyakan apakah perempuan juga punya penis?  

f. Jawaban peserta satu per satu dipertentangkan, hingga ditemukan dua 
kategori:  
 Hal-hal  yang ada pada laki-laki juga ditemukan pada perempuan 
 Hal-hal yang hanya ada pada laki-laki dan hanya ada pada perempuan.  
Jika ada hal-hal yang ditemukan sama-sama dimiliki laki-laki dan perempuan, 
fasilitator menempatkannya di bagian tengah flipchart. Contoh kolom setelah 
diskusi bersama: 

 
Laki-laki Sama Perempuan 

 Punya penis 
 Kuat 
 Pemimpin 
 Buaya darat 
 Perkasa 
 Kuat 
 ....... 

 Kuat 
 Lemah 

lembut 
 Pemimpin 
 Penggoda 
 ….. 

 Punya rahim 
 Punya vagina 
 Lemah lembut 
 Cantik 
 Penggoda 
 ....... 

 
g. Fasilitator kemudian menayakan kepada peserta, tentang hal-hal apa saja yang 

benar-benar membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan bukanlah 
konsep maupun sifat yang dapat dipertukarkan atau mungkin ada di antara 
keduanya. Sehingga nantinya, fasilitator akan  mendapatkan  flip-chart 
tersebut dan menemukan perbedaan hal-hal mendasar seperti  kolom sebagai 
berikut :   
 

Laki-laki Perempuan 

 Punya penis 
 

 Punya rahim 
 Punya vagina  



11 
 

Untuk meyakinkan peserta telah mengambil kesimpulan yang benar, 
fasilitator menanyakan sekali lagi apakah berbagai ciri-ciri yang disebutkan di 
atas dapat dipertukarkan satu sama lain?   

 
h. Fasilitator kemudian menanyakan kepada peserta: “Mengapa ada hal-hal yang 

hanya dimiliki laki-laki atau perempuan? Dari mana asalnya, darimana mereka 
mendapatkannya?  Di mana dan kapan hal itu berlaku? Apakah mereka 
memiliki sebutan atau istilah untuk itu?”  Jawaban dari peserta misalnya: 
 Sejak lahir 
 Taqdir Tuhan 
 Dari lahir hingga akhir hayat 
Jika jawaban-jawaban di atas sudah muncul, apresiasi dan simpulkan jawaban 
peserta dengan mengatakan: “ya benar sekali bahwa hal-hal yang tidak sama 
antara laki-laki dan perempuan berasal dari Tuhan, bersifat kodrati, kita 
manusia tidak punya kuasa untuk menciptakan atau tidak menciptakannya. 
Inilah yang disebut dengan jenis kelamin atau seks. 

i. Selanjutnya tanyakan: “Bagaimana dengan yang sama, mengapa ada hal-hal 
baik laki-laki maupun perempuan memilikinya? Dari mana asalnya, dari mana 
mereka mendapatkannya?Apakah mereka memiliki sebutan/istilah untuk itu? 
Jawaban dari peserta, misalnya: 
 Dari kita sendiri 
 Tergantung didikannya 
 Tergantung situasi dan kondisi 

Jika sudah muncul jawaban seperti di atas, apresiasi dan simpulkan jawaban 
peserta dengan mengatakan “ya benar sekali bahwa hal-hal yang sama tersebut kita 
sendiri yang mengatakannya, tergantung dengan situasi dan kondisi disekitar 
seseorang yang menempanya hingga dia mampu jadi pemimpin, kuat dsb. Misalnya 
seorang perempuan dibebaskan untuk belajar, meraih pendidikan tinggi, pintar 
dan dibiasakan atau dilatih untuk memimpin di keluarganya, maka tentulah dia 
dapat tumbuh menjadi seorang pemimpin, demikian juga laki-laki. Inilah yang 
disebut Gender, atau dengan kata lain jenis kelamin sosial”. 

 
j. Fasilitator kemudian meneruskan curah pendapat dengan mengajukan 

pertanyaan berikut:  

Catatan:  
Pada langkah ini, fasilitator mengenalkan istilah SEKS dan GENDER.  

 SEKS sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat fisik-
biologis, didapatkan secara natural dan kodrati dari Tuhan, berlaku secara 
universal, dan tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan 
karena merupakan kekhasan kodrati dari masing-masing. 

 Sedangkan GENDER adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang 
dihasilkan dan dibentuk oleh proses budaya dan sosial, sifatnya mengikuti 
budaya masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu, sehingga ada 
kemungkinan saling meniru dan bisa  dipertukarkan (lihat bahan bacaan 1).   
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 Bagaimana selama ini gender dikonstruksikan oleh masyarakat  kepada 
laki-laki dan perempuan ?  

 Apa akibatnya jika perempuan sebenarnya memiliki identitas, sifat, peran 
tertentu, tetapi “kita” memandang dia tidak memilikinya atau kita 
mengabaikannya?  

 Siapa yang diuntungkan dalam situasi ini? Siapa yang paling tidak 
beruntung?  

 Apa akibat situasi tersebut bagi perorangan (laki-laki, perempuan, anak-
anak), bagi masyarakat dan negara. 

 Jawaban peserta, misalnya: 
 Perempuan semakin tertindas 
 Perempuan tidak boleh maju 
 Yang untung laki-laki 
 Yang paling tidak beruntung perempuan 
 Jika perempuan bodoh, maka anak-anak yang berada di bawah asuhannya 

pun menjadi bodoh, masyarakat secara umum bodoh, dan negara akan 
terpuruk.  

k. Fasilitator   mengajak peserta untuk melihat konstruksi gender yang selama 
ini berkembang di masyarakat untuk mengulas jawaban peserta Konstruksi 
gender itu dapat dilihat pada tabel berikut :  

 
Jenis  Kategori  Laki-laki Perempuan 

Sifat Maskulin 

Contoh : kuat, gagah, 
melindungi, berwibawa, 
tegar, tidak boleh 
menangis, keras, 
rasional, dll. 

Feminin 

Contoh : lemah lembut, ringkih, 
penyayang suka menangis/ 
cengeng, emosional,dll. 

Ranah aktivitas 
/domain 

Publik Domestik 

Pekerjaan Produktif Reproduktif 

Makna Kerja Profesi, keahlian Sukarela, kewajiban 

Penghargaan 
terhadap Kerja 

Mendapatkan upah Tidak mendapatkan upah/ 

diupah rendah  

Contoh pekerjaan Politisi, pengacara, 
hakim, jaksa, pemuka 
agama, birokrat,  
dokter, dll. 

Perawat, bidan, guru (TK), 
pramugari, sekretaris, dll. 

 
l. Fasilitator mengapresiasi jawaban peserta dan memberikan ulasan bahwa 

konstruksi gender antara perempuan dan laki-laki yang tidak setara ini 
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menimbulkan masalah ketidakadilan yang berakibat tidak hanya bagi 
perempuan, tetapi juga bagi laki-laki, anak-anak, masyarakat dan bangsa. 
Contoh: banyak perempuan tidak dipenuhi hak sekolahnya dengan alasan tidak 
adanya gunanya toh nanti ke dapur juga, dia hanya mampu menjadi PRT, maka 
banyak TKI sebagai PRT, bangsa Indonesia di mata dunia menjadi rendah. 
 

Catatan:  
Pada langkah ini, fasilitator mengenalkan istilah Ketidakadilan Gender 
sebagai masalah sosial dan struktural, bukan masalah personal. 
Ketidakadilan Gender Struktural adalah pandangan masyarakat yang 
didasarkan atas ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan 
yang berpengaruh terhadap pola sikap masyarakat dalam berbagai bidang 
kehidupan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap perempuan.   

 
2. Diskusi Film 
a. Ajak peserta untuk menonton film “Impossible dream,” yang telah disiapkan 

panitia. Film ini bukan sebagai acuan diskusi, hanya sebagai inspirasi diskusi 
kelompok saja.   

b. Setelah pemutaran film selesai, fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok. 
Tiap kelompok berdiskusi untuk membahas pertanyaan yang sama, menuliskan 
hasilnya pada kertas buram plano dan menunjuk seorang di antara mereka 
sebagai moderator diskusi kelompok dan satu orang lagi untuk 
mempresentasikan kepada forum di kelas. Pertanyaan yang harus mereka 
diskusikan adalah: 
 Sebutkan apa saja bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang Anda pernah temui di 

masyarakat atau komunitas Anda?    
 Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakadilan gender tersebut terus 

berlangsung dan terjadi?  
c. Fasilitator meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

dengan cepat dan singkat secara bergantian tanpa diskusi. Lalu fasilitator 
meminta mereka mengkritisi hasil kelompok lain, dan membuat kesimpulan 
bersama. Fasilitator dapat menggunakan teori Mansur Fakih mengenai bentuk-
bentuk ketidakadilan gender untuk membuat kesimpulan, antara lain: 
 Subordinasi (Subordination), penomorduaan perempuan. 
 Marginalisasi (Marginalization), peminggiran perempuan. 
 Stereotip (Stereotyping), pelabelan buruk terhadap perempuan. 
 Kekerasan (Violence) terhadap perempuan. 
 Beban Ganda (Double burdens), pemberian beban ganda baik domestik maupun publik 

terhadap perempuan. 
d. Mengenai penyebab ketidakadilan gender, fasilitator dapat pula membuat 

bagan Pohon Ketidakadilan Gender, di mana bentuk-bentuk ketidakadilan 
gender dapat diletakkan sebagai daun dan buah, sedangkan batang penegaknya 
adalah pilar-pilar yang menyangga kehidupan masyarakat baik berupa 
kebijakan tidak adil gender, tafsir agama bias gender, pendidikan diskriminatif 
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gender dan sebagainya, dan akar-akarnya adalah ideologi patriarki yang 
diyakini oleh masyarakat   

e. Fasilitator merangkum sesi ini dengan memperkuat kembali pemahaman 
peserta mengenai SEKS dan GENDER, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, 
dan faktor-faktor penyebab ketidakadilan gender.  

 
 

CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 Dalam menjelaskan konsep dasar ini, fasilitator sebaiknya pelan-pelan 

tetapi pasti, dan banyak mendengarkan komentar, keluhan, serta 
pandangan peserta dari setiap poin yang dijelaskannya. Sebab bagi 
peserta yang pertama kali memperoleh materi ini biasanya terjadi 
konflik pandangan yang tidak langsung dapat diungkapkan, serta 
perubahan paradigma ini dalam kenyataannya tidak mudah dipahami 
oleh banyak orang. 
 

 Pastikan fasilitator membaca lembar pegangan fasilitator yang 
diinstruksikan. 

 
 Bila diperlukan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain seperti  

operasi kelamin itu “seks/kodrat” atau “gender”,  apakah pola didik 
membuat seseorang bisa menjadi gay/lesbian dan sebagainya, ada 
baiknya fasilitator membekali diri dengan bacaan-bacaan mengenai 
seksualitas. Dengan demikian bisa menerangkan dengan tepat 
mengenai Seksualitas, Orientasi Seksual, Perilaku Seksual, Identitas 
Gender, dan lain-lain.  
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Materi 2 

DISKRIMINASI DAN KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN 

 
Tujuan pembelajaran: 
Melalui materi ini, peserta: 
1. Memahami secara mendalam konsep diskriminasi dan kekerasan terhadap 

perempuan dan kelompok rentan, daur dan dampak diskriminasi dan kekerasan 
terhadap perempuan, anak dan keluarga.  

2. Menyadari bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adalah 
tindakan kriminal yang terus terjadi dan merusak tatanan kehidupan manusia 
yang adil dan setara.  

3. Timbul kesadaran untuk melakukan tindakan-tindakan yang berdampak pada 
penghentian dan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap 
perempuan, baik dalam lingkup individu, keluarga, maupun masyarakat dan 
negara. 

 
Pokok bahasan: 
1. Pengertian diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. 
2. Daur kekerasan terhadap perempuan. 
3. Dampak diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, anak dan keluarga. 
4. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan antara mitos dan fakta. 
5. Ruang lingkup diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan: individu, 

keluarga, tempat kerja, masyarakat, dan negara.  
6. Kelompok rentan dan diskriminasi berlapis yang dialami.  
7. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam pandangan agama dan 

hukum di Indonesia. 
 
Metode: 
1. Curah pendapat 
2. Diskusi kelompok 
3. Pemutaran film 
4. Role play  
 
Waktu: 
120 menit (2 jam)  
 
Alat: 
1. ATK: Metaplan merah dan kuning, flipchart, spidol, kertas buram plano, lackban 

kertas, sticky cloth, tali rapiah.  
2. Lembar Kasus “Aminah”. 
3. Lagu Yang Luka dan Bang Toyyib  (diputar melalui DVD player)  
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Langkah-langkah (Optional/Dipilih sesuai kebutuhan) : 
 
a. Bermain “Jaring Laba-laba” 

a. Fasilitator membagikan kepada setiap peserta lembar kasus “Aminah” dan 
meminta peserta untuk membacanya selama 5–10 menit. Deskripsi kasus 
“Aminah” terdapat dalam box kasus.  

 
Lembar Kasus Aminah 

 Sebut saja namanya Aminah. Gadis manis dan pintar yang berusia 14 tahun 

ini masih bersekolah di kelas II Madrasah Tsanawiyah di desa Antah Berantah 

kecamatan Nun Jauh Disana. Ia adalah sulung dari 7 bersaudara, putri pasangan 

Pak Kamso seorang buruh tani dan Bu Kamijah, yang membantu ekonomi keluarga 

dengan berjualan cendol di pasar. Namun malang bagi Aminah, ayahnya telah 

sakit-sakitan sehingga membuat ibunya pun tak lagi bisa berjualan di pasar karena 

selain harus mengurus suami, harus pula menggantikannya menjadi buruh tani. 

Situasi ini berpengaruh pada kehidupan Aminah dan adik-adiknya. Aminah harus 

putus sekolah, karena harus membantu ekonomi keluarga. Kesulitan ekonomi 

membuat orangtuanya memutuskan bahwa ia harus mengalah untuk adiknya, 

Parno agar bisa tetap bersekolah meskipun otaknya pas-pasan dibandingkan 

Aminah. Kata ayahnya, karena Parno kelak akan kepala keluarga dan menanggung 

nafkah keluarganya. Sementara, Aminah sebaiknya menunggu pinangan, karena 

setelah menikah ia akan menjadi tanggung jawab suaminya. 

  Dengan bekal keterampilan pas-pasan, Aminah pergi ke kota. Di sana ia 

akan bekerja, jadi apa saja. Pekerja Rumah Tangga (PRT), penjaga toko, atau 

karyawan pabrik akan diterimanya; asalkan ia bisa mendapatkan uang halal untuk 

membantu keluarganya. Namun, karena usianya masih terlalu muda dan jenjang 

pendidikannya yang rendah, ia hanya bisa bekerja pada ibu Peni, yang memiliki 

usaha pengeleman kantong teh celup. Katanya, bila ia bisa mendapatkan 1000 

kantong teh celup, ia akan mendapatkan upah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu 

rupiah). Sebenarnya, banyak karyawan yang bekerja di tempat pengeleman teh 

celup Bu Peni. Namun, mereka biasanya membawa kantong-kantong teh celup itu 

dan membawa pulang di rumahnya masing-masing. Namun, Aminah bersama 9 

orang karyawati lainnya tinggal di bagian belakang rumah Bu Peni, yang mereka 

sebut sebagai asrama. Saat di asrama ini pula, Aminah mendapatkan haid 

pertamanya. Aminah tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Untung ada Surti 

temannya yang mau mengajarinya cara memasang pembalut wanita. Namun, 

karena belum terbiasa, suatu hari Aminah pernah memasangnya secara terbalik 

sehingga bagian perekat menempel pada bibir luar vaginanya. Bukan main sakit 

rasanya. Tidak banyak yang ia tahu, apa yang boleh dia lakukan saat mengalami 

haid. Namun, ia hanya bisa mengingat pelajaran di sekolahnya dulu bahwa ia tidak 
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boleh shalat, mengaji, dan mesti mandi besar bila haidnya telah usai.  

 Aminah tumbuh menjadi gadis remaja yang menarik. Hal ini membuat Pak 

Midin, penjaga rumah Bu Peni yang usianya 20 tahun lebih tua dari Aminah 

menaruh hati kepadanya. Ia merayu Aminah agar mau menjadi pacarnya. Hati 

Aminah berbunga-bunga. Selama ini, ia tak pernah dekat dengan laki-laki manapun 

selain ayah dan adiknya. Beberapa kali Pak Midin mengajaknya kencan, dan 

beberapa kali menyentuh Aminah dan bahkan hampir memperkosanya. Aminah 

melawan, namun juga ketakutan bila Midin meninggalkannya. Menyadari 

penolakan Aminah, Midin menggunakan cara lain. Ia mengajak Aminah nikah siri, 

dengan berpenghulukan salah seorang kenalan temannya.   

 Malang bagi Aminah, setelah menikah perangai Midin ketahuan aslinya. Ia 

sering memaki-maki Aminah dan memukulnya bila Aminah lupa menyajikan semur 

jengkol kesukaannya. Belum lagi, ternyata Midin telah mentah-mentah menipunya. 

Di kampungnya, ternyata Midin telah memiliki seorang istri dan 2 orang anak yang 

ditinggalkannya begitu saja. Menyadari kenyataan ini, Aminah ingin protes. Ia 

ingin mogok melayani Midin, baik dalam urusan keperluan sehari-hari maupun 

urusan ranjang. Namun, kata-kata Ustadzah Sholihah dalam pengajian di majelis 

taklim selalu terngiang-ngiang di telinganya, “Apabila seorang suami mengajak 

istrinya ke tempat tidur, lalu si istri menolaknya tanpa alasan sehingga membuat 

suaminya marah maka malaikat akan melaknatnya sampai Subuh dan akan 

tertutuplah pintu taubatnya selama 40 hari 40 malam.” Hii, …merinding bulu 

kuduk Aminah mendengarnya. Apalagi, setelah ia tahu kartu suaminya yang 

ternyata juga  hobby bergonti-ganti pasangan.  

 Sebenarnya Aminah belum siap untuk hamil. Tapi suaminya selalu 

menolak mengenakan pengaman bila mereka akan berhubungan suami istri. 

Aminah sebenarnya tidak hanya takut hamil, tetapi ia juga takut tertular virus HIV. 

Namun, apa yang jadi kekhawatirannya selama ini menjadi kenyataan. Aminah 

hamil pada saat usianya terlalu muda, 16 tahun. Saat rahimnya belum terlalu kuat 

untuk mengandung seorang bayi. Apalagi, saat ini ia sering mual dan pusing. Ia 

ingin pulang ke rumah orang tuanya. Tapi ia takut bahwa mereka akan 

menganggap bahwa dia terjebak pergaulan bebas, mengingat pernikahan sirinya 

tak diketahui oleh orang tua apalagi orang-orang sekampungnya.  

 Suatu hari, Aminah pulang berbelanja dari pasar. Di tengah jalan, ia jatuh 

pingsan. Orang-orang yang menolongnya bingung mau membawa kemana. Sebab, 

suaminya sudah dua minggu tak ada kabar beritanya.  Untunglah, pada saat itu dia 

bertemu dengan Bulik Siti dan Pak Lik Samidjan, orang tua Surti sahabatnya. 

Mereka berniat akan membantunya pulang ke rumah orang tua Surti dan 

menceritakan semua masalahnya, agar tidak terjadi salah paham yang lebih 

memperparah keadaannya.  Bersama Surti, mereka juga membawa Aminah ke 
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Puskesmas kecamatan sehingga keadaan Surti masih bisa diselamatkan. Apa 

jadinya bila tak seorang pun peduli pada nasib Aminah. Bisa jadi, sekarang dia telah 

meregang nyawa bahkan menjadi ‘Almarhumah’. Naudzubillah min  dzalik! 

 
b. Fasilitator ajak peserta untuk bermain “Jaring Laba-laba.” Aturan 

permainan ini,  adalah meminta satu orang relawan untuk memerankan 
tokoh Aminah dan mengingatkan tali di pinggangnya. Fasilitator 
mengajukan pertanyaan: ” Mengapa Aminah mati ?” dan meminta peserta 
yang lain untuk menjawabnya berdasarkan kasus yang ada dalam box di 
atas. Peserta yang menjawab secara bergiliran menarik tali rafia, sehingga 
membentuk jaring laba-laba. Selanjutnya, fasilitator meminta agar peserta 
bisa menjawab: “apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan 
Aminah? “ dan melepaskan setiap tali rafia yang dipegangnya.  Setiap 
jawaban dan tali rafia yang dilepaskan melambangkan upaya advokasi yang 
mungkin dilakukan.  

c. Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi “Mengapa KtP ini terus 
berlangsung?” Jawaban dari peserta mungkin  mengulang faktor-faktor 
penyebab ketidakadilan gender.  

d. Fasilitator mengajak peserta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk 
kekerasan dan siapa saja yang menjadi aktor/pelaku kekerasan, melalui 
pertanyaan , “Apa saja bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang Anda 
temui dalam kehidupan masyarakat melalui kasus tersebut?”  Kategorikan menjadi 4 
aspek, yakni [1] Kekerasan fisik, [2] Kekerasan psikis, [3] Kekerasan seksual, [4] 
Kekerasan ekonomi.  

e. Identifikasi siapa saja yang menjadi Aktor/Pelaku Kekerasan maupun turut 
menjadi pelaku kekerasan. Sehingga dapat terkategori menjadi : 1) Individu 
2)Kelompok/Massa 3)Negara/Aparat Negara.  

f. Fasilitator mengajak peserta untuk melihat kembali daur KtP dan menggali 
ide dari peserta untuk memutus daur KtP tersebut. 

g. Fasilitator merangkum sesi ini dengan merujuk kepada hasil diskusi 
kelompok dan curah pendapat.  

 
2. Curah Pendapat Siklus Kekerasan Terhadap Perempuan 
1. Fasilitator mengajak peserta untuk curah pendapat mengenai bagaimana 

siklus kekerasan terhadap perempuan, dengan memperhatikan satu dua 
kasus yang telah mereka tuliskan. Jika tidak ada pandangan yang muncul 
dari peserta, fasilitator dapat berbagi pengalaman pendampingan perempuan 
korban kekerasan, yang memiliki ciri umum dalam siklus kekerasan 
terhadap perempuan, yaitu:  
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2. Demikian seterusnya kekerasan berulang. Banyak kasus kekerasan menjadi 

semakin buruk dari waktu ke waktu jika penanganan tidak dilakukan. 
 
3. Analisis lagu dan Diskusi Kelompok 

a. Fasilitator mengajak peserta untuk menyanyikan bersama-sama lagu “Hati  
Yang Luka” dan “Bang Toyyib” melalui tayangan video you-tube di layar 
LCD, atau yang teks-nya dituliskan oleh Fasilitator di kertas plano. 
 

HATI YANG LUKA – Betharia Sonata 
 

Berulang kali aku mencoba 

s’lalu untuk mengalah 

demi keutuhan kita berdua 

walau kadang sakit  

Lihatlah tanda merah di pipi 

bekas gambar tanganmu 

sering kau lakukan 

bila kau marah menutupi salahmu 

 

Samakah aku 

bagai burung disana 

yang dijual orang 

hingga sesukamu 

kau lakukan itu 

kau sakiti aku 

Kalaulah memang kita berpisah 

 

Kalaulah memang kita berpisah 

itu bukan suratan 

mungkin ini lebih baik 

agar kau puas membagi cinta 

Pulangkan saja 

aku pada ibuku atau ayahku… 

 

Dulu, segenggam emas 

kau pinang aku… 

Dulu, bersumpah janji 

didepan saksi wow wow… 

 

Namun semua hilanglah sudah 

ditelan dusta wow wow… 

Namun semua tinggal cerita 

hati yang luka… 
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itu bukan suratan 

mungkin ini lebih baik 

agar kau puas membagi cinta 

Pulangkan saja 

aku pada ibuku atau ayahku… 

Reff :  

Dulu, segenggam emas 

kau pinang aku… 

Dulu, bersumpah janji 

di depan saksi wow wow… 

 

Namun semua hilanglah sudah 

ditelan dusta wow wow… 

Namun semua tinggal cerita 

hati yang luka… 

(Biar…,biarkanlah ada duka malam ini 

mungkin esok kan kau jelang 

bahagia bersama yang lain) 

 

Namun semua tinggal cerita 

hati yang luka… 

 

Bang Toyib - Ade Irma 
Bang Toyib  
Bang Toyib  
Mengapa tak pulang pulang  
Anakmu anakmu panggil panggil 
namamu  
 

Bang Toyib  
Bang Toyib  
Kapankah abang kan pulang  
Anakmu anakmu rindu ingin bertemu  
Bang Toyib  
Bang Toyib  
 

Reff :  

Tiga kali puasa  
Tiga kali lebaran  
Abang tak pernah pulang  
Sepucuk surat pun tak datang  
 

Sadar sadarlah  
Abang ingat anak istrimu  
Cepat cepatlah pulang semua rindukan 

Bang Toyib  
Bang Toyib  
Mengapa tak pulang pulang  
Anakmu anakmu panggil panggil 
namamu  
 

Bang Toyib  
Bang Toyib  
kapankah abang kan pulang  
Anakmu anakmu rindu ingin 
bertemu  
Bang Toyib  
Bang Toyib  
 

Bang Toyib  
Bang Toyib  
Mengapa tak pulang pulang  
Anakmu anakmu panggil panggil 
namamu  
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dirimu  
Kalau dijalan yang benar selamatkanlah 
dia    
Kalau dijalan yang salah sadarkanlah 
dirinya  

 

 
 

b. Fasilitator membagi peserta menjadi  2  kelompok yang bertugas  berdiskusi 
menemukan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya 
terhadap kehidupan perempuan, anak, dan lingkungan sosialnya yang 
ditemui dalam kedua lagu tersebut. Peserta diberi waktu diskusi selama 30 
menit.  

c. Panduan pertanyaan diskusi kelompok: 
 Apa saja bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang Anda temui dalam film 

itu ?  Kategorikan menjadi 4 aspek, yakni [1] Kekerasan fisik, [2] Kekerasan psikis, [3] 
Kekerasan seksual, [4] Kekerasan ekonomi. 

 Mengapa berbagai bentuk kekerasan tersebut terjadi? Bahkan seringkali terjadi 
berulang?  Usahakan menganalisis pada ranah internal  dan eksternal keluarga, 
misalnya kebijakan negara, kesadaran masyarakat, dll.  

 Apa dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut? Kategorikan dampak 
terhadap [1] Perempuan, [2] Anak, dan [3] Lingkungan sosial (komunitas).   

d. Setelah selesai diskusi kelompok, fasilitator meminta masing-masing 
kelompok menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi. 
Fasilitator meminta peserta untuk mengkritisi hasil diskusi masing-masing 
kelompok.  

e. Fasilitator menuntun peserta untuk  memastikan jawaban telah 
mengungkap aspek  fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Selain itu juga 
memastikan jawaban peserta mengungkap wilayah kekerasan pada lingkup: 
[1] Individu, [2] Keluarga, [3] Negara, dan [2] Masyarakat. 

 
4. Menonton film dan diskusi kelompok 

a. Fasilitator memulai sesi ini dengan mereview hasil diskusi mengenai 
bentuk-bentuk ketidakadilan gender, salah satunya adalah kekerasan 
terhadap perempuan. 

b. Fasilitator mengatakan pada peserta “sebelum diskusi lebih dalam soal 
kekerasan terhadap perempuan ini, kita akan menonton film “Atas Nama”  
Film harus sudah disiapkan fasilitator. Jadikan film ini sebagai inspirasi 
dan stimulasi dalam menganalisis kekerasan terhadap perempuan yang 
terjadi dalam kehidupan masyarakat atau komunitas di mana peserta 
alami.  

c. Fasilitator membagi peserta menjadi  3 kelompok yang bertugas  
berdiskusi menemukan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan 
dan dampaknya terhadap kehidupan perempuan, anak, dan lingkungan 
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sosialnya yang ditemui pada sub cerita di film tersebut. Peserta diberi 
waktu diskusi selama 30 menit.  

1. Panduan pertanyaan diskusi kelompok: 
 Apa saja bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang Anda temui dalam film itu 

?  Kategorikan menjadi 4 aspek, yakni [1] Kekerasan fisik, [2] Kekerasan psikis, [3] 
Kekerasan seksual, [4] Kekerasan ekonomi. 

 Mengapa berbagai bentuk kekerasan tersebut terjadi? Bahkan seringkali terjadi 
berulang?  Usahakan menganalisis pada ranah internal  dan eksternal keluarga, 
misalnya kebijakan negara, kesadaran masyarakat, dll.  

 Apa dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut? Kategorikan dampak terhadap 
[1] Perempuan, [2] Anak, dan [3] Lingkungan sosial (komunitas).   
 

2. Setelah selesai diskusi kelompok, fasilitator meminta masing-masing 
kelompok menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi. 
Fasilitator meminta peserta untuk mengkritisi hasil diskusi masing-masing 
kelompok.  
 

3. Fasilitator menuntun peserta untuk  memastikan jawaban telah 
mengungkap aspek  fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Selain itu juga 
memastikan jawaban peserta mengungkap wilayah kekerasan pada 
lingkup: [1] Individu, [2] Keluarga, [3] Negara, dan [2] Masyarakat.  
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BAGIAN KETIGA 

ISLAM, KESETARAAN GENDER DAN  HAK ASASI MANUSIA  

 
  PENGANTAR 
Materi-materi dalam modul  ini adalah kelanjutan dari materi konsep dasar tentang 
kesetaraan dan keadilan gender; serta mengantarkan peserta masuk ke Konsep 
HAM dan CEDAW. Setelah peserta memahami bentuk-bentuk ketidakadilan 
gender dan daur kekerasan terhadap perempuan yang terus berulang, saatnya 
peserta juga memahami sebab-sebab utama mengapa ketidakadilan gender ini 
terjadi secara turun-temurun  dari satu abad ke abad berikutnya hingga hari ini dan 
di sini. Kita tidak akan bisa menghapus dengan bijak kekerasan dan ketidakadilan 
terhadap perempuan apabila kita tidak memahami dengan baik sebab-sebab 
ketidakadilan dan kekerasan tersebut terjadi. 
 
Dalam modul ini, hanya tiga aspek yang akan menjadi fokus pembahasan, yakni a) 
konsep dasar dan nilai-nilai universal Islam, b) kesetaraan dan keadilan gender 
dalam Islam, c) akulturasi Islam dalam konteks masyarakat Indonesia. Tiga aspek 
ini sengaja dipilih karena faktor inilah yang menurut kami sangat besar 
pengaruhnya dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kita 
tahu ajaran agama sangat sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat, bahkan 
menjadi anutan utama dalam bersikap dan berperilaku. Sementara, globalisasi 
adalah faktor eksternal yang kini sangat massif mempengaruhi kehidupan 
masyarakat dan sekaligus juga mengkonstruksi budaya dan tafsir agama. 
Mengingat globalisasi tidak hanya dalam hal ekonomi, namun juga dalam hal 
gagasan, sehingga muncul istilah fundamentalisme pasar dan fundamentalisme 
agama, yang turut mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia. 
Hal ini sedikit banyak akan mendorong kemiskinan berwajah perempuan di satu 
sisi, dan menguatkan kembali budaya patriarkhi. Dengan demikian, keduanya 
adalah tantangan dalam penegakkan hak-hak perempuan dalam rangka 
membangun kesetaraan dan keadilan gender.   
 
Melalui materi dalam modul ini, peserta diharapkan dapat memahami lebih 
mendalam  misinterpretasi atas teks-teks kegamaan Islam yang dipandang bias 
gender  dan upaya menciptakan tafsir baru yang ramah perempuan.   
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Materi 1  
TAUHID, PRINSIP-PRINSIP ISLAM,  

DAN KESETARAAN RELASI LELAKI DAN PEREMPUAN  
 
Di dalam materi ini ditegaskan bahwa Islam bukan semata-mata ritual formal. 
Islam juga bukan sekedar kumpulan teks suci atau sejumlah aturan-aturan yang 
terpisah dari konteksnya. Materi ini juga menjelaskan bahwa Islam adalah agama 
yang di dalamnya menegaskan aspek kemanusiaan, pembebasan dan penegakkan 
keadilan. Itulah inti ajaran Islam. Ajaran sosial Islam ini bisa ditemukan dalam tiga 
konsep dasar Islam; kenabian, ketauhidan dan kekhilafahan. 
 
Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:  

1. Mengenal dan memahami istilah-istilah dasar dalam Islam (islâm, imân, ihsân, nabî, 
wahyu, rasûl, hanifiyyah, dan lain-lain).  

2. Menjelaskan misi-misi dasar Islam: ketauhidan, keadilan, persaudaraan, 
kesetaraan, kerahmatan, dan kemaslahatan.  

3. Memahami konsep tauhid dalam Islam sebagai basis transformasi menuju 
keadilan sosial.  

4. Memahami makna konsep kekhilafahan manusia dalam Islam (khalîfatullâh fî al-
ardl).  

5. Mengaitkan prinsip keadilan gender dengan konsep tauhid, kenabian, dan 

kekhilafahan (khalîfatullâh fî al-ardl) dalam Islam.  
6. Memahami bahwa perjuangan keadilan gender adalah bagian dari misi kenabian 

dan risalah ketauhidan.  
 
Pokok Bahasan  

1. Makna islâm, imân, ihsân, nabî, wahyu, rasûl, hanifiyyah, dan lain-lain.  
2. Misi dasar ajaran Islam: ketauhidan, keadilan, persaudaraan, kesetaraan, 

kerahmatan, dan kemaslahatan.  
3. Tauhid dan pembebasan manusia: jaminan keadilan, persaudaraan, kesetaraan 

dan kemaslahatan.  
4. Konsep kekhilafahan manusia dalam Islam (peran dasar manusia di muka 

bumi).  
5. Prinsip keadilan gender dalam konsep tauhid dan kekhalifahan.  
 
Metode   

Curah Pendapat dan Masukan dari Narasumber  

Waktu: 
90 menit (1,5 jam) 
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Alat: 

Sticky cloth, spidol, kertas plano, kertas metaplan dan lakban.  

Langkah-langkah  
 
Langkah pertama (30 menit)  

Fasilitator menghidupkan suasana pelatihan dengan langkah-langkah berikut ini:  
1. Fasilitator mengelompokkan seluruh peserta ke dalam kelompok kecil; 

misalnya dua-dua, dan meminta mereka untuk menuliskan pada metaplan 
yang tersedia, kosa kata penting dalam ajaran Islam, yang sering ditemui 
sehari-hari.  

2. Fasilitator merekapitulasi dan mengelompokkan kosa kata-kosa kata tersebut 
di kertas plano. Pengelompokkan didasarkan pada tiga konsep dasar, yaitu 
kenabian, ketauhidan dan kekhilafahan. Jika ada kosa kata yang tidak relevan 
dengan kategori ini, sisihkan pada kelompok tersendiri, dan janjikan kepada 
peserta kosa kata tersebut akan dibahas dalam sesi yang lain.  

3. Fasilitator menggarisbawahi kosa kata-kosa kata penting, sebagai titik 
tolak/fokus dari materi prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam. Jika masukan 
dari peserta belum lengkap, fasilitator bisa menambahkan dengan kosakata 
yang dianggap relevan dan penting.  

 

Langkah kedua (60 menit)  

1. Fasilitator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk 

menyampaikan masukan, dengan langkah-langkah berikut :  
a) Narasumber berangkat dari salah satu, atau beberapa kata kunci yang 

sudah dikenal para peserta untuk menjelaskan konsep-konsep dasar dalam 
Islam; ketauhidan, kenabian dan kekhilafahan.  

b) Narasumber mengawali pembicaraan dengan sejarah awal kenabian dan 
kewahyuan yang terkait dengan penguatan prinsip pembebasan, 
persaudaraan dan kemanusiaan.  

c) Setelah itu, narasumber mengungkapkan ayat-ayat yang pertama turun dan 
nama-nama orang yang pertama kali masuk dan bergabung dalam gerakan 
ke-islam-an masa awal Mekkah; sebagai contoh kongkrit gerakan sosial 
Islam. Misalnya, nama Bilal bin Rabah, Sumayyah ibu Yasir, Abu Dzarr al-Ghiffari, 
adalah nama-nama yang menjadi basis gerakan persaudaraan dan 
kesederajatan dalam Islam.  

d) Menjelaskan dan mengaitkan konsep “khilâfah fi al-ardh” dengan prinsip-
prinsip dasar Islam pada ranah sosial-politik. Penjelasan ini merujuk pada 
ayat-ayat yang membicarakan mengenai kekhilafahan manusia di muka 
bumi. 

 

2. Fasilitator/moderator, mempersilahkan peserta untuk mengajukan 

pertanyaan, komentar dan tanggapan.  
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3. Fasilitator mengarahkan konsentrasi peserta pada tahap analisis dan 

kesimpulan dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
 Fasilitator mengelompokkan peserta ke dalam kelompok besar, dan 

meminta mereka mendiskusikan pertanyaan berikut: Prinsip-prinsip 
kemanusiaan apakah yang anda temukan dalam tiga konsep dasar di atas .  

 Peserta mempresentasikan hasil kerja kelompok, dan fasilitator 
menggarisbawahi jawaban-jawaban yang menunjukkan keadilan gender 
sebagai prinsip dasar Islam. Ini adalah kesimpulan dari sesi konsep dasar 
Islam.  

 
REFERENSI  
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Yogyakarta)  

--------------, Islam dan Pembebasan, (1993: LKiS, Yogyakarta)  

Farid Essack, al-Qur’ân dan Pembebasan, (2001: Mizan, Bandung).  

Hiba Rauf Izzat, Wanita dan Politik; Pandangan Islam, terj. Bahruddin Fannani, (1997: 

Remaja Rosdakarya, Bandung)  

Siti Musdah Mulia, Pemikiran Politik Husain Haikal, (2001: Paramadina, Jakarta)  

--------------, Muslimah Reformis, (2005: Mizan, Bandung)  

--------------, (et. al), Keadilan dan Kesetaraan Gender; Perspektif Islam, (2003: 

Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta)  
Ziaul Haque, Wahyu dan Revolusi, terj. E. Setiawaty al-Khattab, (2000: LKiS, 
Yogyakarta) 
 

Catatan untuk Fasilitator/Narasumber  

• Konsep kunci yang harus tersampaikan oleh narasumber adalah konsep kenabian, 
ketauhidan dan kekhilafahan dan relasinya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.  

• Yang dimaksud kenabian adalah misi-misi yang diemban nabi-nabi, terutama Nabi 
Muhammad Saw; misalnya pembebasan dari perbudakan manusia, persaudaraan dan 
kesetaraan manusia. Yang dimaksud ketauhidan adalah sistim kepercayaan kepada 
Tuhan, Allah Swt yang pasti berimplikasi terhadap perilaku manusia dalam relasi antar 
mereka. Sementara yang dimaksud kekhilafahan adalah misi utama kemanusiaan untuk 
hidup di bumi, seperti yang digambarkan al-Qur’ân; untuk mensejahterakan, 
memakmurkan dan melanjutkan kehidupan di muka bumi ini.  

• Ketika melaksanakan langkah pertama; fasilitator bisa melakukan pengelompokan 
dengan mengajak bersama para peserta meletakkan ‘kosa kata-kosa kata’ tersebut ke 
dalam tiga konsep dasar: ketauhidan, kenabian dan kekhilafahan. Ada kemungkinan 
para peserta hanya akan terpaku pada hal-hal yang bersifat ritual. Jika ini terjadi, bisa 
digunakan sebagai pintu masuk untuk menegaskan bahwa kebanyakan orang hanya 
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melihat ‘Islam’ sebagai agama ritual, tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap 
persoalan sosial. Persepsi demikian tidaklah  benar, karena itu perlu mengenal lebih jauh 
ajaran dasar Islam. Terutama dalam tiga konsep dasar: ketauhidan, kenabian dan 
relasinya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. 

 
Materi 2  

PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM ISLAM   
DAN INSPIRASI UNTUK PEMBARUAN HUKUM ISLAM  

YANG ADIL DAN SETARA GENDER 
 
Di dalam materi ini para peserta diajak untuk menemukan pemahaman keagamaan 
yang memiliki nuansa ketidakadilan gender yang secara mainstream berkembang di 
masyarakat; kemudian mereka diajak untuk mengkomparasi-kannya kembali 
dengan nilai-nilai universal Islam seperti yang telah didiskusikan pada materi 
sebelumnya. Sikap kritis terhadap pemahaman keagamaan ini,  harus diperkuat 
kembali dengan menemukan interpretasi keagamaan yang baru yang sejalan 
dengan nilai-nilai universal agama tadi.  Dengan demikian, mereka akan 
menemukan sebuah cara pandang yang tidak lagi doktriner dalam melihat agama,  
namun bisa mengkontekstualisasikannya baik dalam ‘relasi timbal balik’ pada 
kedua jenis kelamin,  maupun  dalam perkembangan situasi kontemporer.  
 
Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:  

1. Melihat secara kritis isu-isu ketidakadilan gender yang dikaitkan dengan 
pemahaman agama dan menganalisisnya apakah sesuai dengan prinsip-prinsip 
dasar ajaran Islam atau tidak. 

2. Memahami “gender”  bukan sebatas isu, namun sebagai perspektif untuk 
melihat persoalan secara timbal balik. 

3. Menggali teks-teks keagamaan yang mendukung pemahaman mereka atas 
berbagai isu yang dikritisi dengan perspektif baru.  

4. Menemukan reinterpretasi atas isu-isu yang diidentifikasi dengan pendekatan 
yang adil dan setara gender.  

 
Pokok Bahasan  

1. Metodologi memahami teks keagamaan, tentang prinsip qath’y dan dhanny; serta 
teks yang universal dan parsial.  

2. Menggunakan pendekatan relasi timbal balik (mubadalah) dalam melihat 
beberapa isu terkait hak-hak perempuan.  

3. Memahami tentang penggunaan bahasa (teks), penyampai pesan dan 
implikasinya pada ketidaksetaraan relasi lelaki dan perempuan.  

4. Menelusuri khazanah sejarah Islam tentang pembelaan Nabi terhadap hak-hak 
perempuan dan  dinamika peran gender laki-laki dan perempuan dalam sejarah 
Islam.  

5. Kontekstualisasi pemahaman teks-teks keagamaan Islam dalam perspektif 
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gender kontemporer.   
 
 

 

Metode   

1. Diskusi Kelompok 

2. Curah Pendapat  

3. Masukan dari Narasumber  

 
Waktu: 
90 menit 
 

Alat: 

Sticky cloth, spidol, kertas plano, kertas metaplan dan lakban.  

Langkah-langkah  

1. Fasilitator menghidupkan suasana pelatihan dengan langkah-langkah berikut 

ini :  
a. Fasilitator membagi peserta ke dalam 3 kelompok dan meminta mereka 

untuk  mengidentifikasi isu-isu gender seperti apakah yang sering muncul di 
masyarakat baik dalam interaksi sehari-hari, di forum-forum pengajian, di 
upacara maupun khutbah nikah,  momentum politik, kitab-kitab atau buku-
buku keagamaan dan lain-lain.  

b. Tanyakan pada mereka,  apakah yang biasa disampaikan pada laki-laki dan 
pada perempuan. Siapa yang banyak menyampaikan hal tersebut dan  lebih 
banyak mendapatkan pembatasan?  

c. Apakah isu-isu yang mereka temukan tersebut bertentangan dengan prinsip-
prinsip dasar dan nilai-nilai universal ajaran Islam ? 

d. Adakah referensi lain yang bisa ditemukan oleh peserta untuk meng-counter 
pandangan tersebut?  

2. Fasilitator mempersilakan Narasumber untuk bergabung dengan peserta dan 

terlebih dahulu menyampaikan hasil diskusi yang tengah dilakukan oleh 

peserta.  

3. Fasilitator mempersilakan Narasumber untuk menyampaikan pandangannya 

dan memberi catatan atas isu-isu yang telah didiskusikan oleh peserta.  
 
 
REFERENSI  

Faqihuddin Abdulkodir, Bergerak Menuju Keadilan : Pembelaan Nabi Muhammad atas Hak-
hak Perempuan, Rahima, Jakarta, 2007 
Faqihuddin Abdulkodir, dkk. Kitab Mamba’us Sa’adah, PP. Kempek, Cirebon, 2012 



29 
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Rahima, Jakarta, 2011 
Leli Nurohmah, AD. Kusumaningtyas, dan Nur Achmad, Kesetaraan, Kemajemukan, 
dan Hak Asasi Manusia Perspektif Islam, Rahima, Jakarta, 2010  
Syafiq Hasyim, Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Mengenai  Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, 
Mizan, Bandung, 2001 
 

 
 

Materi 3 
MENEMUKAN KOMPATIBILITAS ANTARA  

HAM, CEDAW DENGAN HUKUM ISLAM  
 

Tujuan pembelajaran: 
Melalui materi ini, peserta  diharapkan : 
1. Memahami persolan perempuan dan hak asasi manusia (HAM) dan 

kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. 
2. Melakukan kontekstualisasi atas persoalan HAM dan hak perempuan yang 

terjadi di komunitasnya, dan menemukan cara pandang baru untuk 
menghapuskan pemahaman yang diskriminatif di masyarakat. 

 
Pokok bahasan: 
1. Islam dan Prinsip-prinsip Penghormatan atas Hak Asasi Manusia (Al 

Ushuliyyatul Khamsah, Kajian atas Teks-teks dengan Pesan Universal, Pembelaan 
Nabi atas Hak-hak Asasi Manusia),   

2. DUHAM, CEDAW, dan Respon Dunia Islam  (Negara-negara yang 
Meratifikasi,  Perkembangan Isu HAM di  Organisasi Kerjasama Islam/OKI). 

 
Metode: 
1. Presentasi Narasumber dan diskusi 
2.Debat  
3.Diskusi kelompok 
 
Waktu: 
120  menit  
 
Alat: 
Kertas plano, pulpen/spidol, lackban kertas, infocus dan screen, mosi-mosi debat.  
 
Langkah-langkah: 
1. Fasilitator menjelaskankan tujuan sesi ini secara singkat, yaitu Memahami 

persolan perempuan dan hak asasi manusia (HAM) dan kompatibilitasnya 
dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (5 menit). 

2. Fasilitator mengajak peserta untuk mendapatkan pemahaman awal tentang 
HAM dan Hak Perempuan, dengan menggunakan beberapa mosi debat. Peserta 
dapat menanyakan kepada peserta, siapa yang “setuju” atau “tidak setuju” 
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dengan mosi/pernyataan yang diajukan  kemudian meminta mereka untuk 
menjelaskan alasannya. Atau langsung meminta peserta untuk membagi diri ke 
dalam 2 kelompok dengan cara berhitung dan  1-2, lalu meminta perwakilan 
kelompok untuk suit terlebih dahulu  dan memilih posisi sebagai kelompok pro 
maupun kontra. Mereka yang telah memilih posisi, diminta untuk memberikan 
argumen sesuai jawaban yang telah dipilih oleh kelompoknya. (25 menit) 

3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada Narasumber, untuk menjelaskan 
materinya dengan terlebih dahulu memberikan komentar secara umum atas 
diskusi yang telah dilakukan oleh peserta, selama 30 hingga 45 menit.  

4. Fasilitator membuka sesi Tanya-jawab dengan Narasumber, dengan alokasi 
waktu antara 45 menit hingga 60 menit yang masih tersisa .  

 
Di dalam materi ini dijelaskan bagaimana hukum Islam (fiqh) dibumikan dalam 
praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, khususnya dalam 
pembahasan hukum keluarga dan hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan. 
Termasuk dalam pembahasan ini adalah posisi hukum Islam ketika harus dijadikan 
hukum positif di Indonesia, baik berupa Hukum Perkawinan, UU Nomor I Tahun 
1974, atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres Nomor I Tahun 1991, yang secara 
nyata menjadi rujukan hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memutus 
perkara-perkara masyarakat berdasarkan hukum Islam. Dalam materi ini 
dijelaskan pula bagaimana prinsip-prinsip yang tertuang dalam konsep Hak Asasi 
Manusia (HAM) dan konvensi CEDAW memiliki kompatibilitas dengan Hukum 
Islam (Fiqh) dan menjadi  inspirasi bagi pembaruan hukum Islam.   

 
Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu:  

1 Memahami sejarah dan corak pemahaman Islam yang masuk ke Indonesia.  

2 Memahami pengaruh budaya pembawa Islam terhadap corak keislaman di 
Indonesia.  

3 Memahami pergulatan antara hukum Islam dengan politik di Indonesia, 
terutama yang mendiskriminasikan perempuan.  

4 Mengetahui ketentuan hukum Islam yang diskriminatif dan adil gender yang 
berlaku di Indonesia.  

5 Memahami gagasan-gagasan progresif hukum Islam di Indonesia dalam konteks 
pembelaan terhadap perempuan.  

 
Pokok Bahasan  

1. Sejarah masuknya Islam di Indonesia dan corak pemikiran dominan yang 
dibawa.  

2. Hubungan hukum Islam dan kebudayaan di Indonesia: proses pembentukan 
dan implementasi.  

3. Menemukan kompatibilitas antara konsep Hak Asasi Manusia dan CEDAW 
dengan Hukum Islam:  Menggali Inspirasi untuk Pembaruan Hukum Islam. 

4. Hukum Islam dan politik: studi kasus Kompilasi Hukum Islam (KHI).  
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5. Analisis Isi Hukum Islam (Positif) di Indonesia: 
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam  

6. Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Ulama Indonesia: 

-  Pemikiran Hukum Islam Syekh Arsyad al-Banjari 

-  Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddiqie 

-  Pemikiran Hukum Islam Hazairin 

-  Pemikiran Hukum Islam Munawwir Sadzali 

7. Counter Legal Draft KHI: Isi dan Argumen Teologis  

Metode   

Diskusi film, ceramah dan tanya jawab, diskusi kelompok, diskusi pleno.  

Alat:  

Sticky cloth, spidol, kertas plano, lakban 
 
Waktu  :  210 menit/ 3,5 jam  

 

Langkah-langkah  

Langkah pertama (1 jam):  

1. Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mempelajari hukum Islam diminta 
untuk menyimak film “Wajah-Wajah Islam Indonesia Seri 1 (Masuknya Islam ke Indonesia).”  

2. Peserta diminta mengidentifikasi karakteristik Islam Indonesia. Fasilitator 

memungut peserta tentang karakteristik Islam Indonesia.  

Langkah kedua (1 ,5 jam):  

Berangkat dari kesimpulan peserta, meminta narasumber untuk menjelaskan 

masuk, perkembangan, dan karakter hukum Islam di Indonesia; serta 

mengkaitkannya dengan  konsep HAM dan CEDAW sebagai inspirasi pembaruan 

hukum Islam di Indonesia .  

Langkah ketiga (1 jam):  
1. Fasilitator meminta peserta untuk mengajukan pertanyaan, komentar, dan 

tanggapan atas presentasi nara sumber, dilanjutkan dengan jawaban 
narasumber.  Peserta diminta untuk memfokuskan pembahasannya pada isu-
isu krusial di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.  

2. Masing-masing kelompok memilih 2 topik dari sejumlah topik yang tersedia. 
Diskusi kelompok dipandu dengan pertanyaan berikut:  

 Persoalan krusial apa yang muncul dari topik tersebut?  
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 Apa komentar kelompok atas tawaran dari CLD KHI?  
 Apa argumentasi teologis dan argumentasi lain yang mengatasi persoalan 
yang dianggap krusial?  
3. Fasilitator meminta narasumber untuk mengembangkan konfigurasi 
perumusan hukum Islam di Indonesia dan posisi perempuan dalam perumusan 
tersebut. Gunakan diagram proses perumusan KHI.  

4. Fasilitator meminta peserta untuk mengajukan pertanyaan, komentar, dan 
tanggapan atas presentasi nara sumber, dilanjutkan dengan jawaban narasumber.  
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UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Catatan untuk Fasilitator/Narasumber  
o Film “Wajah-Wajah Islam Indonesia Seri 1 (Masuknya Islam ke Indonesia)” dapat diganti 

dengan film lain yang menggambarkan bagaimana Islam masuk ke Indonesia, karakter Islam 
dominan Indonesia, dan pergulatan hukum Islam dengan budaya lokal Indonesia.  

o Sediakan naskah KHI dan CLD KHI sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai bahan diskusi 
kelompok.  
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BAGIAN KEEMPAT 

MEMAHAMI HAK ASASI MANUSIA  DAN MENGENAL KONVENSI 
CEDAW SEBAGAI ALAT ADVOKASI  

( STRATEGI DAN AKSI PROMOSI CEDAW ) 

 
Pengantar 
Modul keempat ini adalah tindak lanjut dari pemahaman dan penghayatan atas 
seluruh materi yang telah diberikan sebelumnya. Sebagaimana disepakati di awal 
bahwa pelatihan ini menganut prinsip “ilmu pengetahuan untuk transformasi 
sosial,” dan bukan Omdo (omong doang) atau NATO (No Action, Talk Only). Oleh 
karena itu, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan ini 
harus didayagunakan untuk aksi transformasi sosial, khususnya penghapusan 
kekerasan berbasis gender dan penciptaan kehidupan yang adil dan setara, dalam 
komunitas masing-masing. 
 
Salah satu keterampilan yang dibutuhkan di dalam transformasi sosial untuk 
mewujudkan “kesetaraan  dan keadilan gender” adalah  memanfaatkan  berbagai  
instrumen hak asasi manusia dalam advokasi kebijakan publik dan memonitor 
implementasinya. Oleh karenanya, untuk menguatkan keyakinan peserta, dalam 
materi ini akan dibahas soal Islam, Perempuan dan Hak-hak Asasi Manusia,  
Memahami dan Menggunakan Instrumen CEDAW, dan Upaya Menghapus 
Praktik Diskriminatif di Masyarakat.   
 
Selanjutnya, untuk dapat menerapkan teori dan berbagai informasi yang 
didapatkan pasca pelatihan ini, para peserta diajak untk melakukan  pemetaan atas 
persoalan sosial yang ada di sekililing mereka dan potensi untuk melakukan 
perubahan yang mungkin dilakukan.  Setelah dilakukan analisis, peserta diajak 
untuk membuat action plan (rencana aksi) yang SMART (Specific, Measurable, 
Achievable, Realistic/Relevant, Timely [spesifik/sederhana, bisa diukur, bisa dicapai, 
realitis/relevan, tepat waktu]). 
 
Rumusan action plan inilah yang akan dijadikan komitmen bersama dan agenda 
bersama dalam kerangka perubahan sosial dalam lingkup komunitas masing-
masing.  Semua peserta harus berpartisipasi secara penuh dalam penyusunan action 
plan ini agar mereka merasa memiliki agenda perubahan sosial ini sebagai 
agendanya sendiri, dan tergerak untuk mewujudkannya secara sungguh-sungguh.    
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Materi 1 
HAK-HAK PEREMPUAN DAN KONVENSI CEDAW 

 
Tujuan Pembelajaran : 
Melalui materi ini, para peserta diharapkan :  
1. Mengenal CEDAW sebagai salah satu instrumen HAM dan Hak Perempuan di 

tingkat internasional dan menggunakannya sebagai alat advokasi. 
2. Mampu mengidentifikasi persoalan yang terjadi di komunitasnya dengan 

panduan konvensi CEDAW.  
3. Mampu melakukan inisiatif perubahan sosial di masyarakat pada berbagai isu 

yang menjadi bidang prioritas konvensi CEDAW.  
 
Pokok Bahasan:  
1. Konvensi CEDAW sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak perempuan dari 

diskriminasi berbasis gender. 
2. Memahami prinsip-prinsip di dalam konvensi CEDAW (non diskriminasi, 

kesetaraan substantif, dan kewajiban negara).  
3. Memahami makna “ratifikasi”, “aksesi” dan “reservasi” atas perjanjian 

internasional dan konsekuensinya  pada negara. 
4. Memahami  isu/bidang-bidang kritis dalam Pasal-pasal CEDAW.  
5. Dunia Islam dan keikutsertaan sebagai Negara Peserta/Negara Pihak dalam 

CEDAW. 
6. Bagaimana membangun inisiatif tokoh agama untuk turut menghapuskan 

diskriminasi atas dasar jenis kelamin,?  
 
 
 
Metode: 
1. Presentasi Narasumber dan Diskusi  
2. Studi Kasus 
3. Pemutaran film  
4. Bedah Perda/Kebijakan  
 
Waktu :   
240 menit  
 
Alat :  
Kertas plano, pulpen/spidol, lackban kertas, infocus dan screen, lembar fotokopi Konvensi 
CEDAW,  hand-out Narasumber, film “Mengenali Hak-hak Kita” produksi Omah Munir, 
3 film pendek tentang  prinsip-prinsip CEDAW (non discrimination,  substantive 
equality, dan state obligation) tentang  “Atas Nama”, dan  Contoh-contoh Perda.  
 
Langkah-langkah :  
a. Fasilitator menjelaskankan tujuan sesi ini secara singkat, yakni  memahami 

Konvensi CEDAW dan menerangkan instrumen-instrumen apa yang akan 
digunakan dalam memahami materi ini. 
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b. Sebelum memberikan kesempatan kepada Narasumber untuk menjelaskan 
materi,  ajaklah peserta untuk menonton Film “Mengenali Hak-hak Kita” yang 
diproduksi oleh Omah Munir. Ajaklah peserta untuk mendiskusikan tentang 
“Hak” atau “Hak-hak Asasi Manusia” berdasarkan apa yang dapat mereka 
identifikasi dari film tersebut.  

c. Selanjutnya, ajaklah peserta untuk memahami Konvensi CEDAW dan prinsip-
prinsip dalam konvensi CEDAW dengan cara membahas 3 film pendek 
produksi IWRAW Asia-Pacific yakni  :  
 CEDAW Quick & Concise: Explaining the Principle of Non Discrimination (old 

version) atau CEDAW - Principle on Non Discrimination (Bahasa Indonesia) produksi 

UN Women Asia Pacific dan  CWGI 

 CEDAW Quick & Concise: Explaining the Principle of Substantive Equality (old 

version) atau CEDAW - Principle of Substantive Equality (Bahasa Indonesia)  produksi 

UN Women Asia Pacific dan  CWGI 

 CEDAW Quick & Concise: Explaining the Principle of  State Obligation (old version) 
atau CEDAW - Principle on State Obligation (Bahasa Indonesia)-produksi UN Women 
Asia Pacific  dan CWGI  

d. Fasilitator memberikan kesempatan kepada Narasumber untuk menyampaikan 
presentasinya; dengan bantuan Power Point Slide (PPT)  maupun untuk 
mendalami 3 film pendek yang telah ditonton tadi maupun untuk terlebih 
dahulu menggali pemahaman peserta mengenai Diskriminasi Langsung dan 
Diskriminasi Tidak Langsung melalui Studi kasus.  

 

STUDI KASUS 

 Adakah diskriminasi dalam kasus-kasus di bawah ini? 
 Mana yang Bersifat Langsung dan Tidak Langsung?   
 Mengapa ada atau tidak ada diskriminasi tersebut ? 
 

1) Atas dasar alasan menghormati kaum perempuan, peraturan kerja di 
Perusahaan  Suka Suka Saya (TRIPLE S) menyatakan bahwa 
perempuan bisa mendapatkan gaji penuh apabila dia mau menyatakan 
persetujuan secara tertulis bahwa dia tidak akan mempunyai anak bila 
hendak bekerja di perusahaan tersebut. Kegagalan  mematuhi aturan ini  
atau hal-hal lain yang mengabaikan perjanjian ini dapat menyebabkan 
dia dapat dipecat dari perusahaan tersebut.   

 
2) Di Republik Mimpi, Menteri Pendidikan Nasional-nya berinisiatif 

untuk  menyediakan pendidikan gratis untuk tingkat sekolah dasar. 
Meskipun program tersebut mentargetkan 50% perempuan dan 50% 
laki-laki, didapatkan kenyataan bahwa hanya 15% perempuan yang 
bersekolah. Ketika ditanyakan  kepada  Menteri  kenapa  hanya sedikit 
anak perempuan yang mengikuti program ini, beliau menyebutkan 

https://www.youtube.com/watch?v=OPglnz_hSM0
https://www.youtube.com/watch?v=zYdB1h6W3nE
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beberapa alasan. Masyarakat mengatakan meskipun tidak ada uang 
sekolah (SPP)  yang mesti dibayar, namun  beberapa keluarga 
menyatakan keberatan  karena adanya berbagai kebutuhan yang harus 
dibayar. Seperti pakaian seragam sekolah, buku-buku, alat tulis seperti 
kertas dan pena, sumbangan untuk berbagai kegiatan sekolah, dan lain-
lain dimana keluarga yang menjadi sasaran program ini adalah keluarga 
miskin yang lebih memprioritaskan  pendidikan bagi anak laki-laki. 
Mereka menyatakan bahwa mereka harus memberikan kesempatan dan 
fasilitas terlebih dahulu pada anak laki-laki mereka, karena di 
kemudian hari mereka diharapkan dapat menjadi tulang punggung 
ekonomi bagi isteri dan anak-anak mereka. Sementara anak perempuan 
akan dinafkahi oleh para suami mereka. Anak laki-laki juga diharapkan 
berbakti pada orang tua mereka dan menyediakan berbagai jaminan 
kebutuhan hari tua mereka, sehingga  pendidikan akan  memberi 
mereka kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. 
Sebaliknya, anak perempuan akan meninggalkan rumah orang tua 
mereka setelah menikah dan tidak diharapkan menjamin kehidupan 
orang tuanya. Selain itu anak perempuan diperlukan untuk membantu 
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga serta merawat  adik-adiknya.  

 

3) Di negeri Antah Berantah, di bawah kebijakan pertanahan yang baru , 
10%  tanah yang ditawarkan dialokasikan untuk perempuan. Ini 
dimaksudkan untuk mengatasi alokasi tanah sebelumnya, di mana 
100% tanah yang ditawarkan diberikan kepada laki-laki. Kebijakan 
tersebut mensyaratkan jaminan sebanyak  Rp. 5.000.000,- (lima juta 
rupiah) yang tidak dapat dikembalikan. Di negeri Antah Berantah 
tersebut,  perempuan juga tidak dapat mewarisi tanah  atau bangunan. 
Secara umum terdapat ketidaksetujuan terhadap perempuan bekerja, 
dan hal ini menghalangi perempuan untuk mencari pekerjaan atau 
menjalankan usaha.   

 

Disampaikan dalam Training CEDAW untuk tokoh Agama,  

Yogyakarta 9-11 Desember 2014 

 
 
e. Fasilitator memberikan kesempatan agar peserta dapat melakukan Tanya 

Jawab dengan Narasumber.  
f. Fasilitator  mengucapkan terimakasih kepada Narasumber atas informasi yang 

telah disampaikan. 
g. Untuk mendalami tentang pasal-pasal CEDAW, bagilah peserta dalam 4-6 

kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta untuk membahas masing-masing 
satu isu krusial yang dibahas dalam pasal-pasal CEDAW.   
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h. Untuk menguji pemahaman peserta,  Fasilitator mengajak para peserta untuk 
menonton  bersama film “Atas Nama”(produksi Komnas Perempuan), dan  
membagi peserta ke dalam 3 kelompok untuk membahasnya. Untuk 
melengkapi Analisis Peserta,  Fasilitator juga dapat melengkapinya dengan 
Aturan/Perda yang terkait dengan Film yang ditonton.  

i. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan analisis film dengan menjawab 
pertanyaan : 
 
1) Bentuk-bentuk diskriminasi dalam hal apa sajakah yang anda temukan 

dalam film itu? 
2) Terkait dengan pasal CEDAW yang mana saja? 
3) Adakah persoalan serupa yang pernah  didapatkan/terjadi di sekitar 

komunitas atau lingkungan tempat tinggal mereka?  
4) Adakah pandangan keagamaan/diskursus Islam yang lain yang bisa 

digunakan sebagai counter wacana atas diskriminasi yang muncul dalam film 
tersebut?  

j. Fasilitator memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk 
melakukan presentasi secara bergiliran, setelah itu mempersilahkan mereka 
untuk menambahkan informasi atau saling memberikan feed-back untuk 
kelompok lain. 

k. Fasilitator mengajak peserta untuk mengambil pelajaran dengan 
mengungkapkan kesan mereka atas sesi materi ini.  

 
 
CATATAN UNTUK FASILITATOR  

 Menonton film sebaiknya tidak dimasukkan dalam rangkaian sesi ini, namun 
bisa dilakukan pada malam sebelumnya, sebelum ada sesi pembahasan terkait 
kedua tema ini. 
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BAGIAN KELIMA 

RENCANA TINDAK LANJUT  

DAN REFLEKSI/EVALUASI PELATIHAN  

 
Materi I 

ADVOKASI UNTUK MENGHAPUS 
 DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN  

 
 
Tujuan pembelajaran: 
Melalui materi ini: 

1. Memahami konsep dasar advokasi, bentuk-bentuk advokasi, dan wilayah 
advokasi. 

2. Memiliki kesamaan pengertian tentang advokasi sebagai konsep sekaligus 
kerangka kerja terpadu untuk mempengaruhi dan mengubah kebijakan 
publik.  

3. Memiliki keterampilan dan mampu menerapkan pengetahuan advokasi 
KBJ dalam rencana program mereka. 

 
Pokok bahasan: 
1. Konsep dasar advokasi. 
2. Bentuk-bentuk advokasi. 
3. Tiga wilayah advokasi: isi, struktur, dan kultur kebijakan publik/hukum. 
4. Langkah-langkah advokasi untuk kesetaraan dan keadilan gender. 
 
Metode: 
1. Pemutaran film 
2. Diskusi kelompok 
3. Curah pendapat. 
 
Waktu: 
90  menit  
 
Alat: 
1. Film dokumenter “Jejak Perempuan Sunda Kelapa” (Cahaya Perempuan/WCC 

Bengkulu).  
2. ATK: metaplan merah dan kuning, flipchart, spidol, kertas cocard, kertas metaplan, 

pulpen/spidol, lackban kertas. 
3. DVD Player atau Laptop/Komputer, Infocus. 
 
Langkah-langkah: 
1. Curah pendapat “Advokasi” 

a. Fasilitator mengantarkan sesi ini dengan mengatakan bahwa paska sesi ini 
kita akan mengupas lebih dalam mengenai advokasi kebijakan publik 
untuk kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan masalah KBJ yang 
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dihadapi oleh setiap komunitas sebagaimana telah dirumuskan pada sesi 
sebelumnya.  

b. Fasilitator mengajukan pertanyaan secara acak kepada beberapa peserta: 
“Apa pengertian advokasi yang Anda ketahui?”  

c. Catat semua jawaban peserta pada kertas plano tanpa dikomentari terlebih 
dahulu. 

d. Setelah tidak ada jawaban lagi, ajak peserta untuk membahas jawaban 
yang telah dicatat dengan pertanyaan: “Apa persamaan dan perbedaan dari 
jawaban tersebut dan mengapa demikian?” 

e. Biarkan peserta saling berdiskusi, sampai tiba pada kesimpulan mereka 
sendiri. Tegaskan bahwa itu adalah “kesimpulan sementara” mereka 
tentang pengertian advokasi. Jelaskan bahwa mereka akan diajak untuk 
membahas suatu kasus untuk memperoleh pengertian akhir yang lebih 
lengkap. 

 
2.  Pemutaran film dan diskusi 

a. Fasilitator mengajak peserta untuk menonton film “Jejak Perempuan Sunda 
Kelapa” selama kurang lebih 20 menit. Jelaskan bahwa film ini sekadar 
inspirasi untuk melakukan advokasi yang sebenarnya di lingkungan 
komunitas kita masing-masing. Persilahkan peserta untuk membuat 
catatan-catatan atas film tersebut. 

b. Setelah pemutaran film selesai, peserta diminta untuk membentuk 4 
kelompok sama besar. Setiap kelompok mendiskusikan materi film 
tersebut selama 20 menit untuk menjawab pertanyaan berikut: 

 
Kelompok I:  
 Apa isu utama dalam kasus 

tersebut? 
 Mengapa isu tersebut 

muncul? 
 Apa tujuan dan sasaran 

yang hendak mereka capai 
dalam memperjuangkan 
isu tersebut?  

 

Kelompok II : 
 Siapa saja yang terlibat dan perlu 

dilibatkan dalam kasus tersebut? 
 Apa peran masing-masing? 
 Apa yang (perlu) dipersiapkan dalam 

rangka menjalankan peran tersebut?  
 

Kelompok III: 
 Apa saja bentuk kegiatan 

atau strategi yang 
dilakukan untuk mencapai 
tujuan?  

 Bagaimana strategi itu 
dilakukan? 

Kelompok IV: 
 Apakah hasil akhir dari seluruh proses 

tersebut? 
 Apakah tujuan tercapai? Apakah 

efektif dicapai? Mengapa?  
 Apa kendala atau hambatan yang 

dihadapi selama proses dijalani? 
 

 
c. Bagikan setumpuk metaplan kepada setiap kelompok. Sebaiknya setiap 

kelompok berbeda warna. 
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d. Jelaskan bahwa tiap kelompok diminta menuliskan poin-poin jawaban 
secara singkat ke dalam metaplan dengan huruf kapital yang besar. 

e. Selama peserta setiap kelompok menulis, fasilitator menyiapkan kertas 
plano kosong di depan kelas. 

f. Minta setiap kelompok untuk menempelkan poin-poin jawaban mereka di 
kertas plano kosong tersebut. Per kelompok menempelkan metaplan nya di 
tempat yang sama. 

g. Sambil menempelkan, setiap kelompok diminta untuk menjelaskan secara 
singkat atau minta klarifikasi. Lakukan sampai semua kelompok selesai 
menempelkan dan menjelaskan poin per poin yang ditulis. 

h. Setelah selesai semua, fasilitator mengajak peserta untuk membuat alur 
advokasi berdasarkan film ini. Dengan panduan pertanyaan: “Urutkan 
aktivitas di atas secara sistematis dari awal hingga akhir!”   

i. Fasilitator memandu  aktivitas ini dengan mempertanyakan: “Mengapa 
aktivifitas A atau B lebih awal?” Terus, hingga mendapatkan alur yang 
sistematis dan masuk akal. 

j. Fasilitator mengajak peserta untuk mengidentifikasi tujuan akhir advokasi 
berdasarkan film yang sudah mereka lihat. 

k. Fasilitator mengajak peserta menganalisis hasil akhir itu berdasarkan tiga 
wilayah advokasi: [1] Membangun isi peraturan/perundangan (content of 
law);  [2] Tata laksana peraturan/perundangan (structure of law); [c] Budaya 
hukum/pelaksanaan peraturan (culture of law). Fasilitator dapat 
menggunakan lembar pegangan fasilitator 10 untuk member penjelasan 
singkat kepada peserta mengenai 3 ranah advokasi ini. Kemudian tanyakan 
kepada peserta: “Apakah tiga ranah advokasi ini sudah tersentuh dalam seluruh 
langkah advokasi? Mengapa?”  

l. Setelah pembahasan selesai dan alur sederhana dihasilkan, fasilitator 
menayangkan bagan alur advokasi secara lebih lengkap (gunakan lembar 
pegangan fasilitator 9)  

m. Fasilitator membuka dialog dengan peserta mengenai bagan tersebut.  
n. Fasilitator meminta peserta untuk membuat kesimpulan: dengan demikian 

“apa advokasi itu?”   
o. Fasilitator menuliskan kata kunci dari jawaban peserta di plano. 
p. Fasilitator memberikan pengertian advokasi berdasarkan jawaban tersebut 

dengan kata kunci “Serangkaian upaya sistematik untuk mengubah 
kebijakan publik agar menjadi setara dan adil gender.” 

q. Fasilitator menutup sesi ini dengan menggarisbawahi bahwa tujuan utama 
dari seluruh rangkaian advokasi tersebut adalah mewujudkan kesetaraan 
dan keadilan dalam kehidupan masyarakat pada tiga ranah hukum: isi, tata 
laksana, dan budaya hukum. 

r. Fasilitator merekomendasikan peserta untuk membaca bahan bacaan 
“Advokasi Kebijakan dan Budaya” yang ada di lembar bahan bacaan. 
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CATATAN UNTUK FASILITATOR: 

 Fasilitator harus mengusai bahan-bahan dan teori advokasi, paling tidak dari 
bahan bacaan yang tersedia dalam modul ini.  

 Pastikan menyiapkan lembar kerja untuk diskusi kelompok beserta bagan alur 
advokasi yang diperlukan. 

 Pastikan film dan peralatan pendukung siap dan tidak ada masalah. Bila waktu 
untuk memutar film tidak tersedia, film dapat diputar pada sesi menjelang 
istirahat atau mengoptimalkan proses sharing pengalaman. 

 
 

Materi 2  
PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT 

 
 
Tujuan pembelajaran: 
Melalui materi ini, peserta: 
1. Mampu merumuskan rencana kegiatan paska pelatihan untuk penghapusan 

kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan gender di lingkungan 
komunitas masing-masing.   

2. Membangun jejaring, menggalang basis gerakan kesetaraan dan keadilan, dan 
berkomitmen untuk membentuk komunitas. 

 
Pokok bahasan: 
1. Identifikasi dan analisis gender di lingkungan komunitas peserta. 
2. Identifikasi faktor penyebab. 
3. Identifikasi aktor potensial pendukung dan penghambat. 
4. Identifikasi kebutuhan dan rencana kegiatan. 
5. Pembentukan komunitas (kampung) setara dan adil gender. 
 
Metode: 
Curah gagasan, diskusi kelompok, dan diskusi pleno. 
 
Waktu: 
60  menit (1 jam)  
 
Alat: 
1. Spidol 
2. Lembar kerja analisis SWOT 
 
Langkah-langkah: 
1. Fasilitator menerangkan bahwa sejak awal pelatihan ini didesain tidak 

berhenti pada tataran wacana, melainkan harus menjadi gerakan yang 
bertujuan pada perubahan sosial menuju kesetaraan dan keadilan. Oleh karena 
itu, pada sesi ini kita akan merumuskan kegiatan lanjutan (paska pelatihan) 
untuk menghapus kekerasan berbasis gender di lingkungan komunitas 
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peserta dan membangun strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan, 
minimal pada lingkup komunitas kita masing-masing dengan analisis SWOT. 

2. Fasilitator menjelaskan secara singkat cara menggunakan analisis SWOT, 
bagikan kepada peserta lembar bahan bacaan mengenai SWOT dan contoh 
analisis SWOT. 

3. Fasilitator meminta peserta untuk berkelompok sesuai dengan komunitas 
masing-masing atau dengan komunitas sejenis. Setiap kelompok berdiskusi 
untuk merumuskan rencana tindak lanjut paska pelatihan, dengan panduan 
sebagai berikut: 

 Buka dan baca kembali secara cermat daftar masalah-masalah KBJ yang 
muncul dalam diskusi sesi sebelumnya, sekaligus penanganan yang pernah 
ada/sedang/telah dilakukan, dan rekomendasi langkah lanjutannya. 

 Analisis daftar masalah tadi dengan kerangka analisis SWOT. 
 Hasil analisis SWOT diterjemahkan dalam bentuk perencanaan kegiatan 

sebagaimana matrik penyusunan kegiatan terlampir dalam lembar kerja.  
 
Ingatkan kepada semua peserta kelompok bahwa ruang lingkup rencana aksi ini 
adalah komunitas kita masing-masing. Semua langkah harus didasarkan pada 
masalah, potensi, kekuatan, dan hambatan yang nyata dihadapi dan ditemukan 
warga komunitas dalam kehidupan sehari-hari, tidak mengarang atau berimajinasi.  
 
4. Setelah diskusi kelompok selesai, fasilitator meminta seorang peserta sebagai 

juru bicara kelompok untuk membacakan hasil rumusan aksi/kegiatan, 
lengkap dengan analisis, penanggungjawab, dan jadwal pelaksanaannya.  

5. Kelompok lain diminta untuk memberikan masukan, komentar, dan 
melengkapi rencana aksi/kegiatan yang dipresentasikan suatu kelompok, 
sebelum disepakati sebagai agenda bersama komunitas yang bersangkutan.   

6. Setelah semua kelompok mempresentasikan, fasilitator menutup sesi ini 
dengan menegaskan sejumlah agenda kerja paska pelatihan yang penting 
dilakukan oleh setiap komunitas dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan 
keadilan sebagai kontribusi dan amal saleh kita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

Materi 3 
REFLEKSI/EVALUASI PELATIHAN 

 
Tujuan pembelajaran: 
Melalui materi ini, peserta: 
1. Memahami maksud dari evaluasi sebagai umpan balik terhadap 

penyelenggaraan pelatihan yang bermanfaat bagi panitia, fasilitator, 
narasumber, dan peserta sendiri.  

2. Mampu memberikan umpan balik sebagai bahan pelajaran untuk 
penyelenggaran pelatihan berikutnya.  

3. Mengintrospeksi diri dan mengambil pelajaran dari hasil evaluasi  pelatihan ini. 

 
Pokok bahasan: 
Evaluasi pelatihan secara partisipatif. 
 
Metode: 
Curah pendapat 
 
Waktu: 
30  menit  
 
Alat: 
1. ATK: metaplan, sticky cloth, spidol sejumlah peserta, kertas plano, lakban. 
2. Lembar evaluasi (jika dibutuhkan). 
 
Langkah-langkah: 
 
1. Fasilitator menjelaskan urgensi evaluasi dalam setiap pelatihan sebagai umpan 

balik terhadap penyelenggaraan pelatihan yang bermanfaat bagi panitia, 
fasilitator, narasumber, dan peserta sendiri. 

2. Tanyakan kepada peserta apa saja yang perlu dievaluasi dari proses pelatihan 
ini. Misalnya:  

 Materi pelatihan. 
 Pencapaian tujuan. 
 Dinamika forum dalam pelatihan. 
 Metode yang digunakan dalam pelatihan. 
 Fasilitas dan akomodasi. 
 Fasilitator. 
 Panitia. 
 Peserta. 
Tulis pokok-pokok jawaban peserta di kertas plano.  

3. Minta kesepakatan, apakah evaluasi dilakukan dengan cara lisan atau tertulis? 
(Sebaiknya, fasilitator sudah mempersiapkan terlebih dahulu form evaluasi 
tertulis atau kertas metaplan untuk menulis).  

4. Jika disepakati tertulis, fasilitator bisa menggunakan form evaluasi yang 
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tersedia atau dengan cara membagikan  kertas metaplan kepada peserta 
sejumlah  poin-poin evaluasi dengan warna berbeda-beda (ditentukan, misalnya 
warna A untuk evaluasi poin B). Tiap warna mewakili  satu poin evaluasi. 

5. Beri waktu 15-20 menit untuk mengisi evaluasi.  
6. Minta peserta untuk memasang hasil evaluasi di depan kelas. Fasilitator 

membacakan sebagian hasil evaluasi tersebut agar bisa diketahui bersama.  
7. Jika secara lisan, tawarkan siapa-siapa saja di antara mereka yang ingin 

memulai evaluasi. Catat pokok-pokok pikiran yang disampaikan ke dalam 
kertas plano.  

8. Tutup acara pelatihan ini dengan semenarik mungkin, untuk menimbulkan 
kesan baik di akhir kegiatan. Misalnya dengan menyanyi bersama lagu 
“Indonesia Raya”. 

9. Serahkan kembali kendali pelatihan kepada panitia, untuk menyampaikan 
hal-hal teknis yang dianggap perlu. 

 
 
CATATAN UNTUK FASILITATOR: 
Evaluasi lisan biasanya lebih menarik, mudah dan bisa diketahui secara bersama. 
Tetapi seringkali sulit dicatat dan didokumentasikan, serta menyita banyak waktu; 
karena itu, harus ada kejelian dan ketelitian agar semua gagasan bisa dicatat. Atau 
bisa digabungkan dengan evaluasi tertulis. Tetapi, jika keduanya digunakan, 
usahakan agar tidak membosankan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

HAND OUT 

 
Materi 1:  Perempuan Dalam Tafsir Agama 
 

ISLAM, KESETARAAN, DAN KEADILAN  
COUNTER ATAS PEMAHAMAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN1  

 
Oleh 

Marzuki Wahid 
 
PENGANTAR 
Paper ini hendak menegaskan dua hal. Pertama, posisi Islam yang jelas-jelas 
menentang secara tegas kekerasan terhadap perempuan; dan kedua, prinsip dasar 
Islam adalah kesetaraan dan keadilan. Segala pandangan, pendapat, dan aturan-
aturan hukum yang bertendensi kepada kekerasan terhadap perempuan dengan 
segala jenisnya (fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan spiritualitas) jelas bukan ajaran 
Islam. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah, ulama abad ke-13, 
dalam kitabnya I’lâmu al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Alamîn: 
 

ِيعَةَ مَبْنإَهَإ وَأَسَإسُهإَ علَََ الحِْكََِ وَمَصَإلِحِ العِْبَإدِ فِِ المَْعَإشِ وَالمَْعَإدِ ، وَهَِِ عدَْ  نَّ الشََّّ
ِ
ةٌ كُُُّهإَ ؛ فكَُُُّ مَسْألٍَََ خَرَجَتْ لٌ كُُُّهإَ ، وَرَحَْْةٌ كُُُّهإَ ، وَمَصَإلِحُ كُُُّهإَ ، وَحِكَْ فإَ

لََ المَْفْسَدَةِ ، وَعَنْ الحِْكَْ  هَإ ، وَعَنْ المَْصْلحََةِ ا  لََ ضِد ِ ةِ ا  حَْْ لََ الجَْوْرِ ، وَعَنْ الرَّ نْ أُدْخِلتَْ فِيهإَ بِِلتَّأوِْيلِ عَنْ العَْدْلِ ا 
ِ
يِعَةِ وَا لََ البَْعْثِ ؛ فلَيَسَْتْ مِنْ الشََّّ ؛  ةِ ا 

ُ فِِ أَرْضِهِ  تُهُ بيََْْ خَلقِْهِ ، وَظِلُُّّ ِ بيََْْ عِبَإدِهِ ، وَرَحَْْ ِيعَةُ عدَْلُ اللََّّ   .فإَلشََّّ

 
“Sesungguhnya syari’ah dibangun di atas dasar kebijaksanaan (wisdom) dan kemaslahatan umat 
manusia di dunia dan akhirat. Semua ketentuan syari’ah Islam itu adil, rahmat (cinta kasih), 
maslahat, dan bijak. Setiap pandangan atau ketentuan hukum yang menyimpang dari dasar-dasar 
ini bukanlah bagian dari syari’ah, meskipun diperoleh melalui penafsiran. Syari’at adalah 
keadilan dan kasih sayang Allah di antara hamba-hamba-Nya, serta pelindung-Nya di muka 
bumi ini.”2 
 
PENGHORMATAN MARTABAT DAN KESETARAAN MANUSIA 
Islam pertama-tama harus dipahami sebagai agama kemanusiaan, baik dalam 
pengertian “agama untuk manusia” maupun “agama yang menjunjung tinggi 
prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai kemanusiaan.” Islam bukan agama untuk 
Allah, melainkan agama Allah untuk manusia. Sesungguhnya Allah tidak butuh 
agama, bahkan Allah juga tidak butuh persembahan—apalagi pembelaan—dari 
manusia. Manusialah yang butuh persembahan kepada Allah. Dalam firman-Nya, 
Allah menegaskan: 
 

ن الله غني عن العإلميْ  ومن كفر فإ 

                                                           
1Naskah Orasi Budaya pada Peluncuran KIAS (Komunitas untuk Indonesia yang 

Adil dan Setara), pada 18 Maret 2011, di Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta.  
2I’lamu Al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-’Alamin, Maktabi Al-Islam, Kairo, 1980, jld. 

III, hlm.149 
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“....Barang siapa yang kafir (mengingkari), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 
memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imron (3): 97) 
 
Oleh karena itu, parameter kebaikan, kebahagiaan, kemaslahatan, keadilan, dan 
kebijaksanaan yang menjadi acuan dasar ajaran Islam adalah kemanusiaan, bukan 
ketuhanan. Islam adalah agama manusia dengan seluruh darah dagingnya. 
Penafsiran, pemahaman, dan praktik-praktik keislaman sepanjang sejarah—yang 
dipahami sebagai fiqh, syari’at, atau aturan-aturan hukum—pada dasarnya adalah 
konstruksi sosial-budaya atas Islam.  
 
Paralel dengan filosofi tersebut, ajaran Islam yang paling mendasar adalah 
menempatkan manusia—baik laki-laki maupun perempuan—sebagai makhluk 
terhormat dan paling unggul dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Allah 
SWT menyatakan hal ini dalam al-Qur’an: 
 

مْنإَ وَلقَدَْ  لْنإَهُْ  أ دَمَ  بنَِي  كَرَّ نَ  وَرَزَقْنإَهُ  وَالبَْحْرِ  البَْ ِ  فِِ  وَحََْ بَإتِ  م ِ ي ِ لْنإَهُْ  الطَّ نْ  كَثِيٍ  علَََ  وَفضََّ مَّ  (77 :تفَْضِيلا )ال سراء خَلقَْنإَ م ِ

 
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan 
di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan 
kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” (QS. al-Isrâ’ 
[17]:70).  
 
Sebagai sesama ciptaan-Nya, dalam pandangan Allah, seluruh manusia adalah sama 
dan setara, tidak ada superioritas satu orang atas orang yang lain, baik karena 
identitas pribadi, kebangsaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, ataupun 
identitas-identitas sosio-kultural yang lain. Satu-satunya faktor yang membedakan 
satu orang atas orang lain di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Al-Qur’an 
menegaskan hal ini: 
 

إَ يَ  نَّّ  النَّإسُ  أَيُُّّ
ِ
ن خَلقَْنإَكُ  ا نَّ  لِتَعَإرَفوُا وَقبَإَئِلَ  شُعُوبًِ  وَجَعَلْنإَكُْ  وَأُنثَ  ذَكَرٍ  م ِ

ِ
ِ  عِندَ  أَكْرَمَكَُْ  ا نَّ  أَتقْإَكُْ  اللََّّ

ِ
َ  ا  (73)الحجرات:   خَبِيٌْ  علَِيٌ  اللََّّ

 
“Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu  dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, 
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.” (QS. al-Hujurât 
[49]:13).  
 
Prinsip kesetaraan kemanusiaan ini juga ditegaskan oleh Nabi SAW: 
  

نَّ 
ِ
لََ  لَينَْظُرُ  تعََإلََ  اللهَ  ا

ِ
لََ  وَلَ  أَجْسَإمِكَُْ  ا

ِ
لََ  يـنَْظُرُ  وَلكَِنْ  صُوَرِكُْ  ا

ِ
إلِكَُْ  قُلوُْبِكَُْ  ا  )متفق عليه( وَأَعَْْ
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“Sesungguhnya Allah tidak menilai manusia  dari aspek tubuh dan wajahnya, melainkan pada hati 
dan perbuatannya” (HR. Bukhari dan Muslim).3  
 
Ketakwaan adalah amal saleh, kebaikan, dan kebajikan. Oleh karena itu, sikap 
diskriminatif dan memandang rendah (inferior) seseorang atas orang lain karena 
identitas, latar belakang sosial, etnik, ras, agama, atau jenis kelamin merupakan 
pelanggaran mendasar atas hak-hak kemanusiaan. Dengan sangat menarik, Allah 
SWT menyatakan:  
 

نإبزوا بِل لقإب بئس ي أ يُّإ الذين أ منوا ل يسخر قوم من قوم عسى أ ن يكونوا خيا منهم ول نسإء من نسإء عسى أ ن يكن خيا منهن ول تلمزوا أ نفسكَ ول ت 

يمإن ومن لم يتب فأ ولئك ه الظإلمون  الاسم الفسوق بعد ال 

 
“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain (karena) 
boleh jadi mereka (yang direndahkan) lebih baik dari mereka (yang merendahkan) dan jangan 
pula perempuan-perempuan (merendahkan) perempuan-perempuan lain (karena) boleh jadi 
perempuan-perempuan (yang direndahkan) lebih baik dari perempuan (yang merendahkan) dan 
janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-
gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan 
barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.” (QS. al-
Hujurât [49]:11). 
 
Tak seorang pun boleh mengurangi sedikit pun kemuliaan manusia (karâmatu al-
insâni) atas nama apapun, baik agama, suku, ras, golongan, warna kulit, jenis 
kelamin, status sosial, status ekonomi, maupun ketentuan hukum dan ajaran yang 
mengikat sekalipun. Sikap diskriminatif, stereotif, merendahkan orang lain, dan 
kekerasan adalah bentuk kezaliman (kejahatan kemanusiaan) yang bertentangan 
dengan nilai keluhuran Islam.   
 
Pengormatan Islam terhadap kemanusiaan semuanya sama, tidak membedakan 
karena profesi atau jenis kelamin. Menarik apa yang disampaikan Nabi 
Muhammad SAW:  
 

سْراَئيِْلَ فنَََ  بيَنْمََإ كَُْبٌ 
ِ
ذْ رَأَتهُْ بغَِيٌّ مِنْ بغَإَيَ بنَِي ا

ِ
 عَتْ مُوْقهَإَ فسََقتَْهُ فغَُفِرَ لهَإَ بِهِ )رواه البخإري(يطُِيْفُ بِرَكِيَّةٍ كََدَ يقَْتلُُُُّ العَْطَشُ ا

 
“Suatu ketika ada seekor anjing yang sedang berputar-putar di sekitar sumur. Anjing tersebut 
terlihat sangat kehausan dan hampir mati. Saat itu ada seorang pelacur dari Bani Israil melihat 
anjing kehausan itu. Lalu si pelacur melepaskan sepatunya untuk dipakai mengambil air dari 
dalam sumur. Lalu ia pun memberikannya minum. Disebabkan perbuatan ini, Allah SWT 
mengampuni dosa si pelacur tadi”(HR. Bukhari).4  
 

                                                           
3Lihat Abu Sa’adat Mubarak bin Muhammad Ibn al-Atsir, Jâmi’ al-Ushûl fî 

Ahâdîts ar-Rasûl, Juz I, nomor hadits 4731, (Beirut: Dar Ihya at-Turats, 1984), hlm. 471. 
4Ibnu Hajar al-‘Asqallani, Fath al-Bârî fî Hadîts Shahîh al-Bukhârî, Juz VI, hlm. 

715-716. Lihat juga hadits Shahîh al-Bukhârî,  nomor hadits 3298. 
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Pernyataan lain yang paling prinsip dalam Islam adalah keadilan. Keadilan harus 
ditegakkan kepada siapa pun yang melakukan kezaliman dan melanggar hak-hak 
kemanusiaan. Al-Qur’an memerintahkan umat Islam untuk berlaku dan bersikap 
adil kepada semua orang, baik kawan maupun lawan, orang saleh maupun 
pendosa, orang sehat maupun sakit, orang kaya maupun miskin, muslim maupun 
non-muslim, laki-laki maupun perempuan. Semua orang harus diperlakukan secara 
setara dan adil. Penghormatan kemanusiaan harus diberikan kepada siapapun dan 
dalam kondisi apapun secara sama. Firman Allah SWT:  
 

إَ يَ  ينَ  أَيُُّّ ِ امِيَْ  كُونوُاْ  أ مَنوُاْ  الذَّ ِ  قوََّ رمَِنَّكَُْ  وَلَ  بِِلقِْسْطِ  شُهدََاء لِلَّ  نأَ نُ  يََْ َّقُواْ  لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ  هُوَ  اعدِْلوُاْ  تعَْدِلوُاْ  أَلَّ  علَََ  قوَْمٍ  ش َ َ  وَات نَّ  اللَّ 
ِ
َ  ا )المإئدة:  تعَْمَلوُنَ  بِمَإ خَبِيٌ  اللَّ 

8) 

 
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 
terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil 
itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Mâ’idah [5]:8). 
 
Dengan demikian jelaslah bahwa setiap keputusan syari’ah seharusnya mengacu 
kepada kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan yang berbasis kemanusiaan. Setiap 
sistem nilai dan aturan hukum yang setara, adil, maslahat, dan membawa rahmat 
pada sekalian manusia adalah bagian dari syari’at. Islam dihadirkan oleh Allah yang 
Maha Adil dan Maha Kasih Sayang memang untuk tujuan membumikan 
kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan umat 
manusia. 
 
Kemaslahatan manusia akan terwujud apabila telah terpenuhi 5 (lima) kebutuhan 
dasarnya, yaitu: 1). Hifdh ad-dîn (hak  kebebasan berkeyakinan dan beragama);  2). 
Hifdh an-nafs (hak hidup yang layak);  3). Hifdh al-‘aql (hak kebebasan berpikir dan 
berpendapat);  4). Hifdh al-mâl (hak kepemilikan harta benda) 5). Hifdh al-‘irdl wa an-
nasl (hak kehormatan dan kesehatan reproduksi). 
 
Meluruskan Tafsir Teks Kekerasan 
Apabila demikian keadaannya, lalu dari manakah sesungguhnya legitimasi 
kekerasan terhadap perempuan hadir dalam realitas sosial? Adakah teks 
keagamaan yang mendukungnya? Kalaupun terkesan ada, bagaimana kita 
menafsirkannya? Ayat al-Qur’an yang sering dijadikan dasar legitimasi kekerasan 
terhadap perempuan adalah ayat tentang pemukulan suami terhadap isteri karena 
nusyuz (membangkang), yakni: 
 

ن الله كَن عليإ كب ن أ طعنكَ فلا تبغوا عليهن سبيلا ا  اي واللاتي تخإفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فِ المضإجع واضربوهن فإ   

 
“Perempuan-perempuan yang kamu takutkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka 
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mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah 
Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. al-Nisa’ [4]: 34). 
 
Ayat ini sebetulnya hanya berkaitan dengan kasus isteri yang nusyuz 
(membangkang). Artinya, apabila tidak nusyuz tentu dilarang. Nusyuz sesungguhnya 
berlaku bagi isteri dan suami.5 Bila suami yang nusyuz, bolehkah isteri memukul 
suami berdasarkan ayat tersebut?  
 
Terkait ayat tersebut, para ahli tafsir mengemukakan pandangan yang beragam. 
Pernyataan yang paling mengusik nurani keadilan kita tentang hal ini 
dikemukakan Abu Hayyan al-Andalusi dalam tafsirnya al-Bahr al-Muhîth. Abu 
Hayyan menulis:  
 
Dalam menghadapi isteri yang nusyuz suami, pertama kali menasehatinya dengan lembut, jika 
tidak efektif, boleh dengan kata-kata yang kasar, dan (jika tidak efektif lagi) membiarkannya 
sendirian tanpa digauli, kemudian (jika tidak juga efektif) memukulnya dengan ringan atau 
dengan cara lain yang membuatnya merasa tidak berharga, bisa juga dengan cambuk atau 
sejenisnya yang membuatnya jera akibat sakit, asal tidak mematahkan tulang dan berdarah. Dan 
jika cara-cara tersebut masih juga tidak efektif menghentikan ketidaktaatannya, maka suami 
boleh mengikat tangan isteri dan memaksanya berhubungan seksual, karena itu hak suami.6 
 
Imam al-Syafi’i, pendiri madzhab dominan di Indonesia, mempunyai pemahaman 
berbeda. Menurutnya, suami boleh memukul isterinya setelah terbukti secara 
meyakinkan bahwa si isteri telah nusyuz. Namun, sekalipun diperbolehkan 
memukul isteri yang nusyuz, seorang suami tetap tidak diperkenankan memukul 
dengan pukulan yang melukai atau mengeluarkan darah, tidak dilakukan berulang-
ulang, dan tidak memukul wajah. Dengan mengutip Imam al-Syafi’i, Imam al-
Nawawi dalam al-Majmu’ menulis, “…seyogyanya pemukulan itu dilakukan dengan 
sapu tangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan, dan bukan dengan 
cambuk atau tongkat.”7 Bahkan, secara tegas Imam al-Syafi’i juga mengatakan, 
“Aku lebih suka tidak memukul isteri, karena ada hadits Nabi SAW, ‘lan yadhriba 
khiyarukum,’ (orang yang baik di antara kalian tidak akan memukul isteri).”  

                                                           
5 Sebutan nusyuz seringkali hanya disandarkan kepada perempuan yang dianggap 

tidak patuh pada suami. Padahal, al-Qur’an juga menggunakan istilah yang sama untuk 

merujuk kepada laki-laki yang melakukan durhaka terhadap isteri. Hanya ada dua ayat 

dalam al-Qur’an yang menggunakan istilah nusyuz. Pertama, terdapat dalam Q.S al-Nisa’ 

[4]: 34, yang menjelaskan tentang respon yang dapat diberikan suami terhadap isteri yang 

nusyuz. Kedua, Q.S al-Nisa’ [4]: 128, yang menjelaskan langkah yang dapat ditempuh isteri 

terhadap suami yang nusyuz. 
6 Abu Hayyan al-Andalusi, Tafsir al-Bahr al-Muhith, (Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, tth), Jilid 3, hal. 252. 
7 Untuk dapat membaca berbagai penafsiran ulama terkait ayat pemukulan terhadap 

istri lihat, Syarafuddin Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzzab, (Jeddah: Maktabah al-

Irsyad, tth), Jilid 15, hal. 325; Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan, tr. Agus 

Nuryatno, (Yogyakarta: LKIS, 2003), Cet. Ke-1, hal. 70-77. 
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Sejurus dengan pernyataan di atas, Ibnu al-‘Arabi dalam tafsirya menyampaikan 
keterangan sebagai berikut: 
 
Atha’ berpendapat, terkait isteri yang nusyuz, suami tidak boleh memukulnya. Jika suami 
menyuruh isteri untuk mengerjakan sesuatu atau melarang melakukan sesuatu, lalu dia tidak 
mengindahkannya, maka cukup menegur saja. Mengenai pendapat ini Qadhi Baidhawi 
memberikan komentar: “ltulah pendapat Atha’. Dia sangat memahami (maksud) syariah (hukum 
Islam) dan mengetahui metode ijtihad (menyimpulkan hukum). Dia pasti tahu bahwa perintah 
memukul dalam ayat ini menunjukkan arti ibahah (pilihan). Bahkan, menurut dia tindakan itu 
adalah makruh (tidak disukai).” Dari hadis Abdullah bin Zam’ah diketahui bahwa Nabi SAW 
pernah bersabda: “Aku membenci (tidak menyukai) laki-laki yang memukul hamba 
perempuannya ketika marah. Padahal, boleh jadi dia masih ingin  menidurinya lagi hari itu.” Nafi’ 
meriwayatkan hadis dari Imam Malik dari Yahya bin Said bahwa (suatu ketika) Nabi SAW 
diminta mengizinkan seorang suami memukul perempuan (isteri), lalu beliau bersabda: “Silahkan 
kalian memukulnya, tetapi ingatlah bahwa orang yang baik di antara kalian tidak akan 
memukulnya.” Ini berarti bahwa meskipun Nabi pada mulanya membolehkannya tetapi kemudian 
menyerukan agar tidak melakukannya. Sebab, sanksi mengabaikan isteri di tempat tidur saja 
sebenarnya sudah merupakan cara memperingatkan atau memberi pendidikan yang paling etis.8 
 
Pandangan paling menarik dikemukakan ahli tafsir kontemporer, Muhammad 
Thahir bin Asyur, yang mengatakan, “Sebenarnya keabsahan pemukulan terhadap isteri 
bersumber dari tradisi Arabia pra Islam. Oleh karena itu, kita tidak bisa menjadikannya sebagai 
dasar legitimasi pada konteks yang lain.”9 Tidak hanya itu, Ibnu Asyur bahkan 
berpendapat bahwa diperlukan intervensi pemerintah untuk menghentikan segala 
tindak kekerasan suami terhadap isteri. Dan, negara berhak menghukum suami 
yang melakukan tindakan kekerasan terhadap isteri.10  
 
Itulah tafsir dan pemahaman orang atas teks-teks al-Qur’an. Tentu saja 
pemahaman ini adalah konstruksi sosial-budaya yang hadir dari lanskap sosial, 
politik, dan budaya kapan dan di mana penafsir itu hidup. Berbagai kepentingan, 
termasuk kepentingan patriarkhi, tentu saja sangat mempengaruhi nalar tafsir 
mereka.  
 
Ketentuan al-Qur’an yang membolehkan pemukulan suami terhadap isteri, sebagai 
alternatif terakhir, setelah menasehati dan pisah tanjang, harus dipahami dalam 
konteks “negosiasi kultural” Islam dengan kebudayaan Arab saat itu—istilah yang 
sering dipakai KH. Husein Muhammad. Tradisi dan budaya Arab saat itu masih 

                                                           
8 Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Muhyiddin Ibnu al-‘Arabi, Ahkam al-

Quran, (Mesir: al-Halabiy, 1957), Jilid 1 hal. 420. 
9 Muhammad Thahir bin Asyur, Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah, (Kairo: 

Darus Salam, 2005), hal. 207. 
10 Ismail Hasani, Nazhariyat al-Maqashid ‘ind al-Imam Muhammad Ibn Asyur, 

(Virginia: MIT, 1995), hal. 210. 
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mempraktikkan pemukulan sebagai cara utama dalam mendidik isteri yang nusyuz. 
Tradisi Arab jahiliyah itu tentu saja tidak dapat diuniversalkan untuk segala 
kebudayaan.  
 
Islam selalu menggunakan strategi persuasif, gradual, dan evolusioner, bukan 
perubahan radikal dan revolusioner dalam membumikan ajaran-ajarannya. Islam 
berusaha menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan—yang sudah 
mengakar dalam tradisi Arab—dilakukan secara bertahap, tidak dengan 
konfrontasi. Strategi ini dilakukan juga pada perubahan hukum-hukum lain, 
seperti pelarangan perbudakan, pelarangan poligami, pelarangan minum khamr, 
penerimaan penuh saksi perempuan, dan pembagian warisan yang adil. Pendekatan 
ini akan membawa pada kesimpulan bahwa tujuan akhir ketentuan Al-Qur’an 
adalah penghapusan secara total kekerasan terhadap perempuan. 
 
Kesimpulan ini diperkuat dengan larangan yang disampaikan Nabi SAW,  
 

مإَءَ  تضَْْبِوُْ  لَ 
ِ
 الله ا

“Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan." 
 

يَإرِكُْ  ليَسَْ  بَ  مَنْ  بِِِ مْرَأَتهَُ  ضَرَ
ِ
 ا

 
“Bukanlah orang yang baik di antara kalian, laki-laki yang memukul isterinya."11 
 
Tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan adalah sikap dan perilaku yang 
diterapkan Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya, meskipun dalam keadaan 
konflik dan menghadapi pertentangan dari isteri-isterinya.  
 
“Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah SAW tidak pernah memukul apapun sama sekali dengan 
tangan, tidak juga (memukul) perempuan, atau pembantu, kecuali ketika dalam perang di jalan 
Allah. Ketika beliau disakiti mengenai suatu hal, tidak pernah mem balas, kecuali jika terkait 
dengan kehormatan Allah, maka beliau baru akan membalas atas nama Allah SWT.” (HR. 
Muslim).  
 
Secara kultural, Nabi SAW juga sering menyindir masyarakat Arab yang masih 
mempraktikkan pemukulan isteri. “Tidakkah seseorang di antara kamu merasa malu, jika 
masih memukul isteri bagaikan memukul hamba sahaya, sementara di sore hari ia menggaulinya. 
Tidakkah ia malu?”  
 
Tiga tahun sebelum wafat, dalam khutbah haji wada’ di Padang Arafah, di hadapan 
144.000 kaum Muslim, Nabi SAW berpesan: 
 

توَْصُوا أَلَ  ا بِِلن ِسَإءِ  وَاس ْ َّمَإ خَيًْ ن
ِ
 ذَلَِ  غيََْ  شَيئْإً مِنْهنَُّ  تمَْلِكُونَ  ليَسَْ  عِنْدَكُْ  عَوَانٍ  هُنَّ  فإَ

 

                                                           
11Ibn Majah, Sunan Ibn Mâjah, Juz VI, bab 51, nomor hadits 2051, hlm. 212.  
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“Aku berpesan kepada kalian, hendaklah meperlakukan isteri-isteri kalian dengan baik, karena 
dalam realitas sosial kalian, mereka dianggap seperti tawanan. Sesungguhnya tidak ada 
kewajiban lain bagi kalian (para suami) kecuali berbuat baik terhadap mereka.” 12 

 
َّقُوا َ  فإَت َّكَُْ  الن ِسَإءِ  فِ  اللََّّ ن

ِ
ِ  بِأمََإنةِ  أَخَذْتمُُوهُنَّ  فإَ تحَْللَتُْْ  اللََّّ مَةِ  فرُُوجََُنَّ  وَاس ْ ِ  بِكََِ نْ  .تكَْرَهُونهَُ  أَحَدًا فرُُشَكَُْ  يوُطِئَْ  لَ  أَنْ  علَيَْهِنَّ  وَلكََُْ  اللََّّ

ِ
بًِ  فإَضْرِبوُهُنَّ  ذَلَِ  فعََلنَْ  فإَ  ضَرْ

 بِِلمَْعْرُوفِ  وَكِسْوَتُُنَُّ  رِزْقُهنَُّ  علَيَْكَُْ  وَلهَنَُّ  مُبَ حٍِ  غيََْ 

 
“Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dalam memperlakukan istrimu, karena engkau hidup 
bersama mereka dengan amanah dari Allah SWT dan kamu boleh melakukan hubungan dengan 
mereka di bawah naungan kalimat Allah SWT. Mereka punya kewajiban yang harus dipenuhi 
untukmu, (di antaranya) mereka tidak menerima orang yang kamu benci  masuk ke dalam  
rumahmu. Jika mereka melakukannya, maka berilah peringatan dengan cara yang tidak 
menyakitkan. Kamu juga punya kewajiban kepada mereka yang harus engkau penuhi, yakni 
memberikan nafkah dhahir dan batin dengan cara yang baik" (HR. Muslim).13 
 
Peradaban manusia, khususnya di Indonesia, kini telah berubah menuju kepada 
kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak 
telah diharamkan melalui regulasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU  No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Regulasi inilah kondisi akhir yang tampaknya hendak dituju 
QS. al-Nisa’ [4]: 34, yakni pelarangan mutlak pemukulan dan kekerasan terhadap 
perempuan dan anak.  
 
Dengan demikian, jelaslah tidak ada legitimasi apapun atas kekerasan terhadap 
perempuan dan anak, baik dari sisi teologis, hukum, maupun akal sehat. Tak ada 
satu sistem nilai yang beradab pun yang mentoleransi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak.  
 
Kini bukan lagi saat untuk memperdebatkan boleh atau tidaknya kekerasan 
terhadap perempuan dalam tafsir atau pemahaman ajaran agama, melainkan 
bagaimana strategi, metode, dan teknik yang tepat untuk menghentikan secara 
tuntas kekerasan terhadap perempuan, dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
sejati dalam kehidupan manusia Indonesia kontemporer.   
 
Kembalikan Islam ke dalam jangkar kesetaraan dan keadilan yang menjadi muara 
dan sumber ajarannya. Jadikan jangkar kesetaraan dan keadilan dalam menafsirkan 
teks-teks dan realitas sosial, terutama dalam kaitan relasi laki-laki dan perempuan, 
relasi muslim dan non-muslim, relasi orang kaya dan orang miskin, dan relasi 
buruh dan majikan. Apabila jangkar kesetaraan dan keadilan digunakan, niscaya 
kehidupan  akan bersinar terang dan penuh dengan makna-makna kebahagiaan, 
kedamaian, dan kemaslahatan.   

                                                           
12At-Turmudzi, Sunan al-Turmudzî, Juz V, bab 11, nomor hadits 1196, hlm. 6.  
13Lihat Abu al-Hasan Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahîh Muslim, 

nomor hadits ke-2137. 
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Materi 1:  Perempuan Dalam Tafssir Agama 
 

MEMBACA KEMBALI KITAB SUCI  
DENGAN SEMANGAT KEADILAN 

 
Isnatin Ulfah 

 

 علم القران ذكر

 14ل يعلمه الا الذكور من الرجإل 

 

Prolog 

Pola relasi dan perbedaan gender, yang melahirkan ketidakadilan bahkan 
kekerasan terhadap perempuan, pada dasarnya merupakan konstruksi sosial dan 
budaya yang terbentuk melalui proses yang panjang. Namun karena konstruksi 
sosial budaya semacam itu telah menjadi kebiasaan dalam waktu yang sangat lama, 
maka pola relasi dan perbedaan gender tersebut menjadi keyakinan dan ideologi 
yang mengakar dalam kesadaran masing-masing individu, masyarakat, bahkan 
negara. Pola relasi dan perbedaan gender ini mengendap di alam bawah sadar 
masyarakat, seolah-olah hal itu adalah kodrat dan dianggap sebagai ketentuan 
Tuhan.  

Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab yang melanggengkan konstruksi 
sosial budaya yang mengakibatkan ketidakadilan gender tersebut adalah 
pemahaman agama, yaitu adanya bias gender ketika menafsirkan dan memaknai 
ayat yang berbicara tentang relasi gender. Ini berarti ada ada kesenjangan dan 
ketimpangan antara idealitas agama –yang tidak mungkin memberikan peluang 
bagi berlangsungnya sistem yang diskriminatif pada semua aspek kehidupan, 
dengan realitas sosial –yang memperlihatkan diskriminasi  terutama berkaitan 
dengan relasi laki-laki dan perempuan baik dalam ruang domestik maupun publik. 
Ketika idealitas agama memberikan peran dan aktualisasi atas hak-hak dasar kaum 
perempuan, seperti yang diberikannya kepada kaum lelaki, realitas sosial justru 
membatasi dan membelenggunya. Kesenjangan seperti ini tentu saja perlu 
dihilangkan melalui upaya-upaya intelektual yang kritis terhadap teks-teks 
keagamaan yang dijadikan pedoman. Dalam istilah yang lebih populer kita perlu 
melakukan reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap pemikiran keagamaan (tafsir, 

                                                           
Disampaikan pada forum Lokalatih Rekonstruksi Tafsir Agama dan Budaya yang 

Adil Gender oleh Focal Point KIAS Jawa Timur & Yayasan ICDHRE Jombang, Sabtu 22 

Oktober 2011 di Pasuruan. 
Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, peserta 

Program Doktor di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. 
14Ungkapan Hasan al-Basri yang dikutip oleh Badr al-Din al-Zarkasyi dalam al-

Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an, (Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-’Arabiyah, 1975), hlm. 27. 
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fiqh) dalam konteks sosial sekarang. Ini harus dilakukan jika kita hendak melihat 
idealitas agama berjalan dalam realitas atau sebaliknya. 

Penyebab Bias Patriarki 15dalam Tafsir 

1. Faktor Internal Teks Al-Qur’an 

Al-Qur’an turun tidak dalam  vakum kultural. Dalam hal ini al-Qur’an turun dalam 
bahasa dan budaya Arab yang endrosentris, di mana laki-laki menjadi ukuran 
segala sesuatu (man is the measure of all things). Budaya tersebut kemudian 
meniscayakan secara tekstual ayat-ayat al-Qur’an bias gender. 

2. Faktor Eksternal Teks: 

a. Metodologi Penafsiran 

Mayoritas mufassir klasik menggunakan metode tahlili  dalam menafsirkan ayat-
ayat al-Qur’an. Penggunaan metode ini hanya akan menghasilkan tafsir  yang 
parsial-atomistik. Tidak ada usaha untuk  mengkorelasikan antara satu ayat 
dengan ayat-ayat lain yang mungkin memberi pemahaman dan pengertian yang 
mendukung, berbeda atau justru bersebrangan.  

b. Penafsiran yang Tekstualis-Skriptualis 

Yaitu pemahaman Kitab Suci yang dangkal  karena hanya berdasarkan bunyi literal 
ayat, tidak ada upaya memahami Kitab Suci secara mendalam dengan 
memperhatikan spirit ajarannya lebih-lebih secara kontekstual yang membutuhkan 
analisis historis  dan psikologis. Padahal sebuah teks itu di samping mempunyai 
makna (meaning), ia juga punya signifikansi (maghza). Ide atau gagasan Tuhan itu 
lebih luas  dari sekadar bungkusnya, yakni ayat atau teksnya yang berbahasa Arab. 

c. Pengalaman Penafsir 

Tafsir selalu dipengaruhi oleh pengalaman, kondisi, dan situasi penafsir itu sendiri. 
Kebanyakan mufassir adalah laki-laki dengan setting budaya yang patriarkis, 
sehingga bisa dimengerti kalau penafsiran mereka juga patriarkis. Kita tetap 
menghargai karya mereka, tapi kita harus kritis membaca karya mereka, karena 
bagaimanapun sebenarnya tidak ada tafsir yang benar-benar objektif. Tidak ada 
kebenaran mutlak dalam tafsir. No method of Qur'anic exegesis fully objective. Each exegete 
makes some subjective choices. 

Identifikasi Ayat-ayat Misoginis 

1. Penciptaan Perempuan (QS. an-Nisa’ [4]:1) 

                                                           
15Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial di mana 

kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan.  
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Ketidakadilan gender  yg terus termanifestasi dalam berbagai bentuk  kekerasan  
hingga kini, diduga  berakar pada keyakinan ideologis umat Islam --berdasarkan 
tafsiran para ulama terhadap  QS. an-Nisa’ [4]:1-- bahwa perempuan diciptakan dari 
Adam, sehingga perempuan menjadi subordinasi laki-laki dan makhluk kelas dua 
yang tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. 

2. Kepemimpinan Laki-Laki (QS. an-Nisa’ [4]:34) 

Ayat lain yang sering dipermasalahkan karena cenderung memberikan keutamaan 
kepada laki-laki adalah ayat tentang kepemimpinan laki-laki  (QS. an-Nisa’ [4]:34). 
Ayat ini ketika diturunkan konteksnya berbicara tentang persoalan domestik, 
sehingga kepemimpinan yang dimaksud adalah wilayah domestik/rumah tangga. 
Tapi mayoritas ulama memahami ayat tersebut sangat jauh, sehingga ayat tersebut 
dijadikan argumen teologis bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam segala bidang, 
termasuk sosial dan politik. 

3. Poligami (QS. an-Nisâ’ [4]:3) 

Hanya sekali al-Qur’an membicarakan kebolehan poligami, yakni dalam QS. an-
Nisa’ [4]:3. Tapi ayat itu cukup ampuh menjadi landasan teologis untuk 
mendiskriminasikan perempuan.  Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang 
komprehensif terhadap kesuluruhan ayat al-Qur’an yang terkait dengan persoalan 
poligami, agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang keadilan dan 
perlindungan perempuan yatim di balik ayat Tuhan tentang poligami tersebut.  

4. Warisan (QS. an-Nisa’ [4]:11) 

Kesetaraan laki-laki dan perempuan sering dimentahkan para penolak kesetaraan 
dengan dalil  QS. an-Nisa’ [4]:11, bahwa pembagian harta waris antara laki-laki dan 
perempuan tidak sama, yaitu 2:1. Ketentuan ini dianggap  qath’iy, pasti, tidak boleh 
berubah, karena secara tekstual menyatakan begitu. Ini artinya ketentuan tersebut 
sebagai satu-satunya rumusan matematis.  

5. Kesaksian Perempuan (QS. Al-Baqarah  [2]: 282) 

Persaksian dalam hal mu’amalah, secara tekstual juga menempatkan perempuan 
bernilai “setengah” dibanding laki-laki, karena untuk transaksi kegiatan mu’amalah, 
QS. Al-Baqarah  [2]: 282  mensyaratkan adanya 2 orang saksi laki-laki, jika tidak 
ada, boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.  

Tawaran Rekonstruksi: Penafsiran Berperspektif Gender 

Penafsiran berperspektif gender berarti menafsirkan kembali ayat-ayat yang 
diinterpretasikan bias gender dengan menggunakan pendekatan kesetaraan dan 
keadilan antara laki-laki dan perempuan, karena prinsip dasar ideal Islam  adalah 
kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa metode dan 
teori rekonstruksi yang ditawarkan para ulama sebagai salah satu upaya 
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menempatkan kembali status perempuan sesuai dengan yang diperjuangkan Nabi 
Muhamad SAW adalah: 

1. Metode Tafsir yang Tematik-Kontekstual 

Metode tafsir tematik berarti menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang ada kaitannya 
/setema, mencari asbab nuzul-nya, mencari munasabah, dan melengkapi bahasan 
dengan hadis. Dengan demikian ayat-ayat dan hadis tersebut mengarah pada satu 
frame work. Lalu persilahkan Al-Qur’an berbicara secara langsung menyangkut 
problem yang dihadapi masyarakat. 

Konteks adalah situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Dengan 
demikian tafsir kontekstual adalah pendekatan atau pemahaman terhadap teks-
teks al-Qur’an yang bersifat sosio-historis, yakni membaca suatu ayat atau surat 
dengan memperhatikan konteks waktu, tempat, budaya, kelompok, dan siyaq al-
kalam ayat dan surat.  

Dengan memahami al-Qur’an secara kontekstual, seseorang tidak hanya terfokus 
pada penafsiran tekstual dan harfiah saja, melainkan pengertian al-Qur’an yang 
lebih essensial dan fungsional, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas bagi petunjuk 
(tersebut)  serta pemisah (QS. Al-Baqarah [2]:185), dalam keadaan bagaimanapun, 
kapanpun,  dan di manapun.  

2. Redefinisi Konsep Qath’iy-Dhanny16 

Qath’iy adalah  ajaran yang  bersifat prinsip, fundamental, dan absolut. Misalnya, 
ajaran tentang persamaan manusia (tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, 
atau suku bangsa) di hadapan Allah. Ajaran tentang keadilan, persamaan manusia 
di depan hukum, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, kritik dan kontrol 
sosial, tolong menolong untuk kebaikan, kesetaraan suami isteri, mu’asyarah bil 
ma’ruf. 

Dhanny /persangkaan/hipotesis adalah ajaran atau petunjuk agama yang bersifat 
jabaran/implementatif dari prinsip-prinsip yang qath’iy dan universal tadi.  Ia 
bersifat juz’iyyah, partikular, dan teknis-operasional. Karena itu, ajaran dhanny 
terikat ruang dan waktu.17  

3. Klasifikasi Ayat: Praktis-Temporal dan Normatif-Universal18 

                                                           
16Konsep Qath’iy  dalam literatur-literatur klasik diartikan sebagai ajaran yang 

dikemukakan dalam teks bahasa yang tegas (sharih). Sedangkan Dhanny merupakan ajaran 

yang dikemukakan dalam teks bahasa yang tidak tegas, yang ambigu atau lebih dari satu. 
17Masdar Farid Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempua, Dialog Fiqh 

Pemberdayaan, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 29-30. 
18Di antara ulama yang mengelompokkan ayat-ayat al-Qur’an dengan kategori 

tersebut adalah Asghar Ali Engineer. Ia membedakan antara (1) pernyataan-pernyataan 

umum sebagai ayat-ayat normatif, dengan (2) ayat-ayat kasuistik sebagai ayat-ayat 
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Ayat normatif adalah ayat-ayat yang bersifat das solen, “yang seharusnya”. Ia 
merupakan ayat-ayat yang mengungkapkan pernyataan normatif atau mengandung 
nilai universal sehingga berlaku sepanjang masa.  

Sementara ayat praktis-temporal adalah ayat-ayat yang mengungkapkan 
pernyataan kontekstual atau berkait dengan keadaan masyarakat ketika itu. Ia 
bersifat das sein, ‘yang senyatanya’. Ayat  ini  pemberlakuannya sangat terkait 
dengan konteks.  

4. Klasifikasi Ayat: Ta’limat dan Nadhariyat al-Hudud 

Syahrur menawarkan pengelompokan antara ayat-ayat yang berisi batasan-batasan 
hukum (hudud), dan yang hanya memuat ajaran-ajaran moral, baik bersifat umum 
maupun khusus (ta’limat).19 

Secara umum, teori batas dapat digambarkan sebagai berikut:  

Perintah Tuhan mengatur batas yang lebih rendah dan batas yang lebih tinggi 
kepada seluruh perbuatan manusia. Batas yang lebih rendah mewakili ketetapan 
hukum minimum dalam suatu kasus tertentu, sedangkan batas atas merupakan 
batas maksimum.  Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimal, tidak dapat 
diterima secara hukum, demikian pula yang melebihi batas maksimal. Ketika 
batas-batas ini dilampaui, maka hukuman harus dijatuhkan. Jadi manusia dapat 
melakukan gerak dinamis di dalam batas-batas yang telah ditentukan. 

Analisis: Implementasi Rekonstruksi20 

                                                                                                                                                     
kontekstual; Masdar F. Mas’udi memberi ciri nash normatif-universal sebagai nash yang 

mempunyai ajaran universal dan global, prinsip fundamental, dan tidak terikat dengan 

konteks, baik konteks waktu, tempat, situasi dan semacamnya. Sementara nash praktis-

temporal memiliki ciri detail, rinci, bersifat terapan, terikat dengan konteks, baik konteks 

ruang, waktu, kondisi, situasi dan sejenisnya. Dengan kata lain, nash praktis-temporal adalah 

jabaran dan implementasi dari nash normatif-universal. Husein Muhammad memilah antara 

teks-teks agama yang memperlihatkan makna-makna humanitas universal dan ajaran-ajaran 

agama yang memberi makna kontekstual. Lihat Isnatin Ulfah, “Paradigma Alternatif 

Pengembangan Ushul Fiqh: Kajian Ushul fiqh yang Membebaskan Perempuan”, Primedia , 

1 (Juli: 2010). 
19Muhammad Syahrur, Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, (Damaskus, al-

Ahali li at-Tiba’ah, 2000), hlm. 53; Muhammad Syahrur,  Al-Kitab wa al-Qur’an Qira’aah 

Mu’ashirah, (Damaskus, al-Ahali li at-Tiba’ah, 1992), hlm. 54. 
20Sejalan dengan kebutuhan dan tantangan akan suatu metode penafsiran yang 

bercorak kontekstual di atas meniscayakan Hermeneutika sebagai alat untuk menafsirkan. 

Komaruddin Hidayat mengutip pendapat Roger Trigg bahwa paradigma hermeneutika 

adalah suatu penafsiran terhadap teks tradisional (klasik), di mana suatu permasalahan harus 

selalu diarahkan bagaimana supaya teks tersebut dapat kita pahami dalam konteks kekinian 

yang situasinya sangat berbeda. Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama (Jakarta: 

1996), hlm. 161. Menurut Hassan Hanafi, hermeneutika itu tidak sekadar ilmu interpretasi 

atau teori pemahaman, tetapi juga berarti ilmu yang menjelaskan penerimaan wahyu sejak 
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1. Ayat tentang Kepemimpinan Laki-Laki (QS. an-Nisa’ [4]:34) 

Ayat di atas dapat dikategorikan praktis-temporal, parsial-kasuistik, atau ayat 
yang dhanny karena turunnya ayat tersebut terkait dengan pola hubungan suami 
isteri yang dialami umat Islam saat itu. Sehingga penerapannya sesuai dengan 
konteks di mana ayat itu diimplementasikan. Sedangkan menurut Syahrur, ayat ini 
merupakan kategori ayat ta’limat, karena hanya berisi pengajaran bukan tentang 
batas-batas Allah. Dalam ayat ini disebutkan faktor-faktor yang menjadikan laki-
laki memiliki peran pelindung bagi perempuan. Jika faktor-faktor ini lenyap, maka 
lenyap pulalah peran pelindung bagi laki-laki. Jika faktor-faktor ini berpindah 
kepada pihak perempuan, maka beralih pulalah peran pelindung di atas pundak 
perempuan. Faktor-faktor tersebut adalah: kekuatan fisik (bima fadhdhala Allah 
ba’dhahum ’ala ba’dh) dan kekuatan finansial (wa bima anfaqu min amwalihim). 

Kekhususan-kekhususan yang diberikan kepada laki-laki pada ayat tersebut, 
dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan 
sosial, lebih ketika ayat tersebut turun. Sehingga kalau ayat tersebut dihadapkan 
pada realitas yang ada, maka posisi kaum laki-laki atas perempuan bersifat relatif 
tergantung pada kualitas masing-masing individu.  

2. Ayat tentang Warisan 

Ayat tentang  waris, apabila menggunakan teori Syahrur, ia termasuk ayat hudud  
yang pemberlakuannya bukan dengan menjadikan batas tersebut sebagai satu-
satunya bentuk hukum. Hudud  yang ada pada ayat tersebut adalah  Allah 
memberikan bagian perempuan sebagai batas minimal, sedangkan bagian laki-laki 
adalah batas maksimal. Ijtihad dapat dilakukan dalam wilayah-wilayah antara 
batas-batas tersebut, tidak boleh melampaui. Bagian perempuan tidak boleh lebih 
rendah dari batas minimal, tapi boleh di atas batas minimal tersebut. Begitu juga 
bagian laki-laki tidak boleh melampaui batas maksimal, tapi bisa kurang dari batas 
maksimal tersebut.  

3. Ayat tentang Kesaksian Perempuan 

Dengan memakai teori Engineer tentang ciri-ciri ayat yang praktis-temporal, dapat 
dikatakan bahwa ayat tentang kesaksian perempuan memenuhi kualifikasi 
tersebut karena ia bersifat implementatif, partikular, serta terikat oleh ruang, 
waktu, situasi dan kondisi. Menurut Engineer, asbab nuzul ayat tersebut bicara  
mengenai persaksian dalam konteks jual beli. Sementara perempuan pada waktu 
itu tidak banyak terlibat mengenai persoalan-persoalan niaga sehingga 
diasumsikan persaksian perempuan kurang valid, oleh karena itu diperlukan teman 

                                                                                                                                                     
dari tingkat perkataan sampai ke tingkat dunia. Ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai 

kenyataan, dari logos sampai praksis, dan juga transformasi wahyu dari pikiran Tuhan 

kepada manusia. Hassan Hanafi, Dialog Agama dan Revolusi, terj. Tim Pustaka Firdaus 

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 1. 
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lain untuk memperkuat persaksiannya. Jadi persoalan sebenarnya adalah masalah 
profesionalisme, validitas dan kekuatan dalam persaksian tersebut.21 

Al-Maraghy juga menjelaskan alasan yang sama mengapa nilai kesaksian 
perempuan disamakan dengan separuh nilai kesaksian laki-laki dalam ayat 
tersebut. Menurutnya, sesuai adat  sebagian besar perempuan ketika itu tidak 
terlibat secara langsung terhadap masalah mu’amalah. Akibatnya, pengetahuan 
mereka di bidang mu’amalah sangat sedikit atau terbatas.22  

Sejalan dengan al-Maraghy dan Engineer, Muhammad Syalthut berpendapat 
bahwa masalah saksi harus dihubungkan dengan konteks di mana pada masa itu 
perempuan memang tidak banyak terlibat dengan urusan mu’amalah. Pantas kalau 
persaksian perempuan tidak sebanding dengan laki-laki. Dengan demikian, nilai 
kesaksian perempuan yang hanya separuh kesaksian laki-laki bukan karena 
ingatan perempuan yang lemah dibandingkan laki-laki. Unsur yang menjadi tolak 
ukur kesaksian adalah pengetahuan tentang apa yang terjadi terhadap kasus 
tertentu.23  

Zaman telah berubah, perempuan saat ini sudah banyak yang terlibat dalam 
masalah-masalah mu’amalah24, oleh karena itu perlu pembacaan ulang terhadap ayat 
tentang persaksian perempuan yang berkategori praktis temporal di atas, sehingga 
tidak lagi dijumpai pendapat yang mendiskreditkan perempuan atas nama nash. 

Epilog 

Tafsir, sebagai upaya memahami teks al-Qur’an, sangat terkait dengan paradigma 
mufassir ketika menafsirkan suatu teks. Jika seorang ulama dalam rangka 
membangun metodenya, menghubungkan antara teks suci dan realitas dunia 
modern dengan berpijak pada upaya melewati makna eksplisit teks untuk 
menangkap jiwa dan maksud luas dari teks, maka dapat dipastikan tafsir yang 
dihasilkan lebih dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi umat Islam 
termasuk persoalan perempuan yang memperjuangkan kesetaraan. Sebaliknya, jika 
seorang ulama dalam menetapkan hukum hanya terpaku pada literalisme teks dan 

                                                           
21Lihat Abdul Mustaqim, Paradigma Tafsir Feminis Membaca al-Qur’an Dengan 

Optik Perempuan, (Yogyakarta: Logung Pustaka, tt), hlm. 30. 
22Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, vol. II ( Beirut: Dar al-Fikr, tth), 

hlm. 75. 
23Muhammad Syalthut, Al-Islam Aqidah wa al-Syari’ah, (Kairo: Dar al-Syuruq, 

1983), hlm. 240. 
24Konteks di Indonesia dapat dicatat bahwa jabatan-jabatan penting dan strategis 

dalam bidang mu’amalah,  seperti menteri keuangan, menteri perdagangan, Gubernur Senior 

Bank Indonesia di antaranya dijabat perempuan. Serta tak terhitung jumlahnya perempuan 

menduduki jabatan strategis di bidang mu’amalah di lembaga-lembaga swasta. Dengan tetap 

mempertahankan pemahaman secara tekstual bahwa persaksian perempuan itu setengah dari 

persaksian laki-laki akan mengesankan ajaran al-Qur’an itu off to date, ketinggalan zaman, 

tidak sesuai realitas. Kesan seperti ini tidak boleh terjadi, karena ajaran al-Qur’an itu shalih 

li kulli zaman wa makan (dapat diterapkan di segala ruang dan waktu). 
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bahasa, dalam arti begitu dominannya pembahasan tentang teks baik dan 
mengabaikan pembahasan tentang maksud dasar dari wahyu yang ada di balik teks 
literal, dapat dipastikan teks suci akan sangat sulit dijalankan dalam konteks dunia 
modern yang sudah barang tentu tidak lagi sama dengan konteks zaman Nabi.  
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Materi 2:  Perempuan Dalam Kebudayaan dan Tradisi 
 

RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN NTB:  
DALAM BINGKAI TRADISI 

 

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki dua sisi yang sangat menarik, 
yaitu individual dan sosial. Manusia terdiri dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan 
perempuan. Kedua makhluk tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi di 
dunia ini, yaitu sebagai khalifah fil ardl (pemimpin di muka bumi). Tugas  
keduanya menciptakan dan menjaga harmonisasi alam semesta. Begitu berat tugas 
tersebut tidak dapat dilakukan “sendiri” oleh salah satu makhluk Tuhan tetapi 
perlu adanya “kerjasama” di antara dua belah pihak. Hasil dari hubungan antar 
manusia melahirkan tradisi. Atau bisa dikatakan bahwa tradisi itu merupakan 
kebiasaan yang diwariskan dan mencakup berbagai nilai budaya, yang meliputi 
adat-istiadat, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, dan 
sistem kepercayaan.  

Tradisi memiliki peran sangat besar dalam kehidupan masyarakat, karena tradisi 
bisa menjadi aturan dalam kehidupan di masyarakat. Terkait dengan relasi antara 
laki-laki dan perempuan, sebuah tradisi “harus” tetap menjunjung tinggi “relasi 
setara” antara kedua mahluk Tuhan, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam konteks 
rumah tangga, yang dimaksud dengan kesetaraan adalah terkait dengan hubungan 
satu sama lain, dan juga hubungan masing-masing dengan lingkungan (komunitas) 
sosialnya. Berbagai bentuk kesetaraan di antaranya, kesetaraan dalam pengambilan 
keputusan, terkait dengan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan istri 
maupun suami yang diakomodasikan dan dibuat bersama dalam keluarga. Selain 
itu kesetaraan dalam mengakses, mengontrol dan memanfaatkan sumber daya 
rumah tangga. Hubungan yang setara antara suami dan istri merupakan sebuah 
hubungan yang tidak diwarnai dengan kekerasan, eksploitasi, intimidasi, dan 
subordinasi, melainkan sebuah hubungan yang saling menghargai satu sama lain, 
menghormati, tanpa memandang lebih rendah satu sama lain.   

Tulisan ini mencoba memotret tradisi yang berkembang di Nusa Tenggara Barat 
(selanjutnya akan ditulis NTB), khususnya yang terkait dengan relasi antara laki-
laki dan perempuan.  

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat NTB 

Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sesuai dengan namanya, 
provinsi ini meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar di 
provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di 
timur. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok. 

Nusa Tenggara Barat memiliki luas wilayah 20.153,15 km2. Terletak antara 115° 46' - 
119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9 °g 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang 
mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut sementara 
Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Berdasarkan data statistik dari 
lembaga meteorologi, temperatur maksimum pada tahun 2001 berkisar antara 30,9° 

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Nusa_Tenggara
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Lombok
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumbawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mataram
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– 32,1° C, dan temperatur minimum berkisar antara 20,6° - 24,5°C. Temperatur 
tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada bulan November. Sebagai 
daerah tropis, NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu 
antara 48 - 95 %. 

Penduduk NTB berasal dari suku bangsa Sasak, suku bangsa Bima dan Sumbawa. 
Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak, sementara suku 
Bima dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. 
Mayoritas penduduk NTB beragama Islam (96%). Mata pencaharian penduduk 
umumnya bercocok tanam. Meskipun wilayahnya terdiri atas kepulauan dan laut 
yang luas, hanya sebagian kecil penduduk yang hidup sebagai nelayan. Begitu juga 
dengan lahan peternakan yang cukup luas tetapi hanya sedikit orang yang 
mengusahakan peternakan secara intensif. 

Dalam website provinsi NTB dijelaskan bahwa masyarakat NTB masih kental 
dengan budaya setempat, yaitu kebudayaan suku asli masyarakat, yaitu suku 
bangsa Sasak di Pulau Lombok, suku bangsa Mbojo di Kabupaten Bima dan 
Kabupaten Dompu serta suku bangsa Samawa di Kabupaten Sumbawa dan 
Sumbawa Barat. Gejala kebudayaan dalam kehidupan masyarakat NTB yang sangat 
menonjol adalah ketergantungan dan kepatuhan masyarakat terhadap tokoh-tokoh 
pemuka agama atau tokoh adat sebagai tokoh panutan dalam kehidupan sehari-
hari. Oleh karena itu, pengaruh kehidupan beragama yang sangat kental mewarnai 
kehidupan masyarakat NTB dan dilandasi oleh sistem yang cenderung patriakhis. 
Interpretasi ajaran agama yang belum tepat sering mempengaruhi sikap dan 
pandangan masyarakat yang diimplementasikan pada sistem nilai sosial dan 
budaya sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kedudukan lelaki 
dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dari sisi kualitas sumberdaya manusia, secara umum provinsi NTB masih berada 
pada tingkat yang rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Meskipun 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB secara signifikan telah mampu 
meningkat, namun secara absolut pada seluruh komponen yang mempengaruhi 
masih berada pada peringkat terendah di antara 32 provinsi di Indonesia. Dari 
indikator pendidikan, angka buta aksara di NTB tergolong sangat tinggi apabila 
dibandingkan dengan angka nasional. Sedangkan prosentase penduduk umur 15 
tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis di NTB pada Tahun 1999 
sekitar 27,2% dan angka tersebut merupakan penurunan yang moderat apabila 
dibandingkan dengan angka tahun 1996 sebesar 32,0%. Angka buta aksara di 
perdesaan lebih tinggi sekitar 30 % dibandingkan perkotaan sekitar 10-15%. 
Selanjutnya, angka melek huruf sejak 1999 sampai 2002 mengalami peningkatan. 

Kualitas kehidupan beragama di NTB sangat berkembang dengan baik tidak hanya 
pada pelaksanaan ritual keagamaan, namun terlihat juga dari peningkatan 
hubungan silaturahmi antar umat beragama. Meningkatnya penyediaan sarana dan 
fasilitas keagamaan di setiap daerah, semakin memudahkan masyarakat dalam 
melaksanakan ibadahnya. Hal tersebut ditandai dengan semakin tumbuh suburnya 
kegiatan keagamaan di masjid, surau, gereja, pura, dan vihara; semakin giat dan 
bergairahnya umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama 

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Sasak
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bima
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Sumbawa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Sasak
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bima
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bima
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Sumbawa&action=edit&redlink=1


63 
 

masing-masing; serta semakin intensifnya pengkajian dan pendalaman agama 
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Pembangunan keagamaan juga memberikan andil yang cukup besar dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya 
kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infak, sadakah, hibah, kolekte, dan 
punia, dan dana keagamaan lainnya dalam mendukung upaya penanggulangan 
kemiskinan, pembinaan yatim piatu, bantuan bencana alam, dan kegiatan 
kemasyarakatan lainnya. 

Di atas telah dijelaskan bahwa ada tiga suku bangsa yang hidup di wilayah Nusa 
Tenggara Barat, yaitu suku bangsa Mbojo, Sasak, dan Samawa. Ketiga suku bangsa 
tersebut memiliki sejarah, adat, tradisi dan karakter yang berbeda.  

1. Suku bangsa Mbojo 

Banyak orang awam atau dari luar daerah menyebut suku ini dengan nama suku 
bangsa Bima. Namun penduduk setempat menyebut dirinya dengan nama suku 
bangsa mbojo, sedangkan Bima hanya merujuk pada nama daerahnya. Nama Bima 
berasal dari Sang Bima yang melakukan penaklukkan terhadap kekuasaan lokal 
para Ncuhi, tetapi ada yang menyebut, pemuka masyarakat Bima menyebut Bima 
berasal dari “Bismillahirrahmanirrahim”. Sedang nama Mbojo sering dikaitkan 
dengan Babuju yang berorientasi tinggi–dalam terminologi agama yang tinggi 
merupakan orientasi religius, bahkan dalam soal lain istilah Babuju, Kabuju dan 
Kandese merupakan bagian yang religius–istilah religius tentu sebuah interpretasi 
atas makna-makna filosofis yang terkandung dalam agama. 

Orang Mbojo atau Dou Mbojo mendiami Kabupaten Bima dan Kota Bima. Suku 
tersebut telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Suku ini menggunakan Bahasa 
Bima atau Nggahi Mbojo. Mata pencaharian utamanya masyarakat suku bangsa 
Mbojo adalah bertani dan sempat menjadi segitiga emas pertanian bersama 
Makassar dan Ternate pada zaman Kesultanan. Oleh karena itu, hubungan Bima 
dan Makassar sangatlah dekat, karena pada zaman Kesultanan, kedua kerajaan ini 
saling menikahkan putra dan putri kerajaannya masing-masing. 

Orang Mbojo mengenal pertanian ladang berpindah-pindah yang disebut “ngobo”. 
Mata pencaharian yang utama adalah “meramu” (“lao ngupalo’de”). Selain itu mereka 
juga bersawah, berternak kuda dan berburu (nggalo). Dalam bertani dikenal 
kegiatan gotong-royong yang disebut “weharima”, sedangkan tolong-menolong 
dalam bidang yang lain disebut “hancombu”. 

Suku bangsa Mbojo memiliki motto maja labo dahu  terdiri atas dua kata utama yaitu 
maja dan dahu.  Maja  mengandung arti “malu” dan dahu memiliki arti “takut”. Ismail 
(7997; 2007a) mengartikan “maja” (malu), “labo” (dengan), dan “dahu” (takut); maja 
bagi yang beriman dan dahu bagi orang yang bertaqwa. Maja labo dahu merupakan 
suatu pranata kontrol dan normatif, sarat dengan nilai-nilai yang menjadi milik 
bersama yang dijunjung tinggi yang memberi pengaruh dan mewarnai pola sikap 
dan tingkah laku orang Bima. Orang yang memiliki maja dan dahu akan selalu 
mempertimbangkan segala sikap dan tingkah lakunya dalam melakukan sesuatu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bima
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bima
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Majapahit
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Bima
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Bima
http://id.wikipedia.org/wiki/Makassar
http://id.wikipedia.org/wiki/Ternate
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(timba ro lemba). Petuah orang-orang tua menyebutkan “wara si fu’u maja wati loana 
woko lede” (kalau ada pohon maja, tidak bisa tumbuh gadung). Artinya, kalau orang 
memiliki malu, maka dia akan sulit melakukan hal-hal yang menyimpang (dou na 
ntausi, maja, na ncokiku karawina ma iha). Motto ini sangat dipegang oleh masyarakat 
suku bangsa Mbojo. 

Masyarakat dimana suku bangsa ini hidup, Bima, menganut pemahaman 
keagamaan yang “monolitik” yaitu agama Islam, suatu keyakinan yang dianut oleh 
mayoritas warga negara Indonesia. Sebagai komunitas atau masyakarat yang 
menganut ajaran Islam, daerah ini pun merujuk segala sesuatu tentang desain 
kehidupan lokalnya dengan nilai-nilai Islam yang telah ditanamkan oleh kerajaan 
Islam yang mulai berkuasa di Bima sejak tahun 1600-an. Islam begitu kata warga 
masyarakatnya sebagai pedoman kehidupan mereka, sulit ditemukan tradisi yang 
menyimpang dari spirit Islam dalam kehidupan warganya, khususnya pada 
dekade-dekade yang lalu. 

2. Suku Bangsa Sasak 

Suku bangsa Sasak adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok dan 
menggunakan bahasa Sasak. Suku bangsa ini berasal dari Jawa dan Bali. Sebagian 
besar masyarakatnya beragama Islam. Masyarakat suku bangsa Sasak umumnya 
menggantungkan hidup mereka dari hasil pertanian. Kegiatan bercocok tanam ini 
dimulai pada musim penghujan. Gabah dan semua hasil panen dimasukkan ke 
dalam lumbung padi besar, yang digunakan bersama oleh tiga sampai lima 
keluarga. Bentuknya pun sangat khas berupa bangunan tinggi beratap jerami. 

Kehidupan suku bangsa Sasak sangat lekat dengan tradisi. Pelbagai seremonial 
budayanya dilakukan dengan penuh kekuatan adat yang struktural serta memiliki 
aturan dan payung birokrasi yang cukup kuat oleh kelurahan sampai pada lapisan 
yang paling bawah. Hal ini dapat dikuatkan dengan terbentuknya di setiap desa 
awig-awig atau aturan-aturan khas yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat 
dalam bentuk pelaksanaan adat. Aturan inilah yang kemudian menjadi landasan 
interaksi guna menampilkan satu wujud sikap yang saling menghargai dan 
menghormati hak-hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Sehingga ketika ada 
unsur ketentuan yang dilanggar sering-sering menjadi buah bibir yang cukup 
berlarut bilamana yang bersangkutan tidak lekas insyaf atas keteledorannya.  

Dalam masyarakat suku bangsa Sasak, Islam memiliki posisi yang sangat penting. 
Hal ini tidak hanya karena semua orang Sasak pemeluk agama Islam, tetapi juga 
karena peranan lembaga Islam yang telah lama berkembang, seperti masjid, 
mushola, pesantren yang langsung dibawah pimpinan tuan guru. Seorang tuan guru 
tidak hanya sebagai figur pimpinan agama, tetapi peranannya dalam bidang sosial 
dan kemasyarakatan telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan 
masyarakat desa. Mengingat masyarakat suku bangsa Sasak sangat kental dengan 
ketaatan terhadap agamanya dan tentu saja loyalitas terhadap ketokohan seorang 
tuan guru, maka fanatisme terhadap sosok tuan guru masih banyak ditemukan. Hal ini 
tidak mengherankan bila setiap kebijakan pemerintahan desa, harus atas prakarsa 
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dan persetujuan dari tokoh agama atau tuan guru setempat. Sedang, peran tuan guru 
dalam masyarakat urban lebih berperan intensif pada penguatan spiritual religius 
saja.  

Adapun tokoh-tokoh adat di masyarakat perkotaan, salah satunya di Praya, 
diberikan otoritas regulasi hukum-hukum adat dan tradisi yang berlaku. Tokoh 
adat berperan penting dalam penyelesaian ritual-ritual pernikahan, atau sengketa 
adat dalam masyarakat. Untuk menunjang legalitas adat dengan tokoh adatnya, 
maka pada setiap kelurahan dan lingkungan di kota menunjuk seorang tokoh adat 
yang berwenang untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan tradisi 
dan adat-istiadat masyarakatnya. 

3. Suku bangsa Samawa 

Suku bangsa Sumbawa atau tau Samawa merupakan salah satu suku bangsa yang 
mendiami pulau Sumbawa, propinsi NTB. Suku bangsa ini tersebar dalam 14 
kecamatan di kabupaten Sumbawa, yang berada di bagian barat Pulau Sumbawa. 
Suku Sumbawa adalah campuran kelompok etnik-etnik pendatang yang telah 
membaur dengan kelompok etnik pendatang yang lebih dahulu mendiami bekas 
wilayah Kesultanan Sumbawa, sehingga melahirkan kesadaran akan identitas 
budaya sendiri yang dicirikan dengan kehadiran bahasa Sumbawa atau basa Samawa 
sebagai bahasa persatuan antaretnik yang mendiami sebagian pulau ini.  
Mayoritas tau Samawa saat ini memeluk agama Islam, bahkan sangat mengherankan 
bila ada orang yang mengaku tau Samawa tidak beragama Islam, sebab pasca 
penaklukkan Kerajaan Hindu Utan atas Kerajaan Gowa-Sulawesi proses Islamisasi 
berlangsung dengan gemilang melalui segala sendi kehidupan, baik pendidikan, 
perkawinan, bahkan segala bentuk tradisi disesuaikan dengan ajaran Islam. Hal ini 
tercermin dalam lawas: 
            Ling dunia pang tu nanam (di dunia tempat menanam) 
            Pang akhirat pang tu matak (di akhirat tempat menuai) 
            Ka tu boat po ya ada (setelah beramal baru memetik hasilnya) 
                    Na asi mu samogang (jangan kamu menganggap remeh) 
                    Paboat aji ko Nene’ (mengabdi kepada Allah) 
                   Gama krik slamat dunia akhirat (demi keselamatan dunia akhirat) 
Masyarakat Sumbawa umumnya hidup dari usaha pertanian dengan bercocok 
tanam padi di ladang atau sawah tadah hujan. Hasil ternak seperti kerbau, sapi, 
dan kambing merupakan penghasilan yang penting. 

Potret Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Masyarakat NTB 

Membangun relasi yang seimbang pada kondisi masyarakat NTB tidak semudah 
menyusun puzzle. Kepercayaan terhadap aturan adat tidak bisa terelakkan ketika 
seseorang telah menganut suku bangsa tertentu di NTB. Keyakinan manusia yang 
begitu kuat terhadap aturan adat mendorong mereka untuk tunduk pada ritual 
adat dan dianggap aib atau berdosa bagi orang yang tidak sepenuhnya meyakini 
ritual adat sebagai ibadah.  
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Bagi penganut adat mereka cenderung menolak perubahan baru yang akan 
mengikis tradisi lama. kondisi sosiokultural yang masih kental dengan ritual adat 
sedikit banyak memunculkan ketimpangan relasi pada masyarakat. Posisi laki-laki 
dan perempuan dalam masyarakat masih tidak seimbang. Superioritas laki-laki 
terhadap perempuan di berbagai bidang mengakibatkan keterpurukan nasib 
perempuan. Perempuan tidak memiliki kesempatan untuk eksis di luar ranah 
domestik keluarga. Tidak sedikit hak perempuan telah terabaikan.  

Beberapa potret kasus masyarakat NTB membuktikan bahwa adat lebih berkuasa 
dalam mengatur pola perilaku sosial masyarakat. Ketimpangan seperti ini 
berdampak positif pada kemunculan masalah sosial. Beberapa kasus adat yang 
ditemukan dapat dikategorikan ke dalam beberapa ranah pembahasan di antaranya 
adat dalam pernikahan, pola pembagian peran dalam keluarga, pandangan adat 
tentang hak pendidikan bagi semua kalangan, hak untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan,dan kesempatan berkarir.  

Suku Bangsa Mbojo 

Motto suku bangsa Mbojo, maja labo dahu, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan 
masyarakat suku bangsa ini. Nilai-nilai dalam maja labo dahu menjadi acuan bagi 
orang Bima dalam berprilaku. Kemanapun pergi, dimanapun berada, dalam situasi 
bagaimanapun, nilai yang ada dalam maja labo dahu dapat mengendalikan sikap dan 
prilaku orang Bima sehingga terhindar dari hal-hal yang tercela dan memalukan. 

Representasi dari maja labo dahu adalah terciptanya kehidupan yang bahagia dan 
harmonis dalam diri seseorang, dalam rumah tangga, dalam lingkungan tetangga 
atau kampung, dan dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. 

a. Ntika ro sana mori di  dunia akhira (kehidupan bahagia dunia dan akhirat) 
b. Ndiha ro nggari di uma ro salaja (kehidupan yang indah dalam rumah tangga) 
c. Ndiha ro nggari di kampo ro mporo (kehidupan yang indah dalam lingkungan 

sekitar) 
d. Ndiha ro nggari di dana ro rasa (kehidupan yang indah dalam masyarakat luas)  

Keindahan dan kenyamanan hidup dalam rumah tangga merupakan representasi 
(perwujudan) dari maja labo dahu. Keindahan dapat diperoleh apabila setiap anggota 
keluarga dalam sebuah rumah tangga menjaga hubungan baik dengan yang lainnya. 
Mereka saling menyayangi dan menghormati dalam melakukan perannya masing-
masing dalam rumah tangga. Sebuah rumah tangga yang dituntut dalam maja labo 
dahu adalah rumah tangga yang nira ro raso (bersih), nggari ro nggini (berisi), taho ro 
ntika (baik dan indah), busi ro mawo (sejuk), dan moci ro moi (rapih). Sebagai wujud 
maja labo dahu dalam rumah tangga adalah terciptanya tenggang rasa di anggota 
keluarga. Sehubungan dengan ini, sebagian masyarakat menyatakan bahwa 
masing-masing anggota dalam rumah tangga memiliki sikap kalembo ade (bersabar), 
iu ade (empati), bantu angi (saling membantu), iu weki (rasa diri), bade weki (tahu diri), 
timba ro lemba (bijaksana), hanta ro tundu angi (saling menghormati), kacoi angi (saling 
menghargai), meci angi (saling menyayangi), imbi angi (saling mempercayai). 
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Selain itu, anggota keluarga harus memiliki sifat dan perilaku sebagaimana 
kandungan nilai yang ada dalam maja labo dahu. Sifat dan pe rilaku yang dimaksud 
adalah tupa ro patu/tupa ro husu (tahu tata krama), tupa ro ambi (layak), taho parange 
(akhlak baik), jule, maja (malu), alu (halus), caha (rajin), rombo (jujur), saba 
(menahan diri), rangga (pemberani), loa (pintar), bade (berilmu), awa weki (rendah 
hati), tingi (pintar), penge (ulet), tenggo (kuat), to’a (taat). 

Demikian juga dalam lingkungan yang lebih luas, mereka menjaga hubungan baik 
dengan anggota masyarakat lainnya, saling menghormati dan menjaga hak dan 
kewajiban masing-masing. Internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai dilakukan di 
rumah tangga dan selanjutnya di masyarakat yang lebih luas. 

Ada sebuah blog yang membahas bahwa budaya atau tradisi suku Mbojo 
menempatkan perempuan sebagai makhluk yang “perlu” mendapatkan perlakuan 
yang sama. Hal tersebut menunjukkan yang terjadi dalam suku bangsa Mbojo belum 
sepenuhnya menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki. 
Penelitian yang dilakukan oleh Hamidsyukri menyebutkan bahwa kekerasan 
terhadap perempuan dalam suku bangsa Mbojo tidak lepas dari motto yang 
dipegang kuat oleh masyarakat, maja labo dahu. 

Dalam tradisi budaya suku bangsa Mbojo, memilih jodoh harus mencakup 5 aspek, 
yaitu londo douno (keturunan), agamana (agamanya), nara ra sarana (kecantikan), ntau 
ra warana (hartanya), dan ilmuna (ilmunya). Kelima aspek tersebut bagi laki-laki 
ataupun perempuan. Ketika menikah, seorang laki-laki harus memberikan mahar 
(co’i), selain itu juga harus memberikan sejumlah uang, dan kebutuhan untuk 
pernikahan (seperti beras, ternak). Besarnya mahar atau co’i sangat mempengaruhi 
prestise keluarga perempuan. Akan tetapi menurut analisis Hamidsyukri ada dua 
hal yang problem yang muncul jika co’i sangat tinggi adalah pertama, membuat 
laki-laki berpikir ulang untuk menikah karena sangat tinggi co’i, kedua, laki-laki 
bisa menguasai perempuan, dengan dalih telah membayar co’i dengan harga yang 
tinggi. Akan tetapi pandangan yang kedua tersebut sangat bertentangan dengan 
makna dari co’i itu sendiri. Bagi masyarakat suku bangsa Mbojo, co’i atau mahar 
merupakan persembahan dari suami untuk sang istri sebagai bentuk cinta, kasih-
sayang, keseriusan, dan tanggungjawab untuk menjaganya. 

Hasil pengamatan Hamidsyukri, yang merupakan penelitian disertasinya berjudul 
“Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Budaya Maja Labo Dahu (MLD) 
orang Bima, pada saat khutbah nikah, dijelaskan peran suami sebagai nahkoda 
rumah tangga, wajib memberi nafkah untuk keluarga, memimpin istri. Sedang istri 
harus tunduk, patuh, taat, dan melayani suami, mengurusi urusan rumah tangga, 
dan dianjurkan untuk selalu merasa cukup terhadap semua yang telah diberi oleh 
suami. 

Dalam tradisi suku bangsa Mbojo terdapat pembagian tempat atau ruang 
berdasarkan gender. Ruang depan merupakan wilayah laki-laki, sedang ruang 
belakang merupakan wilayah perempuan. Ada beberapa bentuk pekerjaan yang 
merupakan wilayah laki-laki, dan juga ada beberapa yang lainnya merupakan 
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wilayah perempuan. Pekerjaan yang merupakan wilayah laki-laki, diantaranya 
mengolah lahan, menebar benih, memancing, menggembala ternak, berburu, dan 
menebang kayu. Sedang pekerjaan yang merupakan wilayah perempuan, 
diantaranya menyiapkan benih, menanam padi, menumbuk padi, menenun, 
membersihkan rumah. 

Sebagian laki-laki suku bangsa Mbojo berpendapat bahwa perempuan diciptakan 
untuk menemani laki-laki. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh berdiri (dalam 
konteks sosial) di depan laki-laki, perempuan harus berada di belakang laki-laki. 
Dan ketika perempuan menjadi seorang istri harus menjadi istri yang patuh dan 
taat serta tidak membangkang terhadap suami. Pandangan tersebut muncul 
berdasarkan pada pemahaman bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk 
laki-laki yang bengkok, selain itu dari teks-teks kitab suci, salah satunya surat al-
A’raf ayat 789.  

Mayoritas masyarakat suku bangsa Mbojo beragama Islam, hal ini menjadi suatu 
kewajaran jika kehidupan masyarakat suku bangsa Mbojo bernuansa agamis dengan 
penerapan nilai-nilai Islam yang telah melebur dalam MLD. Hasil penelitian dari 
Hamidsyukri menunjukkan bahwa begitu besar pengaruh pemahaman ajaran Islam 
sehingga dalam setiap laku kehidupan warga berdasarkan atas nilai-nilai ajaran 
Islam, yang pastinya sesuai dengan pemahaman mereka. Sehingga pemahaman 
sebagian masyarakat suku bangsa Mbojo terkait dengan penciptaan perempuan di 
atas, bukanlah lahir dari dunia yang hampa akan tetapi lahir dari pemahaman 
mereka terhadap ajaran agama dan juga pandangan bahwa perempuan memiliki 
kedudukan dibawah laki-laki. Walaupun demikian tidak semua masyarakat suku 
bangsa Mbojo memiliki pemahaman seperti itu.  

Pandangan bahwa perempuan berasal dari tulang yang bengkok memberi implikasi 
bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga harus menegur jika istrinya keliru. 
Dalam khutbah nikah ada beberapa hal yang ditegaskan, yaitu: 

Aina ncao mpangga (jangan berkelahi) 

Aina kadua nggahi sampu’u (jangan berselisih paham) 

Cun meci ro batu nggahi angi (saling mengasihi dan mengerti) 

Maja labo dahu di dou kompu ro pei (malu dan takut pada tetangga) 

Loa kaimu eda mori ro woko (agar bisa membina hidup rumah tangga) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Hamidsyukri menunjukkan beberapa kasus terkait 
dengan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Ada sebuah pengakuan dari 
seorang suami, dia melakukan pemukulan terhadap istrinya, karena sang istri 
melanggar nilai-nilai tradisi majo labo dahu. 
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Ada seorang yang memukul istrinya karena sang istri telah melanggar nilai-nilai maja labo dahu. 
Walaupun sebenarnya suami malu telah memukul istrinya, akan tetapi dia lebih malu lagi jika 
sang istri melanggar nilai-nilai dari tradisi majo labu dahu. 

Kasus yang lain, yang juga masih penelitian Hamidsyukri menyatakan bahwa anak 
merupakan sosok penting bagi suku bangsa Mbojo, ketidakhadirannya dalam 
sebuah keluarga berdampak negatif bagi seorang istri. Dalam pandangan suami, 
istri memiliki peran untuk memberi dan mengasuh anak. 

Ada sebuah kasus dimana sepasang suami istri sudah menikah selama satu tahun, akan tetapi 
keduanya belum dikaruniai anak. Sang suami marah-marah dan menyalahkan sang istri mengapa 
belum juga hamil. Perilaku suami kemudian berubah drastis sering memukuli sang istri, marah-
marah, pulang malam, dan mabuk-mabukan. 

Ada beberapa faktor mengapa anak begitu penting bagi pasangan suami-istri, yaitu: 
keberadaan anak menambah rizeki, anak menunjukkan kejantanan seorang suami, 
anak sebagai penerus keturunan, anak sebagai penghibur keluarga, anak sebagai 
amanah bagi pasangan suami-istri. Jenis kelamin anak juga mempengaruhi, anak 
laki-laki lebih diunggulkan karena mereka yang akan melindungi ibu dan saudara 
perempuannya, mencari nafkah, menggantikan sang ayah menghadiri acara-acara 
di lingkungan masyarakat. Sedang kehadiran anak perempuan diharapkan mampu 
membantu ibu dalam mengerjakan urusan rumah tangga. 

Perempuan dalam posisi yang sangat sulit, dimana ditempatkan sebagai sosok yang 
harus melayani laki-laki. Padahal masalah mengapa tidak atau belum memiliki 
keturunan bukan hanya persoalan perempuan, akan tetapi juga laki-laki. Keduanya 
sama-sama memiliki peran dalam proses memperoleh keturunan tersebut. 
Persoalan ini yang paling sering memunculkan kekerasan baik fisik maupun verbal, 
bahkan ada yang berujung perceraian. 

Dalam persoalan pendidikan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, 
keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan 
karir. Masyarakat suku bangsa Mbojo memiliki pemahaman bahwa anak perempuan 
juga memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki sehingga memberikan 
kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Akan tetapi, para orang tua tidak 
memberi wewenang lebih kepada anak perempuan, karena “pastinya akan hidup, 
dan mengabdi dengan suaminya. 

Suku Bangsa Sasak  

Sistem pernikahan yang menjadi pintu gerbang utama dalam memasuki kehidupan 
keluarga memiliki ragam yang berbeda-beda di setiap wilayah dan juga suku 
bangsa. Ada yang dilakukan dengan melalui peminangan (sistem dominan dalam 
masyarakat muslim termasuk di Jawa, Bugis, Minangkabau, dan Kalimantan), dan 
ada juga yang dilakukan dalam bentuk pelarian diri atau dalam terminologi hukum 
adat disebut kawin lari (yang dikenal dengan istilah Merariq) yang ditemukan pada 
masyarakat Sasak di Lombok. 
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Merariq dalam masyarakat suku bangsa Sasak diartikan sebagai melarikan diri atau 
mencuri gadis dari pengawasan wali dan lingkungan sosialnya. Tradisi ini 
merupakan warisan budaya yang turun temurun bagi masyarakat Sasak umumnya. 
Pada sebagian masyarakat meyakini bahwa dalam melarikan diri atau mencuri 
gadis dari pengawasan walinya, pemuda tersebut (istilah dalam suku bangsa Sasak 
yaitu Bajang) secara implisit dan eksplisit telah memberikan bukti nyata atas 
kesungguhannya untuk mempersunting si gadis. Secara kultural, suku bangsa 
Sasak meyakini dan dan menyutujui cara ini sebagai bukti kelaki-lakian calon 
suami dengan menunjukkan keberanian, keseriusan, dan gambaran artikulasi 
tanggungjawab dalam pernikahan serta dalam kehidupan keluarga nantinya. 

Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung 
enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika 
diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak 
gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap 
seperti meminta barang yang tidak berharga. Ada ungkapan yang biasa diucapkan 
dalam bahasa Sasak, Ara’m ngendeng anak manok bae (seperti meminta anak ayam 
saja). Jadi dalam konteks ini, merari’ dipahami sebagai sebuah cara untuk 
melakukan prosesi pernikahan, di samping cara untuk keluar dari konflik. 

Selama masa penculikan (Merariq), si perempuan dibawa ke rumah calon suami 
atau saudaranya. Paling lambat 3 hari, pihak laki-laki harus segera memberitahu 
keluarga pihak perempuan. Ini dikenal dengan istilah bersejati. Jika dilanggar, maka 
pihak laki-laki dituduh menculik anak gadis orang, dan dikenakan denda sejumlah 
uang, yang diserahkan pada saat upacara pernikahan berlangsung. Selama 3 hari 
ini, dikenal pula istilah berselabor, yaitu pihak pria mengirim utusan ke pihak 
wanita, untuk memastikan bahwa keluarga perempuan telah mengetahui anak 
gadisnya akan disunting orang. Selanjutnya pihak perempuan mempersiapkan wali 
pernikahan. 

Puncak acara adat perkawinan Suku bangsa Sasak dikenal dengan istilah Sorong 
Serang Haji Kerama. Yaitu upacara penyerahan sejumlah barang dan uang, sebagai 
perlambang tanggung jawab seorang laki-laki menikahi perempuan. Nilainya 
disesuaikan kedudukan seseorang di mata masyarakat. Di sinilah makna 
pentingnya sebuah pernikahan bagi Suku bangsa Sasak, sebab pernikahan 
seseorang dianggap sah, jika Sorong Serah Haji Kerama telah dilaksanakan. 
Pernikahan yang telah berlangsung tidak dapat diganggu gugat ketika pemimpin 
upacara telah memutuskan seutas tali yang diikatkan pada sejumlah uang logam. 
Setelah itu, pengantin laki-laki dan perempuan kemudian diarak berkeliling, kira-
kira sejauh 1 kilometer sebagai bentuk rasa sukacita, dua pasang manusia yang 
akan mengarungi kehidupan rumah tangga dan sebagai bentuk permohonan restu, 
kepada semua orang yang dijumpai di sepanjang jalan. 

Tradisi pernikahan pada masyarakat suku bangsa terkesan sangat mudah. Hal 
tersebut terlihat pada tradisi Merariq. Akan tetapi setiap wilayah memiliki dampak 
yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pada wilayah Lombok Timur, Merariq 
menjadi salah satu faktor maraknya pernikahan dini. Hal tersebut berdasarkan 
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realitas, dimana seorang laki-laki dapat Merariq perempuan walaupun tanpa 
persetujuan dari keluarga perempuan. Jika keluarga perempuan tidak setuju, hal 
tersebut tidak menjadi persoalan dan tidak menyurutkan berlangsungnya 
pernikahan tersebut, toh suatu saat pasti juga akan merestui pernikahan tersebut. 

Di wilayah Lombok Tengah, ada yang memahami tradisi Merariq sebagai sebuah 
kearifan lokal (local wisdom). Dimana Merariq ditempatkan sebagai sebuah 
“penjagaan” terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan. Ada beberapa orang dari 
masyarakat Lombok yang tinggal di Jogjakarta (walaupun sebenarnya penulis 
sadar ada pergeseran makna setelah mereka tinggal lama di Jogjakarta dan pastinya 
berbeda dengan mereka yang tinggal di Lombok) sempat berdiskusi dengan 
penulis, mereka menceritakan pemaknaan lain dari tradisi Merariq,     

Dia menceritakan bahwa temannya (laki-laki dan perempuan) pergi untuk menghadiri suatu 
acara, ditengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai mogok, sehingga harus mencari bengkel. 
Karena sepeda motor mogok dijalan menyebabkan mereka berdua terlambat sampai ke rumah si 
perempuan, dan pada saat itu waktu sudah mulai memasuki malam. Oleh masyarakat kedua 
orang tersebut dinikahkan, walau sebenarnya mereka berdua bukanlah sepasang kekasih. Kedua 
orang tersebut akhirnya menikah dan sekarang sudah dikarunia dua orang anak. 

Dua bentuk dampak dari Merariq di atas sangat berbeda dengan hasil wawancara 
penulis dengan Adi, dia berasal dari Lombok Timur. Dia menceritakan bahwa 
begitu banyak pernikahan dini dan ketika seorang perempuan memasuki umur 18 
tahun sudah dikatakan perawan tua, sehinga harus cepat menikah. Adi adalah 
seorang guru di salah satu sekolah di Lombok Timur, beberapa muridnya telah 
berhenti sekolah dikarenakan menikah.  

Di sekolah tempat dia mengajar sudah ada 7 anak perempuan yang Merariq (2 orang anak SMA, 7 
orang anak SMP), bahkan salah satu anak SMP tersebut sudah menjadi janda. Anak tersebut 
Merariq oleh seorang laki-laki, yang terkadang orang tua anak perempuan tidak mengenalnya. 
Bahkan keluarga anak perempuan tersebut masih menginginkan anaknya melanjutkan 
pendidikannya. Anak perempuan yang menikah “seringnya” tidak berpikir mengapa mereka 
menikah pada usia yang masih dini. Dan dari mereka menyesal setelah menikah, karena tidak bisa 
lagi belajar dan bermain dengan teman-teman seumurannya. Terkadang anak perempuan yang 
mau dinikahi tersebut hanya melihat bahwa laki-laki tersebut memiliki Hp bagus, kendaraan 
bermotor.     

Ada cerita lain dari hasil wawancara penulis dengan Hari yang juga berasal dari 
Lombok Timur masih dari terkait dengan tradisi Merariq,   

Dia bercerita di desanya biasa terjadi seorang laki-laki lulus SMA pergi ke luar negeri mencari 
pekerjaan, dan kemudian kembali ke desanya ketika merasa sudah memiliki materi yang berlebih. 
Ketika kembali ke desa, dia menikah dengan seorang gadis, akan tetapi setelah materinya habis 
atau keuangannya menipis, sang istri dicerai dan ditinggal begitu saja. Kemudian laki-laki atau 
sang suami tersebut pergi mencari pekerjaan lagi dan ketika kembali lagi ke daerahnya, ada yang 
menikah lagi dengan perempuan lain.     
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Menikah bukanlah “sebuah permainan” akan tetapi “sebuah perjanjian yang kuat”. 
Dalam arti perjanjian harus dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak main-main, 
bahkan “sekali untuk selamanya”. Seseorang yang telah menikah dituntut dengan 
sungguh-sungguh untuk menjaga kelanggengan ikatan pernikahan mereka, 
keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, setidaknya ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu fisik, psikis (kematangan jiwa) dan kedewasaan. Hal ini 
dikarenakan gelombang dan tantang hidup yang dihadapi sangat berat. 

Pernikahan dan perceraian merupakan sesuatu yang sangat mudah terjadi pada 
masyarakat suku bangsa Sasak. Tidak ayal jika banyak laki-laki yang berpoligami 
dan juga janda-janda muda. Akan tetapi kasus-kasus tersebut umumnya banyak 
terjadi di pedesaan, dan sedikit terjadi di daerah perkotaan. Pernikahan dan 
perceraian jarang sekali yang tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama), sehingga 
ada kejadian seorang laki-laki mencatatkan pernikahannya di KUA, tetapi tidak 
mencatatkan perceraiannya di KUA. Sehingga ketika akan menikah untuk kedua 
kalinya dengan perempuan yang lain (maksudnya bukan istri yang telah dicerai), 
petugas KUA berfikir dia belum cerai dengan istri yang pertama. Peran hukum 
positif sangat rendah dibanding dengan hukum adat. Persoalan perceraian muncul 
karena dilatarbelakangi beberapa hal seperi ekonomi, pendidikan, budaya-tradisi, 
dan sosial masyarakat. 

Dalam tradisi suku bangsa Sasak, peran seorang Tuan Guru sangat besar. Setiap 
dusun terdapat Tuan Guru sebagai tempat bertanya masyarakat. Dalam memahami 
relasi antara laki-laki dan perempuan, apa yang dipahami Tuan Guru seringnya 
mendiskreditkan perempuan. Walaupun hal ini tidak dapat digeneralisir bahwa 
semua Tuan Guru memiliki pandangan rendah terhadap perempuan. Penulis 
sempat melakukan diskusi dengan seorang teman bernama Musfed, dia 
mengatakan bahwa “ada seorang Tuan Guru” yang memiliki pandangan bahwa 
perempuan “harus” patuh terhadap suami, termasuk dengan membolehkan sang 
suami menikah kembali (poligami);     

Seorang Tuan Guru sedang memberikan ceramah dihadapan ibu-ibu. Isi dari ceramah tersebut 
melarang para ibu untuk tidak memberi izin pada para suami, jika suami tersebut memiliki 
keinginan untuk menikah lagi atau poligami. Tuan Guru tersebut berkata “hai ibu-ibu jangan 
larang suami ibu untuk kawin lagi.. nanti berdosa, tdk mendapat bendera Fatimah..”   

Perempuan berada posisi yang sangat rawan menjadi korban diskriminasi dalam 
masyarakat suku bangsa Sasak. Dalam sebuah keluarga, perempuan memperoleh 
tugas mengurus segala keperluan rumah tangga, dan menjadi sebuah aib jika laki-
laki yang mengurusi urusan dapur. Sedang dalam hal mencari nafkah sudah 
menjadi kebenaran umum bahwa suami yang wajib mencari nafkah, jika istri yang 
mencari nafkah dan laki-laki hanya berdiam di rumah, semua akan mencibir dan 
menganggap hal tersebut sebagai aib. Akan tetapi dengan catatan sang suami tidak 
sedang sakit, jika suami sakit maka tidak menjadi bahan omongan masyarakat 
sekitar. 

Perempuan yang bekerja di luar rumah masih harus mengurusi urusan rumah 
tangga, walaupun dalam keadaan capek, perempuan harus tetap menyiapkan 
keperluan keluarga. Bahkan ada yang dipukuli sang suami karena belum 
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menyiapkan makan malam, padahal sang istri baru saja pulang kerja. Pemahaman 
perempuan wajib menyiapkan keperluan rumah tangga semakin hari semakin 
bergeser. Ada laki-laki yang juga mau mengurusi rumah tangga, walaupun 
prosentasenya masih sangat rendah. 

Pendidikan merupakan sesuatu hal yang penting dalam merubah pemahaman 
setiap orang. Minimnya tingkat pendidikan masyarakat suku bangsa Sasak 
member dampak yang sangat besar dalam persoalan relasi laki-laki dan perempuan. 
oleh karena itu, di daerah Lombok Timur didirikan sekolah (mulai dari SD-SMP-
SMA) salah satu alasannya didirikan sekolah tersebut untuk meminimalisir 
terjadinya pernikahan dini yang disebabkan oleh tradisi Merariq. 

Saat ini, pada masyarakat suku bangsa Sasak, perempuan memperoleh kesempatan 
mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki. Walaupun masih ada sebagian 
yang berpikir bahwa buat apa perempuan bekerja, karena ujung-ujungnyan juga 
ngurus dapur. Pendidikan dapat membuat perempuan memiliki posisi tawar yang 
seimbang laki-laki. Setidaknya dengan pendidikan, perempuan paham tentang 
pernikahan, relasi suami-istri dalam pernikahan, dan bisa mengambil sikap jika 
suami melakukan kekerasan terhadap sang istri.   

Dalam tradisi masyarakat suku bangsa Sasak sudah mulai terjadi pergeseran nilai 
terkait dengan tradisi Merariq. Hal tersebut tidak bisa lepas dengan seiring 
berkembangnya budaya luar dari masyarakat perantau yang datang dan menetap 
sehingga melahirkan akulturasi budaya. Pergesaran tersebut mulai terlihat dengan 
adanya prosesi meminta kepada orang tua dan bertunangan yang sebelumnya 
“kurang dikenal” dalam masyarakat suku bangsa Sasak. Sehingga muncul istilah 
“sudah menikah tetapi belum menikah adat”, proses menikah sudah dilakukan 
dengan cara meminang, akan tetapi belum menjalankan menikah secara Merariq.   
 

Suku Bangsa Samawa  

Tata cara perkawinan dalam masyarakat Samawa diselenggarakan dengan upacara 
adat yang kompleks, mengadopsi prosesi perkawinan adat Bugis-Makassar yang 
diawali dengan bakatoan (bajajak), basaputis, nyorong, dan upacara barodak pada malam 
hari menjelang kedua calon pengantin dinikahkan. Upacara barodak ini 
mengandung unsur-unsur kombinasi ritual midodareni dan ruwatan dalam tradisi 
Jawa. Sebagian masyarakat Samawa percaya apabila upacara barodak ini tidak 
dilaksanakan akan muncul musibah bagi pengantin maupun keluarganya dalam 
bentuk munculnya penyakit rabuyak, seperti benjol-benjol di kepala disertai gatal-
gatal, kesurupan, keluar darah dari mata bila menangis, tiba-tiba tulang rusuk 
keluar bebepa centimeter, dan berbagai jenis penyakit aneh lainnya yang 
disebabkan melanggar upacara daur kehidupan. 

Satu hal menarik dalam sistem perkawinan tau Samawa yang dianggap ideal adalah 
perkawinan antarsaudara sepupu, seperti tampak dalam lawas: 

Balong tau no mu gegan (secantik apapun seseorang jangan terlalu berharap) 
Lenge sempu no gantuna (sejelek-jeleknya sepupu masih ada rasa sayangnya) 
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Denganmu barema ngining (bersamamu mengarungi suka dan duka) 
 
Lawas ini berisi nasihat orang tua kepada anak laki-lakinya agar tidak mudah 
terpikat pada kecantikan seorang gadis yang tidak jelas asal-usulnya dan bukan 
berasal dari sanak kerabat sendiri, sedangkan saudara sendiri walaupun tidak 
cantik tetapi memiliki garis keturunan yang jelas dan dapat dijadikan teman setia 
dalam mengarungi suka dan duka. Lawas ini mengindikasikan bahwa adat-istiadat 
perkawinan dalam masyarakat Samawa adalah mengutamakan mencari pasangan 
dari kerabat sendiri yang seringpula dirumuskan dalam ungkapan peko-peko kebo dita 
atau biar bengkok tapi kerbau sendiri yang bermakna bangga terhadap kediriannya 
dan lebih mengutamakan milik sendiri. 

Dalam pernikahan adat tau Samawa terdapat dua bentuk pernikahan yang masuk 
dalam kategori yang dilarang, yaitu kawin sala basa dan merariq. Kawin sala basa atau 
perkawinan yang naif dilakukan karena dianggap tidak sejajar dalam garis silsilah 
sehingga dianggap kurang santun dalam pandangan adat, seperti seorang paman 
mengawini anak saudara sepupunya walau dalam syariat Islam diperbolehkan. 
Sedang pernikahan yang dilarang dalam tradisi suku bangsa tau Samawa lainnya 
adalah merariq atau melarikan anak gadis orang karena tidak mendapat restu dari 
kedua orang tua sendiri maupun orang tua gadis pujaanya. Merariq bisa berakibat 
ngirang bagi keluarga anak gadis yang dilarikan, sedangkan ngirang ini sering 
diungkapkan dengan mengamuk dan merusak harta milik keluarga pihak laki-laki 
sebagai luapan amarah, ketersinggungan harga diri pihak korban. 

Perbedaan mendasar dengan pemaknaan Merariq suku bangsa Sasak dengan suku 
bangsa Samawa yang mengakibatkan sikap yang berbeda terhadap tradisi merariq. 
Dalam tradisi suku bangsa Sasak, merariq merupakan suatu tradisi yang memiliki 
nilai positif, walaupun tidak semua masyarakat suku bangsa Sasak menerimanya. 
Merariq menunjukkan sebuah kesungguhan cinta laki-laki terhadap perempuan, 
dalam diri laki-laki terdapat rasa kesatria yang tertanam jika menjalani proses 
Merariq,selain itu juga para orang tua merasa bahwa anak mereka benar-benar 
diharapkan oleh laki-laki yang Merariq tersebut sehingga dianggap “sangat 
berharga”. Hal itu berbeda dengan pemaknaan dalam masyarakat suku bangsa tau 
Samawa dimana jika terjadi Merariq dalam keluarganya dianggap sebagai sebauh 
penghinaan. Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam masyarakat suku bangsa Sasak 
tidak semua “sepakat dan masih” menggunakan tradisi Merariq tersebut. Selain itu 
juga ada sebagian masyarakat suku bangsa Sasak yang memahami bahwa Merariq 
sebagai sebuah bentuk “aturan norma” yang menjaga perilaku antara laki-laki dan 
perempuan.     

Bagi anak lelaki yang melarikan anak gadis orang, harus segera minta perlindungan 
pada pemuka adat atau pemuka masyarakat sebelum pihak keluarga wanita 
menemukannya, bila terlambat meminta perlindungan bisa berakibat fatal berupa 
kematian atau pembunuhan oleh pihak keluarga wanita yang menurut adat-
istiadat dibenarkan. 
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Terkait dengan pernikahan, di suku bangsa Samawa di Sumbawa membutuhkan 
uang yang tidak sedikit. Ada kesepakatan antara keluarga dari pihak perempuan 
dan dari pihak laki-laki, berapa dana yang dikeluarkan untuk resepsi pernikahan. 
Jika keluarga perempuan meminta sejumlah nominal yang besar untuk perayaan 
tersebut, dan keluarga laki-laki tidak mampu memenuhinya  maka ada 
kesepakatan antara kedua keluarga tersebut (bahasa lainnya “tawar-menawar”). 
Hasil dari kesepakatan dari kedua pihak tersebutlah, nominal yang harus pihak 
laki-laki berikan uang untuk resepsi pernikahan baik berupa uang maupun barang. 

Tradisi pernikahan Sumbawa berbeda dengan Lombok. Mahalnya biaya 
pernikahan membuat masyarakat Sumbawa jarang atau sedikit yang bercerai. 
Alasan yang dikemukakan begitu mahalnya biaya pernikahan jika cerai dan ingin 
nikah lagi susah mencari uangnya. Walaupun begitu, perceraian juga masih tetap 
ada, tetapi tidak semudah yang terjadi di Lombok. 

Perempuan memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki, walaupun pada 
kenyataannya tidak semua perempuan bisa belajar salah satunya karena faktor 
ekonomi. Perempuan memiliki kesempatan bekerja di luar rumah, bahkan ada yang 
bekerja menjadi TKI, dan itu tidak menjadi aib. Berbeda dengan suku Lombok 
dimana menjadi sebuah aib jika perempuan bekerja di luar rumah dan laki-laki 
berada di rumah.  

*** 

Indonesia merupakan negara dan bangsa yang kaya akan tradisi, kebudayaan, dan 
suku bangsa. Beragam suku bangsa tersebut memiliki karakter, dan tradisi yang 
berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kekayaan yang melimpah tersebut 
akan semakin hari akan semakin terkikis dan hilang jikalau tidak dijaga dan 
dilestarikan. Kekayaan yang ada dalam sebuah suku bangsa tersebut memunculkan 
apa yang disebut local wisdom (kearifan lokal). Walaupun beberapa bentuk tradisi 
di atas terlihat menempatkan perempuan dalam posisi kedua, dibawah laki-laki, 
bukan serta-merta tradisi tersebut ditolak dan bahkan dihapuskan. Tradisi dan 
kebudayaan tidak akan bisa hilang dalam memori dan kehidupan masyarakat, yang 
terbaik adalah merubah hal-hal yang dirasa mendiskriditkan perempuan, dan cara 
yang ditempuh adalah dengan cara yang arif, serta tetap mempertimbangkan 
kondisi-sosial-psikologi masyarakat bukan hanya pertimbangan ideologi atau 
bahkan pertimbangan politik yang hanya menguntungkan segelintir pihak. 
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Materi 2 PEREMPUAN DALAM KEBUDAYAAN DAN TRADISI 

 
POSISI STRATEGIS PEREMPUAN:  

Perkawinan Adat Toraja dan Pandangan Alkitab 
 

Pdt. Musa Sikombong, M.Th.1 

 

 

Bagi orang Toraja, perkawinan merupakan nilai yang sangat penting. Nikah itu 
mulia dan indah, sama seperti kapas (kapa’) yang putih dan bersih. Dalam bahasa 
Toraja, pernikahan disebut Rampanan Kapa’. Pernikahan secara resmi sudah dikenal 
dalam komunitas orang Toraja jauh sejak dulu, bahkan sebelum datangnya bangsa 
Belanda ke bumi Lakipadada ini. Rampanan Kapa’ merupakan ikatan yang sangat 
sakral yang diakui dalam masyarakat Toraja. 

 

Tingkatan Perkawinan 

Tingkatan perkawinan orang Toraja dilakukan menurut kasta strata sosial 
(disebut tana’) dari kedua belah pihak. Calon pengantin yang dikawinkan itu harus 
tunduk pada dasar atau mengikuti kedudukan kasta sang perempuan. Misalnya, 
jika laki-laki berasal dari Tana' Bulaan (kelas bangsawan) dan kawin dengan 
perempuan asal Tana' Bassi (kelas menengah), maka yang menjadi patokan dalam 
perkawinan ini adalah Tana' dari pada perempuan dan nilai hukumnya adalah Tana' 
Bassi dengan 6 (enam) ekor kerbau Sangpala’. 

Ada tiga tingkatan perkawinan orang Toraja  Hal itu ditentukan oleh kemampuan 
dari yang mengadakan perkawinan. Ketiga cara ini tidak dititikberatkan pada 
adanya tana’, dengan kata lain, cara kawin ini ditentukan oleh waktu perkawinan: 
malam, sore, dan siang. 

1. Rampo Bongi (tiba malam). Perkawinan dengan cara sederhana yang 
dinamakan Bo’bo’ Bannang yaitu perkawinan yang dilakukan pada malam harinya 
dengan tamu-tamu hanya dijamu dengan lauk-pauk ikan-ikan saja, dan umumnya 
hanya pengantar laki-laki saja dua atau tiga orang yang juga sebagai saksi dalam 
perkawinan itu. Ada kalanya dipotong pula satu dua ekor ayam untuk jamuan dari 
pengantar laki-laki. 

2. Rampo Karoen (tiba sore). Perkawinan yang menengah yang dinamakan 
Rampo Karoen artinya perkawinan dilakukan pada sore harinya di rumah 
perempuan dengan mengadakan sedikit acara pantun-pantun perkawinan setelah 
malam pada waktu hendak makan dari wakil-wakil kedua belah pihak dihadapan 
saksi-saksi adat yang mendengar pula keputusan hukum dan ketentuan-ketentuan 
perkawinan yang selalu berpangkal dari nilai hukum tana’ yang sudah dikatakan 
diatas. Pada perkawinan Rampo Karoen ini dipotong seekor babi untuk menjadi 
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lauk pauk para tamu-tamu yang hadir dan pemerintah adat itu disamping ayam 
sesuai dengan kemampuan dan banyaknya yang hadir. 

3. Rampo Allo (tiba siang). Perkawinan yang tinggi dengan acara yang 
dinamakan Rampo Allo. Perkawinan Rampo Allo adalah perkawinan yang diatur atau 
dilaksanakan pada waktu matahari masih kelihatan sampai malam. Acara ini 
mengurbankan 2 (dua) ekor babi dan ayam sebagai syarat, bisa lebih sesuai dengan 
kemampuan dari keluarga. Perkawinan Rampo Allo membutuhkan waktu yang 
agak lama, dan hanya dilakukan oleh keluarga Tana' Bulaan (bangsawan). 

 

Proses Perkawinan Rampo Allo 

1. Palingka Kada, artinya mengutus utusan dari pihak laki-laki kepada pihak 
perempuan untuk berkenalan dan mencari tahu apakah perempuan itu ada ikatan, 
dan menyampaikan akan ada hajat melamar. 

2. Umbaa Pangngan,  artinya mengatur dan mengantar sirih pinang dengan 
mengirim utusan laki-laki yang membawa sirih pinang yang dibungkus dalam satu 
tempat yang dinamakan Solong (pelepah pinang). Mula-mula diantar oleh tiga 
orang perempuan yang langsung disampaikan pada ibu atau nenek dari sang 
perempuan. Cara mengantar sirih pinang ini dilakukan 3 kali baru mendapat 
kepastian yang jalannya sebagai berikut: 

a. Mengutus 4 (empat) orang dengan 3 (tiga) perempuan sebagai pernyataan 
lamaran. 

b. Mengutus 8 (delapan) orang sebagai pernyataan pelamar datang menunggu 
jawaban pinangan. 

c. Mengutus 12 (dua belas) orang sebagai tanda bahwa  lamaran yang sudah 
diterima dan utusan datang atas nama keluarga akan membicarakan waktu 
dan tanggal perkawinan. Pada saat itu utusan sudah boleh datang di rumah 
pengantin perempuan. 

1. Urrampan Kapa’ artinya membicarakan tana’ perkawinan untuk  menentukan 
besarnya hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan tana’ keduanya jikalau 
ada yang merusak rumah tangga di kemudian hari (sanksi perkawinan yang 
dinamakan Kapa’). 

2. Dinasuan / dipandanni langngan,  artinya perkawinan sudah berjalan dan 
sudah memakan makanan pada rumah masing-masing. Keduanya berganti-ganti 
dan telah mengadakan pengiriman makanan dalam dua buah bakul dan dipikul 
dengan penggali, dan bakul ini dinamakan Bakku’ Barasang. Pada kesempatan ini 
wakil dari laki-laki yang dinamakan  To Umbongsoran Kapa’ hadir bersama-sama 
dengan wakil dari perempuan yang dinamakan To Untimangan Kapa’. Kedua belah 
pihak berganti-ganti mengucapkan syair dan pantun perkawinan dan 
mengungkap pula bagaimana mulianya perkawinan atau Rampanan Kapa' pada 
mulanya dihadapi oleh Puang Matua (Sang Pencipta) di atas langit serta 
mengungkap pula bagaimana perkawinan raja-raja dahulu kala yang harus 
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menjadi contoh kepada manusia-manusia yang berasal dari kasta 
bangsawan/Tana' Bulaan. 

 

3. Umpasule Barasang. Sesudah tiga hari, maka tiba pada hari acara makan 
balasan di rumah laki-laki untuk mengakhiri perkawinan dan melaksanakan yang 
dikatakan Umpasule Barasang yaitu bakul berisi makanan yang telah dibawa oleh 
wakil perempuan ke rumah laki-laki, kini dikembalikan ke rumah perempuan dan 
inilah yang dikatakan Umpasule Barasang. Bakku Barasang ini berisi makanan yaitu 
nasi dan daging babi serta beberapa bentuk kiasan (anak babi, kerbau, ayam, dll) 
yang dibuat dari tepung beras namanya Kampodang, yang setibanya di rumah 
perempuan akan dimakan pula bersama, dan sesudah makan bersama, keluarga-
keluarga pihak laki-laki pulang dan laki-laki tinggallah terus di rumah 
perempuan/orangtua perempuan. 
 

4. Dulang Perkawinan 

Dalam perkawinan orang Toraja, hewan yang dikurbankan bukan sebagai 
persembahan/kurban sajian. Hewan kurban tersebut menjadi lauk-pauk bagi 
seluruh orang yang hadir pada perkawinan itu. Makanan ini juga diberikan kepada 
pelaksana upacara perkawinan seperti anggota dewan adat, wakil keluarga, serta 
saksi-saksi lainnya. Pada waktu acara makan, Pinggan Adat  namanya Dulang, 
disusun. Dulang ini berisi nasi dan daging babi yang disusun atau disediakan 
menurut tingkat kasta yang kawin, yang pada waktu melihatnya terus diketahui 
bahwa orang yang kawin ini berasal dari kasta Tana' Bulaan ataukah Tana' Bassi.  

Susunan dulang dari Tana' Bulaan, Rampanan Kapa' Rampo Allo, sebagai berikut: 

1. Dua Dulang untuk pengantar kedua belah pihak atau wakil dari kedua 
mempelai. 

2. Dua Dulang untuk orang yang membawa kayu bakar dan orang yang datang 
membawa sirih pinang  . 

3. Dua Dulang untuk wakil orang tua kedua belah pihak. 

4. Dua Dulang dari ketua adat sebagai saksi dan mensahkan Rampanan Kapa' 
(perkawinan). 

5. Satu Dulang untuk tempat makan bersama kedua mempelai dan pada saat 
makan bersama mempelai perempuan menyuapi mempelai laki-laki dan 
sebaliknya, kemudian seluruh hadirin makan bersama dari masing-masing 
dulang tersebut. Penyusunan dulang seperti di atas adalah untuk 
perkawinan dari kasta Tana' Bulaan dengan susunan 9 (sembilan) dulang. 
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Sanksi Perkawinan (Kapa’) 

Untuk menjamin kemurnian rampanan kapa’ (perkawinan), dibuatlah ketentuan 
kapa’. Kapa’ adalah sanksi/hukuman yang harus dibayar oleh pihak yang salah bila 
terjadi perceraian. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Pelanggar 
mendapat hukuman menurut hukum perkawinan yang sudah tertentu yang 
didasarkan pada nilai hukum tana dan hukuman yang dijatuhkan itu dinamakan 
kapa’, jumlah kapa’ itu sama dengan nilai Tana’ dari yang akan dibayar dan bukan 
berdasar pada nilai hukum tana’ yang bersalah. 

Penentuan hukuman dengan nilai hukum tana’ dilakukan oleh dewan adat yang 
diumumkan dalam satu sidang atau musyawarah adat dimana hadir suami isteri 
serta keluarga kedua belah pihak. Pelanggaran di dalam hubungan adat 
perkawinan di Tana Toraja antara lain: 

1. Songkan Dapo’, artinya bercerai/pemutusan perkawinan yaitu yang bersalah 
dapat dihukum dengan hukuman Kapa’ dengan membayar kepada yang tidak 
bersalah sebesar nilai Hukum Tana’ yang telah disepakati pada saat dilakukan 
perkawinan dahulu.  

2. Bolloan Pato’, artinya pemutusan pertunangan yang sudah disahkan oleh adat 
yang dinamakan To Sikampa (to=orang; sikampa=saling menunggui) dan setelah 
menunggu saatnya duduk bersanding makan dari Dulang (Rampanan Kapa'), 
maka yang sengaja memutuskan pertunangan itu tanpa dasar harus membayar 
kapa’ kepada yang tidak bersalah sesuai dengan nilai hukum tana’nya, kecuali 
jikalau terdapat pertimbangan lain daripada dewan adat. 

3. Unnampa’ Daun Talinganna, artinya orang yang tertangkap basah, maka laki-laki 
itu harus membayar kapa’ kepada orang  tua perempuan. Jika tidak dapat 
dikawinkan akibat halangan kastanya atau dilarang oleh adat.  

4. Unnesse’ Randan Dali’, artinya laki-laki membuat perzinahan dengan perempuan 
yang lebih tinggi tana’nya, maka laki-laki itu dihukum dengan membayar kapa’ 
sesuai dengan nilai hukum tana’ dari perempuan. 

5. Unteka’ Palanduan atau Unteka’ Bua Layuk yaitu perempuan kasta tingkat tinggi 
kawin dengan laki-laki kasta tingkat rendahan. Keduanya ada hukuma  nnya 
seperti hukuman Dirampanan atau Diali’. 

6. Urromok Bubun Dirangkang, artinya berzinah dengan perempuan janda yang baru 
meninggal suaminya dan belum selesai diupacarakan pemakaman suaminya. 
Maka laki-laki itu harus membayar kapa’ dengan nilai hukum tana’ perempuan. 
Jadi perempuan tidak dapat dikawinkan sebelum upacara pemakaman dari 
suaminya, kecuali menunggu sampai upacara pemakaman dari suami 
perempuan itu selesai. Tetapi sebelum kawin harus mengadakan upacara 
mengaku lebih dahulu dan kapa’ yang dibayar itu diterima oleh keluarga dari 
almarhum suami perempuan itu. 
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Refleksi  

Pendapat bahwa budaya menjadi salah satu faktor yang melanggengkan kekerasan, 
diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan tidak sepenuhnya benar. 
Sehingga pertanyaan seperti: apakah hak perempuan benar-benar diabaikan, atau 
tidak adakah hak perempuan yang dihargai atau yang dilindungi menjadi 
pertanyaan yang selalu dilontarkan terhadap adat yang dipandang/dinilai bias 
gender. Pertanyaan bahwa: apa benar tidak ada tatanan adat dan budaya dalam 
masyarakat yang menempatkan hak kaum perempuan sederajat dan atau lebih dari 
hak-hak kaum laki-laki? 

Merujuk pada penciptaan manusia pertama; laki-laki dan perempuan. Kesaksian 
Alkitab menceriterakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam 
kesetaraan. Dalam Kitab Kejadian 1: ayat 27-28: “Maka Allah menciptakan manusia itu 
menurut gambarNya, menurut gambar Allah diciptakan dia; laki-laki dan perempuan 
diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: beranak 
cuculah dan betambah banyaklah; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-
ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap dibumi”.  

Alkitab memberi kesaksian bahwa dimulai dari penciptaan bahwa baik laki-laki 
dan perempuan diciptakan dalam kesederajatan. Allah tidak menciptakan laki-laki 
agar berkuasa atas perempuan dan sebaliknya, perempuan tidak diciptakan agar 
berkuasa atau menjadi hamba bagi laki-laki. Laki-laki dan perempuan diciptakan 
untuk saling melengkapi dan menolong bukan untuk menguasai satu dengan yang 
lain.  

Perempuan dan laki-laki diberi hak yang sama untuk mengelola dan mengusahakan 
dunia ciptaan Tuhan. Artinya laki-laki tidaklah lebih besar tanggung jawabnya dari 
perempuan atau sebaliknya. Tidak ada petunjuk yang mengatakan kalau laki-laki 
derajatnya lebih tinggi dari perempuan, atau laki-laki diberi kedudukan khusus 
oleh Allah.  

Kitab Kejadian 2:18 mengatakan: “Tuhan Allah berfirman: Tidak baik kalau manusia itu 
seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia”. Ini adalah 
amanat Allah bahwa laki-laki dan perempuan itu sepadan. Secara sederhana 
pengertian sepadan itu adalah bahwa perempuan maupun laki-laki diberi tanggung 
jawab yang sama dan seimbang. Bukan berarti bahwa laki-laki saja yang harus 
mengusahakan dan mengelola bumi dan atau sebaliknya, sedangkan perempuan 
hanya di dapur. Namun keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama 
dalam menjaga Ciptaan Allah.   

 

Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki dalam Perkawinan 

Dimulai dari perkawinan manusia pertama; Adam dan Hawa yang diceriterakan 
dalam Kejadian 2:22–24: “Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, 
dibangun-Nyalah seorang perempuan lalu dibawaNya kepada manusia itu. Lalu berkatalah 
manusia itu: Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai 
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perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan 
ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”.  

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kesatuan yang hendak dibangun oleh laki-laki 
dan perempuan dalam suatu perkawinan adalah kesatuan yang utuh. Tidak ada 
yang lebih berkuasa dan yang lainnya dikuasai. Laki-laki dan perempuan adalah 
sama dan setara. Perkawinan dalam masyarakat Toraja sesungguhnya 
menempatkan kaum perempuan tidak hanya setara dengan kaum laki-laki. Bahkan 
dapat dikatakan bahwa kedudukan perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Hal ini 
ditunjukkan dengan perkawinan adat di Tana Toraja yang di mulai dengan acara 
ma’parampo (melamar). Perempuan yang hendak dilamar kadang tidak dihadirkan. 
Sehingga yang memutuskan lamaran diterima atau ditolak adalah para kaum laki-
laki. Hal ini sangat menarik untuk ditelusuri, karena jika dipikir secara dangkal, 
cara tersebut dapat ditafsirkan meminggirkan posisi perempuan atau keberadaan 
perempuan sangat dilecehkan. Tetapi sesungguhnya ada nilai yang sangat berarti 
dimana hak perempuan diperjuangkan di dalam penerapannya.   

Timbul pertanyaan, dimana posisi perempuan? Sementara dalam hal pengambilan 
keputusan yang menyangkut dirinya, perempuan tidak dilibatkan. Bukankah cara 
seperti ini menunjukkan bahwa posisi perempuan sangat dilecehkan? Mengapa 
perempuan sebagai pihak yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam proses 
pengambilan keputusan pada saat melamar? 

Mungkin bagi sebagian orang perlakuan itu merupakan suatu pelanggaran hak. 
Namun sebaliknya, menurut interpretasi Adat Toraja, bahwa dalam  cara seperti ini 
menunjukkan bahwa nilai perempuan sangat dijunjung tinggi. Berikut ini akan 
saya tunjukkan dimana letak nilai perempuan.  

Hal ini dapat dilihat mulai saat pelamaran. Perempuan tidak ditampilkan dianggap 
sangat bernilai. Sehingga tidak boleh memperlihatkan muka bagaikan barang 
murahan. Nilai berikutnya terletak pada keseriusan para laki-laki untuk 
mengamankan perkawinannya di kemudian hari. Itulah sebabnya pada saat 
pelamaran dibicarakan juga soal “kapa’” (denda) bagi kedua bela pihak, bagi siapa 
yang melanggar kesepakatan. Dengan adanya “kapa’” sesungguhnya yang hendak 
dikatakan adalah bahwa agar laki-laki tetap setia kepada istrinya. Atau dengan 
kata lain agar settiap laki-laki tidak semaunya mempermainkan kaum perempuan. 
Jadi “kapa’” dibuat sebagai bentuk keberpihakan kepada perempuan atau cara 
untuk melindungi hak-hak perempuan agar dikemudian-hari tidak dipermainkan 
oleh laki-laki.   

Kapa’ itu disepakati berdasarkan struktur sosial masyarakat. Struktur sosial 
masyarakat terbagi dalam empat kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat 
dengan status tana’ bulawan (bangsawan atau turunan bangsawan). Kelompok 
kedua adalah masyarakat dengan status tana’ bassi (tokoh-tokoh masyarakat atau 
keturunan tokoh-tokoh masyarakat). Kelompok ketiga adalah masyarakat dengan 
status sosial tana karurung (masyarakat biasa atau orang kebanyakan) dan 
kelompok keempat dengan status sosial tana kua-kua (hamba atau keturunan 
hamba). 
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Hal inilah yang dijadikan dasar atau standar pemberlakuan kapa’ bagi laki-laki yang 
hendak melamar seorang perempuan. Kapa’ ditentukan oleh struktur sosial dalam 
masyarakat, seperti struktur sosial tinggi kapa’ yang dikenakan juga tinggi, struktur 
sosialnya sedang kapa’ yang dikenakan juga sedang, struktur sosialnya biasa kapa’ 
yang dikenakan juga biasa, kalau struktur sosialnya rendah tentu saja kapa’ yang 
dikenakan juga rendah.  

Nilai kapa’ paling tinggi adalah minimal 24  ekor kerbau dengan ukuran tanduk 
satu jengkal. Kapa’ sedang nilainya minimal 12 ekor kerbau dengan ukuran tanduk 
satu jengkal, kalau kapa’ biasa nilainya 6 ekor kerbau juga dengan tanduk satu 
jengkal, dan kapa’ paling rendah nilainya maksinal 2 ekor pasang kerbau dengan 
ukuran tanduk satu jengkal.  

Kalau ada laki-laki yang meningkalkan istrinya/menceraikan istrinya tanpa sebab 
yang dapat dipertanggung-jawabkan sedangkan status sosialnya tinggi maka harus 
membayar keluarga perempuan sebanyak 12 pasang kerbau dengan ukuran tanduk 
satu jengkal. Sekiranya nilai satu kerbau itu sebesar Rp 10 juta satu ekor, maka 
laki-laki yang hendak meninggalkan istrinya harus membayar Rp 24. Juta. 
Demikan pula perhitungannya untuk strata sedang atau rendah.  

Selain membayar secara material bagi perempuan yang akan ditinggalkan atau 
diceraikan, pembayaran kapa’ itu juga merupakan hukuman sosial bagi laki-laki. 
Pembayaran kapa’ ini akan diketahui oleh masyarakat luas bahwa laki-laki itu telah 
membayar kapa’. Selain hukuman sosial dalam hal pembayaran kapa’, pelanggaran  
seperti ini juga merupakan aib bagi keluarga laki-laki. Oleh karena itu orang 
seorang laki-laki harus berpikir panjang sebelum mengambil tindakan yang 
merugikan dirinya dan keluarganya.  

Dalam menjunjung tinggi nilai perkawinan dalam masyarakat toraja, disinilah nilai 
perempuan sangat luar biasa.  Masyarakat toraja memandang perkawinan sebagai 
sesuatu yang sakral yang tidak bisa dipermainkan. Selain itu juga masyarakat toraja 
sungguh-sungguh memberi tempat bagi perempuan yang harus dihargai dan 
dihormati oleh laki-laki. Inilah bentuk perlindungan bagi hak-hak perempuan yang 
terkadang diperlakukan tidak adil oleh laki-laki.  

Bertolak uraian di atas sesungguhnya tergambar bahwa sejak zaman dulu 
perempuan dalam pandangan masyarakat toraja sangat dihargai, dihormati 
dan dijunjung tinggi. Perjuangan itu bukannya datang pertama-tama dari 
kaum perempuan tetapi gagasan itu mulai dipikirkan dan diperjuangkan oleh 
kaum laki-laki.  

 

Posisi Strategis Perempuan 

Perempuan Toraja memiliki posisi strategis dalam membina hubungan dan 
membangun masa depan. Posisi strategis ini terletak pada posisinya sebagai yang 
dilamar, yaitu ada hak menolak lamaran, ada perlindungan melalui kapa’ 
perkawinan, ada kesetaraan dalam hal kapa’, dan sebagai Ibu Manusia (Indo’ Tau).  
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Posisi strategis utama perempuan dalam perkawinan adat Toraja terletak pada 
posisinya sebagai yang dilamar. Makna terdalam dari yang dilamar ini adalah 
adanya harga/nilai lebih, sehingga diingini/dilamar. Disini, perempuan diposisikan 
begitu berharga, bernilai, dan terhormat.  

Perempuan Toraja, melalui keluarganya yang laki-laki, berhak menolak lamaran 
keluarga laki-laki. Posisi strategis ini menegaskan adanya hak asasi manusia yang 
dipraktekkan dalam Adat Perkawinan Toraja. Tidak ada paksaan, sekalipun yang 
dilamar itu dari kelas kua’kua’/kaunan (kelas hamba/budak). Keluarga para 
bangsawan tidak dapat memaksakan kehendaknya. Ada penghormatan Hak Asasi 
Perempuan yang dipraktekkan oleh kelas bangsawan. Dalam sejarah pelamaran 
laki-laki kelas bangsawan kepada perempuan kelas budak, memang belum pernah 
terdengar adanya penolakan. Tidak adanya penolakan itu bukan karena adanya 
paksaan. Tetapi karena ada suatu kebanggaan dari perempuan kelas budak 
meningkatkan status sosial keturunannya. 

 

Perlindungan melalui Perkawinan 

Perkawinan bagi orang toraja adalah perkara sakral dan melibatkan keluarga. 
Seringkali perempuan dilecehkan dan menjadi korban dalam perkawinan. Hal ini 
sangat disadari leluhur Orang Toraja, sehingga ketentuan kapa’ disepakati kedua 
belah pihak. Dalam Budaya Toraja, sanksi kapa’ ini ditentukan langsung oleh Puang 
Matua (Tuhan Pencipta Orang Toraja) di langi’ (langit) dan diturunkan ke bumi 
menjadi aturan kehidupan Manusia Toraja. Adanya ketentuan kapa’ ini, perempuan 
yang rentan menjadi korban laki-laki (suami), dapat dicegah. 

 

Kesetaraan Gender 

Dalam peraturan perkawinan mengenai kapa’, diatur berbagai ketentuan sanksi 
tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Siapa yang bersalah, dialah yang 
dikenakan sanksi. Ada kesetaraan gender mengenai hukum perkawinan Adat 
Toraja. 

 

Indo’ Tau 

Perempuan Toraja selalu diharapkan menjadi Indo’ Tau (harfiah: Ibu Manusia). 
Secara sadar atau tidak sadar, masyarakat Toraja hidup dan tumbuh dalam sebuah 
tatanan masyarakat yang menganut filosofi tau. Filosofi tau dibutuhkan sebagai 
pegangan dan arah menjadi manusia sesungguhnya dalam konteks masyarakat 
Toraja. Filosofi tau memiliki empat pilar utama yang mengharuskan setiap 
masyarakat toraja untuk menggapainya, antara lain: sugi' (kaya), barani (berani), 
manarang (pintar) - kinawa (memiliki nilai-nilai luhur, agamis, bijaksana). Keempat 
pilar di atas tidak dapat ditafsirkan secara bebas karena memiliki makna yang lebih 
dalam daripada pemahaman kata secara bebas. Seorang Toraja menjadi manusia 
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yang sesungguhnya ketika dia telah memiliki dan hidup sebagai tau. Perempuan 
Toraja diharapkan menjadi Ibu dari orang-orang yang terhormat. Kehormatan itu 
bisa karena kaya, jujur/berani, pintar, bijaksana. Empat pilar ini juga yang 
menopang kepemimpinan dalam Masyarakat Toraja. 

 

Geografis Toraja (Toraja Utara & Tana Toraja) 

Toraja yang dimaksud disini adalah Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara yang 
berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Toraja berada di 280-355 Km dari Makassar, 
tepatnya pada 2° - 3° LS dan 199° - 120° BT, dengan luas sekitar 3.205,77 Km2 atau 
sekitar 5% dari luas Sulawesi Selatan. Toraja berbatasan dengan wilayah 
Kabupaten Mamuju dan Kab. Luwu (sebelah utara), sebelah timur: Kab. Luwu, 
sebelah selatan: Kab. Enrekang dan Kab. Pinrang, dan sebelah barat: Kab. Polewali 
Mamasa. Kondisi Topografi daerah Toraja berada di daerah pegunungan, berbukit 
dan berlembah; terdiri dari 40% pegunungan dengan memiliki ketinggian antara 
150-3.083 meter  diatas permukaan laut (dataran tinggi 20%, dataran rendah 38%, 
dan rawa rawa dan sungai 2%). 
 
 
Materi 2:  Perempuan Dalam Budaya dan Tradisi 
 

KEDUDUKAN PEREMPUAN  
DALAM BUDAYA PATRIARKI DI MALUKU 

 
Daniella Loupatty25 

Budaya patriarkhi adalah budaya dimana sistemnya mengarah pada kekuasaan laki-
laki. Sistem tersebut membuat perempuan dikuasai oleh laki-laki dalam segala 

                                                           
25Akrab dipanggil Tisan. Tisan manjabat di beberapa organisasi antara lain; 

menjadi Ketua Bidang Dokumentasi JTMM (Jaringan Taboas Mahina Maluku), 

2001-sekarang. Sekertaris Forum Pekerja Sosial Kemasyarakatan, sejak 2002-

sekarang, Anggota Koalisi Perempuan Maluku tahun 2002, Sekretaris Maluku 

Corruption Watch, Anggota Jaringan Perempuan Pembela HAM, Koordinator 

Regional Forum Perjuangan Perempuan untuk Perdamaian Maluku di data base 3 

wilayah konflik (Maluku, Malut, Sulawesi), Tim Advokasi Pusat Pelayanan Anak 

Terpadu (PPAT), Badan Pengawas Forum Perjuangan Perempuan untuk 

Perdamaian, Sekretaris Forum Perlindungan Anak Maluku, dan lainnya. Pekerjaan 

yang Tisan geluti adalah sebagai aktivis sosial, terutama di Yayasan Walang 

Perempuan Ambon. Tisan juga memiliki pengalaman sebagai fasilitator, peneliti  

maupun sebagai pekerja sosial. Penelitian yang pernah dilakukan antara lain; 

“Dampak Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Ambon” yang merupakan 

kerjasama FP3 dengan UNDP (November 2006), Penelitian “Dampak Kekerasan 

terhadap Anak di Maluku” kerjasama FPAM dengan UNICEF (Februari 2006), dan 

masih banyak lainnya.  
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aspek kehidupan dengan berbagai macam cara. Bentuknya amat variatif di semua 
tempat, bidang, dan lembaga kehidupan sosial. Selain itu juga berkembang sesuai 
dengan evolusi peradaban manusia. (KWI-Sekretariat Jaringan Mitra Perempuan, 
2005). 

Kalau ditelusuri dengan cermat, maka sebetulnya intensionalitas dari budaya 
patriarkhi secara diam-diam sudah disetting oleh kaum lelaki pada awal 
terbentuknya tatanan sosial budaya sejak evolusi peradaban manusia. 
Terbentuknya budaya tersebut  melalui era tradisionalisme: monarkhi absolut, 
aristokrasi, feodalisme, hingga transisi menuju demokrasi masa kini. Sedemikian 
halusnya cara menyusupkan asumsi-asumsi maskulinistis dan paternalistis ke 
dalam norma, struktur dan praktek  kehidupan sosial tersebut, sehingga semuanya 
diterima secara spontan,  kodrati,  dihayati dan dipraktekkan dengan sadar penuh 
oleh kaum perempuan di setiap peranan yang diberikan kepadanya. Perempuan 
merasa terpenuhi makna hidupnya baik jasmaniah maupun rohani-batiniah. 

Di sini kami angkat dua contoh yang agak ekstrim, yaitu : 

a.  Perempuan di Maluku Tengah .  

Dalam kasus Maluku Tengah, diasumsikan bahwa budaya egalitarianime, 
kesamaan tertentu antara laki-laki dan perempuan lebih dikedepankan mengingat 
tidak adanya sistem stratifikasi sosial (yang diandaikan lebih memperkuat lagi 
posisi laki-laki dan lebih melemahkan posisi perempuan). Visi antropologis 
manusia Maluku Tengah merupakan pandangan dualisme dialektis antara laki-laki 
dan perempuan, dan dijadikan sistem nilai dasar kehidupan sosialnya. Pembagian 
tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut (Huliselan, 2001): 

 Pengelompokan berdasarkan kekuasaan, Patasiwa (laki-laki) dan Patalima 
(Perempuan); 

 Pengelompokan penduduk berdasarkan territorial, Aman (ama = ayah) dan 
Hena (ina = ibu); 

 Pembagian territorial negeri (desa): lau (laki-laki) dan dara (perempuan); 

 Pembagian rumah adat (baileu) atas bagian perempuan dan laki-laki; 

 Penggolongan jabatan-jabatan adat: Kapitan (laki-laki), Maweng (pendeta 
adat/perempuan), Tuan Tanah (perempuan), Raja (laki-laki); 

 Pengelompokan Mata Rumah (marga): ke dalam kelompok laki-laki dan 
perempuan pada upacara adat komunal. 

26 

                                                           
2. . Gender Adalah : perbedaan fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan 

yang di bentuk oleh lingkungan, masyarakat. 

       Kodrat Adalah : Perbedaan Biologis ( Kelamin ) antara laki-laki dan 

perempuan yang di berikan Tuhan dan bersifat tetap. 
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Disini laki-laki mewakili karakter kejantanan, kekerasan, peperangan dan 
keributan, sedangkan perempuan mewakili karakter kesuburan, kelembutan, 
kedamaian, dan kesejukan. Dualisme ini dipandang bukanlah bercorak konfliktual 
atau kontradiktif melainkan lebih bercorak dialektis menuju kesempurnaan 
totalitas sebagai laki-laki dan perempuan. Sampai disini, terlihat adanya visi 
antropologis-kultural yang wajar sesuai dengan hakekat dimensi seksual ( jenis 
kelamin ) yang dimiliki secara kodrati. Disisi lain, ada semacam kecenderungan 
bias gender  ( 2 ) yang secara diam-diam dilabelkan pada peran laki-laki dan 
perempuan di Maluku Tengah (Pulau Seram). Seperti ditemukan dalam ungkapan 
mutiara berikut ini (depdikbud 1996/1997) : 

“Anak laki-laki pegang parang salawaku, anak perempuan pegang sempe aru-
aru”. Sempe aru-aru adalah tempat untuk memasak papeda. Ini adalah simbol dari 
keterampilan memasak; sedangkan laki-laki hendaknya terampil memainkan parang 
salawaku. Kualitas-kualitas tersebut amat menentukan tingkat kedewasaan dan 
kematangan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan, bahkan menentukan 
kesiapan untuk kawin. Seperti dalam ungkapan: “Kalau belum sanggup pegang 
sempe dan aru-aru, jangan cepat terima lamaran pria”, dan “kalau belum 
sanggup pegang parang salawaku, jangan melamar gadis orang”. 

Selain sistim stratifikasi sosial, juga ada berbagai ritual-ritual adat yang 
mendiskriminasikan perempuan. Ritual-ritual ini tertutup dengan kesakralan dan 
terus diikuti sebagai sebuah perintah yang berasal dari para leluhur, seperti : 
pengasingan perempuan hamil dan haid.  

Jauh dari dunia pendidikan dipadu dengan kentalnya aturan adat yang memikat, 
ternyata makin lengkap dan menambah panjang kehidupan yang serba gelap bagi 
suku terasing, misalnya suku Naulu. Leluhur dari suku ini bukan saja mewariskan 
tradisi memenggal kepala manusia sebagai persembahan, akan tetapi juga 
mengasingkan kaum hawa yang telah hamil dan mendekat waktu melahirkan 
momongan. Biasanya disetiap pemukiman masyarakat suku ini, baik yang telah 
dimukimkan pihak pemerintah, yayasan pembinaan masyarakat terasing, maupun  
yang masih hidup mengembara di pedalaman Pulau Seram, kaum lelakinya 
membangun gubuk-gubuk kecil yang disebut gubuk pamali atau dalam bahasa 
suku ini disebut tikusune. Gubuk – gubuk ini dibangun sebagai tempat berlindung 
sementara yang aman bagi kaum perempuan saat mereka menjalani masa haid 
maupun melahirkan. Gubuk pamali sebagai tempat mengasingkan diri sementara itu 
berukuran 2×2 meter, berdinding dan beratap daun sagu, dan dilengkapi sebuah 
tempat tidur yang disebut tapalang yang berukuran 1×2 meter. 

Suku adat Naulu maupun suku terasing lainnya seperti Hoaulu dan Yalahatan di 
Pulau Seram, tikusune yang dibangun tidak boleh ditengok atau dimasuki kaum pria 
saat kaum wanita menjalani masa datang bulan maupun melahirkan. “Mereka 
hanya bisa ditengok oleh kaum hawa untuk memberikan makanan dan 
keperluan lainnya maupun pelayanan saat melahirkan oleh dukun beranak,” 
kata Touisa Matoke tua adat setempat. 
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Kaum wanita yang mulai merasa tanda-tanda datangnya haid harus segera 
meninggalkan rumahnya untuk memasuki gubuk pamali yang telah disiapkan dan 
tinggal di gubuk tersebut hingga masa haidnya selesai, setelah itu  baru 
diperkenankan kembali ke rumah. Di perkampungan suku Naulu yang telah dibina 
Depsos maupun pihak yayasan di Seram bagian selatan terutama di pemukiman 
Rohua, Bonara dan Simaoluw, tradisi mengasingkan diri di gubuk pamali ini masih 
tetap dipertahankan. 

Khusus bagi kaum wanita yang hendak melahirkan biasanya diantar oleh 
keluarganya ke gubuk pamali tersebut, kemudian saat persalinan ditolong dukun 
beranak. Pusar bayi dipotong dengan sembilu (kulit bambu yang cukup tajam). 
Anehnya, penggunaan sembilu yang beresiko itu dapat diatasi oleh dukun beranak. 
Perawatan sang ibu yang baru melahirkan termasuk pengobatan pusar bayi 
umumnya dilakukan dengan menggunakan bahan ramuan tradisional. Sekitar dua 
minggu usai masa melahirkan dan perawatan di gubuk pamali, sang ibu bersama 
anaknya sudah bisa keluar gubuk untuk mandi di kali. Saat itu pula pihak keluarga 
dan sang dukun (biang) harus berpuasa selama sehari sebelum menerima sang istri 
dan buah hati saat kembali pulang ke rumah. Saat kembali ke rumah, mereka 
diterima secara adat dalam suasana sukacita dengan sajian makanan yang 
disiapkan dari pihak keluarga perempuan untuk disantap bersama warga suku 
setempat. Beberapa hari kemudian pihak keluarga lelaki juga melakukan hal serupa 
sebagai jamuan balasan kepada pihak keluarga perempuan bersama masyarakat 
setempat untuk dinikmati bersama sebagai ungkapan syukur. 

Sejauh ini tidak ada yang melanggar tradisi adat tersebut. Sanksi bagi pelanggarnya 
akan dikucilkan dari masyarakat adat setempat dan juga dikenakan denda berupa 
pembayaran piring tua dan kain berang (merah) bagi kaum perempuan. Kepatuhan 
masyarakat terasing Naulu, Hoaulu, Yalahatan serta kelompok masyarakat terasing 
lainnya di pulau Seram kepada adat yang diwariskan tidak bisa dipisahkan dengan 
adat istiadat dan budaya suku Alifuru yang mendiami pulau Seram. Berdasarkan 
kisah tua adat setempat, kelompok suku Rohua dan Bonara awalnya berasal dari 
pedalaman pulau Seram, yaitu  sekitar hulu sungai Sapalewa (Sekarang Seram 
Bagian Barat) salah satu sungai terbesar di pulau Seram. 

b. Dalam kasus Masyarakat Kei – Maluku Tenggara. 

 Masalah dalam tradisi masyarakat Kei, Maluku Tenggara ini tampak lebih rumit. 
Mereka tetap memperlakukan laki-laki sebagai orang nomor satu,  tetapi    juga 
masih mengutamakan perempuannya. Visi antropologi Kei yang kendati lebih 
bercorak komunalisme maskulinistik/paternalistik menempatkan perempuan pada 
posisi yang sedemikian tinggi dan luhurnya, misalnya didalam hukum adat larvul 
ngabal khususnya sistem norma hukum Hanilit dan Hawear . Khusus mengenai 
hukum hawear balwirin, misalnya yang mengatur hak milik terdapat sebuah 
penafsiran bahwa perempuan khususnya yang sudah menikah merupakan hak 
milik sepenuhnya dari lelaki yang nota bene suaminya. Norma ini sering ditafsirkan 
sebagai norma perlindungan terhadap perempuan. Penafsiran ini perlu dikritisi. 
Sebenarnya norma tersebut demi memungkinkan kebebasan dan menjaga martabat 
kemanusiaan si perempuan ataukah bisa lebih dipersepsikan sebagai strategi 



88 
 

kultural yang sedemikian halus dan diam-diam guna menguasai perempuan 
(hegemoni kekuasaan). 

Dalam perkara perkawinan misalnya, perempuan Kei umumnya tidak bebas 
menentukan jodoh.  Jodoh ditentukan oleh orang tua dan keluarga,  khususnya 
laki-laki. Perbedaan dalam strata sosial telah merupakan sebuah pemicu dan batu 
sandungan dalam perkawinan perempuan (termasuk laki-laki) di Kei. Bahkan 
apabila mengikuti kata hati sendiri dalam hal jodoh karena faktor cinta personal 
maka resikonya ialah dikucilkan dari keluarga. Ini umumnya difatwakan oleh 
kaum bapa. Masalah pendidikan dan pilihan profesi juga umumnya masih 
ditentukan oleh orang tua. Dengan demikian, tampaknya visi dan praktek budaya 
siwa lima di Maluku Tengah tidak dengan sendirinya sama dalam segala aspeknya 
dengan budaya ursiw lorlim di Maluku Tenggara.  

Posisi Perempuan dalam Hukum Adat Ambon Lease 

Maluku Tengah dan Maluku Tenggara adalah sebagian wilayah adat yang ada di 
Provinsi Maluku. Dengan banyaknya suku, sudah tentu melahirkan berbagai ragam 
adat dan budaya. Oleh karena itu penulisan kali ini hanya menekankan pada 
masyarakat adat yang ada di Ambon Lease, yang masih berada dalam wilayah 
administrastif Kabupaten Maluku Tengah. Mengapa Ambon Lease yang di pilih? 
Ini  karena sistim hukum adat masyarakat Ambon lease memiliki ciri-ciri khusus 
yang memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan seperti yang sudah 
dijelaskan  di atas.   

Disebut Ambon Lease karena terdiri dari beberapa pulau yaitu Pulau Ambon, Pulau 
Saparua, Pulau Nusalaut, Pulau Haruku. Masyarakat Ambon Lease  semuanya 
adalah masyarakat yang berasal dari berbagai suku dan sebagian besar berasal dari 
Pulau Seram (Nunusaku). Migrasi bergelombang ke Pulau Ambon dan Pulau-Pulau 
Lease tidak serta merta mengubah struktur sosial masing-masing kelompok. Pola 
struktur sosial yang terdapat di Pulau Seram dapat dijumpai juga    di Pulau Ambon 
dan Pulau-Pulau Lease, sebagai contoh masyarakat Seram berkelompok dalam 
persekutuan desa/negeri yang disebut Ulisiwa atau Patasiwa (kelompok 
Sembilan) dan Ulilima atau Patalima (kelompok lima). Struktur pengelompokan 
sosial ini tersusun secara hierarkis sedemikian rupa sehingga masing-masing 
tingkatan mencerminkan luasnya cakupan teritorial maupun genelogis. Dasar 
pengelompokan yang tertua adalah keturunan atau hubungan darah. 
Pengelompokan berdasarkan keturunan atau hubungan darah ini dapat dibagi 
menjadi matrinial dan patrinial. Matrinial adalah garis keturunan yang tersusun 
menurut garis ibu, sedangkan patrinial  menurut garis bapak. Masyarakat Ambon 
Lease menganut garis keturunan patrinial atau garis keturunan bapak.  

Anak-anak yang lahir selama berlangsungnnya perkawinan, demi hukum ikut atau 
masuk   ke dalam kerabat bapak. Hak-hak dan kewajiban anak ditentukan oleh 
bapak dan kerabat dari pihak bapak. Masing-masing keturunan bergabung dan 
dinamakan “fam” , atau marga, hubungan antara anak dan kerabat orang tuanya 
berlaku secara sepihak atau unilateral dimana yang diutamakan adalah  hubungan 
kekerabatan dengan pihak bapak sehingga peranan kerabat ibu tidak begitu 
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Baileu  : Tempat Pertemuan  Di Negeri 
Adat 

 

berarti. Oleh karena itu, anak laki-laki menjadi pelacak  dan  penentu kelanjutan 
keturunan  atau generasi, maka kehadiran anak laki-laki sangat didambakan. Anak 
perempuan dianggap tidak berguna bagi keluarganya tapi berguna untuk keluarga 
yang lain.  

Ketidakhadiran anak laki-laki dalam 
keturunan dianggap sebagai petaka 
bagi sang ibu karena itu dianggap 
akan menghilangkan kebesaran dan 
kebanggaan keluarga. Hal ini juga 
berhubungan dengan warisan 
keluarganya. Seluruh harta warisan 
keluarga berupa tanah dan harta 
lainnya menjadi milik anak laki-laki 
sebagai penerus keturunan. Anak 
perempuan hanya di beri hak untuk 
menikmati tapi tidak memiliki. Akan 
tetapi ada pengecualian bagi anak 
perempuan yang tidak menikah, 
perempuan tersebut  akan tetap 
mendapat hak warisan dari bapaknya 
karena tetap memakai fam (marga) dari marga bapaknya.  

Selain hak waris keluarga, seorang anak juga akan mendapat hak waris yang 
berasal dari dati. Pada pokoknya, untuk menjadi anak dati atau tulung dati itu harus 
laki-laki. Orang perempuan pada prinsipnya tidak diperkenankan menjadi anak 
dati sebab tugas-tugas dati tidak sesuai dan tidak layak bagi orang perempuan 
karena kodratnya, karena syaratnya harus kuat fisik dan tangguh.  Dalam  
perkembangannya, dati tidak hanya sekedar kelompok dari orang-orang   yang 
merupakan kesatuan wajib kerja tapi juga telah mempengaruhi perkembangan 
kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Bidang ekonomi 
misalnya, untuk kelangsungan  dati dengan seluruh anak datinya, mereka harus 
mengelola  dusun dati (pemberian dari negeri) yang didalamnya ada tanaman dati, 
dusun pusaka dati. Menurut hukum adat  yang berlaku, ada beberapa aturan yang 
harus diikuti.  Peraturan itu adalah sistim pembagian dari hasil dari dusun dati 
maupun tanaman dati dimana  hanya anak laki-laki dan keturunannya yang 
berhak untuk memiliki sedangkan anak perempuan tidak berhak memiliki 
dusun dati tersebut. Meskipun orang perempuan tidak bisa memiliki dusun 
dati, mereka berhak turut menikmati selama mereka belum kawin karena 
masih berada dalam perlindungan keluarganya.  

Selain anak dati,  ada juga kepala dati yang merupakan pimpinan tertinggi dari 
sebuah dati. Menurut hukum adat, seorang perempuan tidak bisa menjadi kepala 
dati. Kalaupun ada perempuan yang menjadi anak dati ataupun kepala dati, maka itu 
adalah suatu penyimpangan terhadap hukum adat yang berlaku.  Namun dalam 
perkembangannya ternyata perempuan bisa menjadi kepala dati seperti yang terjadi 
di negeri sirisori Kristen dimana seorang ibu yang bernama Cornelia Nikiyuluw  
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telah menjadi  wakil  kepala  dati  untuk anak  laki-lakinya yang masih di bawah umur 
sesuai keputusan Landrad Saparua No 34/1920.  

Apakah perempuan bisa menjadi raja? 

Sebuah pertanyaan kritis yang sering didengar saat melakukan kegiatan dengan 
perempuan-perempuan adat. Posisi perempuan  dimata hukum adat seperti 2 mata 
uang, di satu sisi bisa dibenarkan tapi di sisi lain tidak. Posisi kepala dati misalnya, 
sesuai hukum adat tidak dibenarkan seorang perempuan menjadi kepala dati,  tapi 
disisi lain hal itu bisa terjadi (kisah di negeri Sirisori Kristen). Kembali pada 
pertanyaan kritis, apakah perempuan bisa menjadi raja?. Raja adalah kepala 
pemerintahan sekaligus kepala adat di satu negeri adat. Negeri (desa) adalah suatu 
persekutuan masyarakat adat berdasarkan teritorial genelogis. Sejarah 
pembentukan negeri tidak terlepas dari sejarah perpindahan manusia dari Pulau 
Seram. Negeri mempunyai wilayah atau daerah petuanan sendiri dengan batas 
teritorial yang jelas terhadap negeri-negeri tetangga. Penduduk negeri  disebut 
sebagai anak negeri dan mempunyai hak dan kewajiban didalam masyarakat adat. 
Dalam struktur  pemerintahan negeri, raja mempunyai kedudukan paling tinggi. 
Dalam hubungan peradilan negeri, raja bertindak sebagai hakim kepala. 
Kedudukannya sebagai kepala adat menempatkan raja sebagai figur sentral dalam 
setiap ritual yang diselenggarakan oleh negeri. Berkenaan dengan pribadi dari calon 
raja haruslah mengikuti ketentuan sebagai berikut menurut hukum adat : 

1. Sedapat mungkin diambil dari orang yang paling terkemuka karena kelahiran 
atau keturunan (anak pertama), dan dari golongan keturunan orang-orang 
pamarentah atau mata rumah perintah ( soa parentah ) . 

2. Jika menurut kebiasaan pamarentah (raja) tidak harus diganti secara turun 
temurun, maka ada hak mendahulukan saudara laki-laki dari bekas pamarentah 
itu, atau anak-anak itu baru bisa dipilih kalau saudara laki-lakinya tidak ada. 
Jadi tidak boleh memilih orang selain dia. 

3. Pergantian raja dilakukan secara turun temurun, maka pertama sekali pilihan 
dijatuhkan kepada anak laki-laki. Apabila tidak ada, maka pilihan  dijatuhkan 
anak laki-laki dari saudara laki-laki. 

Tidak ada referensi apapun yang menguatkan bahwa perempuan bisa menjadi raja 
menurut  hukum adat Ambon Lease. Ada sebagian daerah yang bisa memberikan 
kesempatan kepada perempuan menjadi raja apabila perempuan tersebut tidak 
menikah artinya perempuan tersebut masih memakai fam atau marga dari 
bapaknya,  atau apabila saudara laki-laki tidak bersedia menjadi raja. Akan tetapi 
itu tidak ditegaskan dalam hukum adat yang berlaku, malahan hal semacam ini 
dianggap sebagai pembangkangan terhadap otoritas adat dan melawan kehendak 
leluhur. 

“Perempuan yang sudah menikah tidak bisa menjadi raja karena sudah memakai marga lain 
(marga suaminya). Perempuan juga dianggap tidak mampu dan tidak bisa memimpin karena 
lemah, dan itu bukan kodratnya, menjadi raja bukan hanya memimpin pemerintahan namun juga 
harus  memimpin adat. “ (Hasil wawancara dengan tokoh adat Negeri Tuhaha). 
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“Karena saudara laki-laki saya tidak mau menjadi raja, maka saya diberi kuasa untuk menjadi 
raja. Saya harus melepaskan fam (marga) suami saya dan harus kembali memakai fam asal saya“ 
(Hasil wawancara dengan Ibu Raja Wakasihu). 

Penegasan bahwa perempuan tidak bisa menjadi raja itu didasarkan dari peran dan 
fungsi yang dilakukan. Menjadi raja berarti menjadi kepala pemerintahan dan juga 
menjadi kepala adat. Sebuah tanggung jawab yang sangat besar dan berat.  
Menurut  perspektif adat, itu dianggap tidak bisa dilakukan oleh perempuan. 
Apalagi dilihat dari sejarah perpindahan masyarakat adat dari Pulau Seram ke 
daerah Ambon Lease, dimana harus berperang melawan suku-suku yang lain untuk 
mendapatkan tanah dan daerah petuanan, maka menjadi raja harus kuat, tangguh 
dan pandai dalam berperang. Kondisi inilah yang membuat masyarakat adat 
menganggap perempuan tidak bisa menjadi raja, sebab karakter perempuan adalah 
lambang kesuburan, kebaikan, kelemah lembutan,  dan peran itu hanya cocok 
menjadi ibu rumah tangga yang tugas pokoknya mengurus keluarga. Kesalahan 
menafsirkan kodrat juga dipandang sebagai pemicu kesalahan mentransformasikan 
peran laki-laki dan perempuan dalam adat. 

 

Perlunya Transformasi Budaya Menuju  Maluku Baru 

Sifat kebudayaan adalah berubah dari waktu ke waktu. Perubahan 
kebudayaan dapat disebabkan oleh adanya warga masyarakat yang tidak puas 
dengan yang dipunyainya atau keberhasilan sosial ekonomi dan politik yang 
telah di capainya. Disamping itu pula, kebudayaan cenderung berubah karena 
terpengaruh oleh nilai-nilai kebudayaan yang datang dari luar. Kebudayaan 
juga cenderung berubah karena isi dan corak dari lingkungan sebuah 
masyarakat yang juga cenderung berubah (Suparlan 1997). 

Kebudayaan Ambon Lease sebagaimana halnya dengan kebudayaan yang lain, 
apabila diamati dan dicermati, telah mengalami suatu perubahan mendasar. 
Pergeseran-pergeseran berbagai pranata sosial tradisional sehingga pranata-
pranata kehilangan fungsinya, misalnya pemilihan raja. Sesuai hukum adat maka 
raja adalah kepala pemerintahan. Pada sistim pemerintahan adat, raja diangkat 
diantara kelompok yang memerintah (soa parentah).(Chauvel 1990). Kini, raja bisa 
juga berasal dari soa lain yang diberi kuasa oleh soa parentah untuk memimpin negeri 
tersebut. Walaupun tidak semua negeri adat melakukan hal tersebut,  masih ada 
sebagian negeri yang masih mempertahankan raja berasal dari mata rumah 
parentah ( soa parentah). Pada beberapa negeri masih memberlakukan saniri negeri 
terutama saniri kecil walupun perannya sebatas untuk membicarakan masalah-
masalah adat. Peran politiknya diambil alih oleh Lembaga musyawarah Desa 
(LMD). Fungsi lembaga kewang untuk menjaga lingkungan petuanan negeri dari 
ancaman perusakan, diterapkan berbeda-beda ditiap negeri. Pada beberapa desa 
tidak lagi di temukan kewang. Demikian juga dengan marinyo yang berfungsi 
menyampaikan berita dari raja. Didesa-desa Islam dan Kristen, informasi atau 
pemberitahuan dari raja biasanya disampaikan pada saat ibadah minggu bagi yang 
beragama Kristen, atau shalat Jumat bagi yang beragama Islam.  
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Ibu Tresya  Wattimena : Raja (Ina Latu) Negeri Makariki - Maluku 
Tengah 

 

Peran mauwen (dukun) yang berfungsi penghubung antara manusia dan kekuatan 
supra natura telah digantikan oleh tokoh agama baik Islam mupun Kristen. Bagi 
sebagian masyarakat, adat tetap dianggap penting walaupun hanya sekedar 
bersifat seremonial, seperti upacara adat pelantikan raja yang sangat kaya akan 
nilai kesakralan. Ada juga yang menganggap bahwa adat perlu dipertahankan 
karena menunjukan ketaatan mereka terhadap leluhurnya. Sebagai contoh acara 
cuci negeri, yaitu pemberian mas kawin dan kewajiban memberikan kain berkat 
yang diletakan di baileo (bila seorang gadis menikah dengan pemuda diluar 
negerinya/desa). Pengaruh agama juga terlihat pada beberapa aktivitas masyarakat, 
antara lain ketika pelantikan raja. Acara pelantikan ini diikuti dengan upacara adat 
dan berakhir  dengan upacara keagamaan yang berlangsung di gereja. Pengaruh 
agama yang kuat dalam kehidupan masyarakat telah menempatkan adat dalam sub 
ordinasi. 

Dari perubahan-perubahan yang di kemukakan di atas, menjadi catatan bersama 
bahwa perubahan itu ada dan akan terus ada. Kalau begitu banyak terjadi 
perubahan dalam sistim adat, maka sudah tentu harus ada perubahan pola pikir 
masyarakat adat bahwa bukan hanya laki-laki saja yang bisa menjadi raja,  tetapi 
peran itu juga bisa dilakukan oleh perempuan. Argumentasi tersebut karena dalam 
sejarah  banyak muncul pimpinan-pimpinan perempuan yang memiliki 
kemampuan yang tidak kalah dengan kaum laki-laki.  Kenyataan dan tidak dapat 
dipungkiri lagi bahwa peran itu sudah bisa dilakukan oleh perempuan. walaupun 
perempuan harus mengalami berbagai tantangan, namun dengan semangat dan 
kerja keras ini sudah dapat dibuktikan dengan hadirnya beberapa raja perempuan 
(Ina Latu) seperti mantan raja Negeri Passo, Raja Halong, Raja Wakasihu, Raja 
Tuhaha,  

Raja Makariki, mantan Raja Haruru. Semuanya menunjukan kinerja yang baik 
dan sangat disegani oleh masyarakat dimana mereka pimpin . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Walaupun kami perempuan tapi kami juga bisa memimpin seperti laki-laki, 
malahan saya sudah memimpin 2 periode di negeri Makariki“  
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Ibu Hallija Polanunu : Raja ( Ina Latu ) Negeri Wakasihu 

(hasil wawancara dengan  Ibu raja  Makariki) 

“ Awalnya ada banyak tantangan yang 
datang dari masyarakat, namun dengan 
berjalannya waktu, dan kami bisa 
menunjukkan kemampuan kami, maka 
masyarakat sudah percaya pada kami lagi “ 
(wawancara dengan ibu raja 
Wakasihu) 

“Sudah saatnya perempuan berperan dalam 
berbagai ruang, jangan kordat dijadikan 
batu sandungan dari perjuangan kami 
(perempuan), kami juga mampu seperti 
kaum laki-laki malahan kepemimpinan 
kami lebih baik dan berhasil” (Hasil 
wawancara dengan Mantan Ibu Raja 
Passo) 

“Siapa bilang perempuan penakut, dan tidak 
bisa bernegosiasi, saat konflik kemanusiaan 
melanda Maluku, saya adalah satu-satunya 

raja perempuan yang ikut dalam program perdamaian, saya tidak takut untuk ke wilayah 
basudara muslim demi untuk memperjuangkan perdamaian” (wawancara dengan mantan 
ibu Raja Passo) 

Dari perubahan-perubahan yang dikemukakan di atas dapat dicatat beberapa hal. 
Salah satunya adalah menguatnya sentimen dan solidaritas kelompok yang 
dimaksudkan untuk mempertahankan teritorialnya sebagai upaya untuk 
memelihara kelangsungan hidup, 
meskipun disadari bahwa perubahan-
perubahan di dalam masyarakat tetap 
berlangsung dari waktu ke waktu. 
Perkembangan agama yang begitu pesat 
bukan saja berakibat terhadap 
perubahan pola tatanan masyarakat 
yang telah terbina sejak dahulu kala, 
melainkan juga berpengaruh terhadap 
penguatan sentimen dan solidaritas 
kelompok. Pada dasarnya, kelompok-
kelompok itu sudah tersegregasi 
menurut agama tertentu. oleh karena 
itu dibutuhkan adanya katup 
pengaman dalam bentuk revitalisasi  
atau perubahan  tatanan-tatanan 
tradisional yang telah ada. Ny. Maria Tanalepy : Raja  (Ina Latu) Negeri Tuhaha 

Tengah 
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Pertanyaannya: Revitalisasi  budaya macam apa yang diperlukan untuk 
membangun budaya baru yang demokratis berwawasan gender ke depan? 

Pemahaman dan kesadaran gender, termasuk di Maluku, amat dipengaruhi oleh 
kesadaran global dan nasional mengenai penting serta urgensinya penegakan HAM 
dan Demokrasi dalam segenap bidang kehidupan publik dan privat. Kesadaran 
seperti ini telah dialami oleh banyak orang Maluku, baik di perkotaan maupun 
lambat laun ke pedesaan. Kesadaran ini terbangun melalui banyak media, seperti 
media pendidikan, media massa, pergaulan dan interaksi sosial dengan pihak luar, 
termasuk mengalami pembaharuan di perantauan. 

Perlu dilakukan kajian-kajian yang nyata dan berkualitas yang dapat 
membandingkan dan menginventarisir serta  membuat penyatuan   mengenai 
unsur-unsur budaya Maluku yang sama dan mirip (prinsip similaritas) serta 
relevan guna mendukung pengembangan HAM,  demokrasi, dan berwawasan 
gender (Ben Mboi, 2000). Perlu dilakukan semacam perubahan  dimana tidak lagi 
menganggap budaya adalah sesuatu yang mutlak dan sakral (khususnya pada segi 
normatifnya) dalam pengertian tidak terlalu menganggap nilai budaya sebagai 
absolut, mutlak,  final, dan merupakan pemberian dari leluhur yang tidak bisa di 
rubah. Hendaknya terus dikaji dan kembangkan dimensi kognitifnya yang lebih 
kontekstual ( utuh ), relevan dan dinamis sesuai dengan kebutuhan sosial saat ini 
dan nantinya mendukung HAM, demokrasi dan berwawasan gender (Alam, 2000, 
Kleden 1987). Kajian proses dan produk budaya yang dinamis tersebut pada 
saatnya perlu disosialisasikan dan dimanfaatkan melalui praktek pendidikan dan 
praksis pembangunan umumnya, serta lebih khusus melalui strategi rekayasa 
kebudayaan lokal ke depan. 

Pemerintah Provinsi Maluku mempunyai rencana kebijakan pembangunan daerah 
yang terkenal dengan Renstra. Di dalam Renstra (rencana strategis) pemerintah 
daerah telah merumuskan visi dan misi yang merupakan cita-cita atau mimpi-
mimpi yang harus diwujudkan melalui berbagai program kegiatan pembangunan. 
Di dalam Renstra disebutkan bahwa pemerintah akan  melakukan upaya-upaya 
revitalisasi nilai-nilai budaya daerah sebagai sumber daya  yang dapat 
dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal. 
Salah satu program dalam bidang hukum ialah inventarisasi dan kodifikasi hukum 
dalam Peraturan Daerah berbagai bidang.  

 
Hal ini cukup menarik, tetapi bila dikaitkan dengan eksistensi hukum adat sebagai 
hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, maka 
upaya kodifikasi (dibuat dalam bentuk tertulis atau dibukukan) perlu dikaji lebih 
dalam tentang aspek-aspek positif dan negatifnya. Artinya semua kebijakan patut 
diperhitungkan berbagai dampak, yang muncul kemudian. Jika kodifikasi tidak 
menjadikan hukum adat menjadi kaku, maka sudah waktunya kodifikasi 
dilakukan. Namun jika hal itu berdampak bagi dinamika dan perkembangan 
hukum adat sebagai hukum yang dinamis, maka perlu dipertimbangkan sebelum 
diambil langkah tertentu. 
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Oleh karena itu perlu langkah-langkah bijaksana dalam merumuskan peraturan 
daerah, sehingga tidak terjebak dalam perumusan yang mungkin saja dapat 
berdampak negatif bagi hukum adat dan masyarakat adat itu sendiri. Peraturan 
Daerah harus luwes dan dapat memberikan tempat yang wajar bagi tumbuh 
kembangnya hukum adat dan masyarakat adat. Minimal peraturan daerah 
mengakui eksistensi hukum adat dan masyarakat adat. Arah dan kebijakan 
pemerintah daerah Maluku dalam menata hukum adat di Maluku belum 
dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Upaya kodifikais hukum adat 
sebenarnya merupakan suatu langkah yang patut dipertimbangkan dikaitkan 
dengan sifat hukum adat sebagai hukum yang hidup (living law). Arah dan 
kebijakan hukum adat harus disesuaikan dengan dinamika yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat.  

Sebagai seorang perempuan yang juga adalah bagian dari masyarakat adat, maka 
cita-cita terbesar adalah hidup damai dalam ruang dan bingkai adat yang adil.  
Maka dari itu perlu adanya gerakan bersama untuk menuju adat yang adil dan 
setara dengan melakukan pemaknaan ulang terhadap adat yang berlaku di bumi 
Maluku. semoga akan muncul banyak Raja perempuan  (Ina latu)  dikemudian 
hari. 

 

                                                           
 

Materi 3 PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN NEGARA 

PRINSIP ANTI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN 
 
 

Pasal 2 CEDAW: 
Negara-negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua 
bentuknya, bersepakat untuk  mengejar dengan semua sarana yang tepat tanpa 
ditunda-tunda suatu kebijakan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan 
dan untuk tujuan ini, berusaha: 
1. Mencantumkan asas persamaan laki-laki dan perempuan ke dalam konstitusi-

konstitusi nasional mereka atau perundang-undangan lain yang tepat bila 
belum dimasukkan ke dalamnya dan menjamin, melalui hukum dan sarana-
sarana lain yang tepat, realisasi praktis dari asas ini;  

2. Membuat peraturan perundang-undnagan yang tepat dan peraturan-peraturan 
lainnya, termasuk sanksi-sanksi melarang segala diskriminasi terhadap 
perempuan;  

3. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar 
yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan 
nasional yang kompeten;  

4. Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap 
perempuan dan menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-
lembaga negara akan bertindak sesuai kewajibannya tersebut;  
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5. Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi 

terhadap perempuan oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan;  
6. Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-

undang, untuk mengubah dan menghapus undang-undang, peraturan-
peraturan, kebiasaan-kebiasaan, dan praktek-praktek yang diskriminatif 
terhadap perempuan;  

7. Mencabut semua ketentuan hukum nasional vang merupakan diskriminasi 
terhadap perempuan.  

 
Dalam penegakan HAP (Hak Asasi Perempuan) sudah seharusnya mengacu pada 
pendekatan berbasis hak (right based approach) dengan menekankan beberapa 
prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Equality, HAP harus dimiliki secara sama oleh setiap perempuan dari segala 

lapisan. 
2. Indivisibility, suatu hak tidak dapat dialihkan oleh hak-hak yang lain, namun 

dapat dilakukan dengan membuat prioritas-prioritas.  
3. Standart perform, pendekatan hak biasanya melibatkan target-target jumlah 

dan ada usaha-usaha untuk memonitor capaian, sebagai misal, UN Conference 
telah membuat terget-target khusus yang kemudian dikonsolidasikan sebagai 
UN MDGs. 

4. Participation, pendekatan hak tidak hanya bicara soal pemenuhan hak itu, 
tapi juga jalan bagaimana pemenuhan hak itu dicapai. Masyarakat harus bisa 
berpartisipasi secara penuh dalam menentukan hak-hak dan menentukan 
prioritas-prtioritas. 

5. Empowerment; orang yang dapat meminta hak-haknya akan merasa lebih 
pada posisi yang powerfull dan biasanya lebih asertif.  

6. Akuntabilitas, harus ada mekanisme dan institusi yang mengatur soal 
akuntabilitas ini, terutama untuk membuktikan janji-janji pemerintah itu 
dalam usaha pemenuhan hak-hak perempuan  
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Materi 3 PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN NEGARA 

 

PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUANi 

 
Taty Krisnawati dan Marzuki Wahid 

 
 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga secara mutlak 
menjamin dan melindungi hak-hak perempuan. Perempuan sebagaimana laki-laki 
adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak-hak dasar yang melekat 
pada hakikat dan keberadaannya sebagai manusia.  
 
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan 
tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan 
demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan 
kecerdasan serta keadilan (Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia). 
 
Hak perempuan adalah hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, 
dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan 
dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara, terutama pemerintah, 
bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 
asasi manusia (Pasal 28I Ayat 4).  
 
Sebagai bagian dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak 
perempuan, UUD Negara RI 1945 menegaskan 40 hak konstitusional warga negara 
yang dijamin Konstitusi. Secara keseluruhan, hak-hak tersebut dikategorikan ke 
dalam 14 rumpun,i sebagaimana uraian berikut:  
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40 HAK KONSTITUSIONAL  
(DALAM 14 RUMPUN) 

 
 

I. HAK ATAS KEWARGANEGARAAN 
1 Hak atas status kewarganegaraan.  Ps 28 D (4) 
2 Hak atas kesamaan kedudukan di dalam 

hukum dan pemerintahan. 
Ps 27 (1) 

 
II. HAK ATAS HIDUP 
3 Hak untuk hidup dan mempertahankan 

hidup dan kehidupannya. 
Ps 28 A, 28 I (1) 

4 Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang. 

Ps 28 B (2) 

 
III. HAK UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI 
5 Hak untuk mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 
budaya. 

Ps 28 C (1) 

6 Hak atas jaminan sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya 
secara utuh sebagai manusia bermartabat. 

Ps 28 H (3) 

7 Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosial.  

Ps 28 F 

8 Hak atas pendidikan.  Ps 31 
 

IV. HAK ATAS KEMERDEKAAN PIKIRAN & KEBEBASAN 
MEMILIH 
9 Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani.  
Ps 28 I (1) 

10 Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Ps 28 E (2) 
11 Hak untuk bebas memeluk agama dan 

beribadat menurut agamanya.  
Ps 28 E (1), 29 (2) 

12 Hak untuk bebas memilih pendidikan, 
pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, 
dan tempat tinggal. 

Ps 28 E (1) 

13 Hak atas kebebasan berserikat.  Ps 28 E (3) 
14 Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap 

sesuai dengan hati nurani. 
Ps 28 E (2) 
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V. HAK ATAS INFORMASI 
15 Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi. 
Ps 28 F 

16 Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis 
saluran yang tersedia.  

Ps 28 F 

 
VI. HAK ATAS KERJA & PENGHIDUPAN LAYAK 
17 Hak atas penghidupan dan pekerjaan yang 

layak bagi kemanusiaan.  
Ps 27 (2) 

18 Hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan 
dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja.  

Ps 28 D (2) 

19 Hak untuk tidak diperbudak.  Ps 28 I (1) 
 

 
VII. HAK ATAS KEPEMILIKAN & PERUMAHAN 
20 Hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Ps 28 H (4) 
21 Hak untuk bertempat tinggal. Ps 28 H (1) 

 
VIII. HAK ATAS KESEHATAN & LINGKUNGAN SEHAT 
22 Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.  Ps 28 H (1) 
23 Hak untuk mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. 
Ps 28 H (1) 

24 Hak untuk memperoleh layanan kesehatan. Ps 28 H (1) 
 

IX. HAK BERKELUARGA 
25 Hak untuk membentuk keluarga. Ps 28 B (1) 

 
X. HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM & KEADILAN 
26 Hak atas pengakuan, jaminan dan 

perlindungan dan kepastian hukum yang 
adil. 

Ps 28 D (1) 

27 Hak atas kesamaan di muka hukum.  Ps 28 D (1) 
28 Hak untuk diakui sebagai pribadi di 

hadapan hukum.  
Ps 28 I (1) 

 
 
XI. HAK BEBAS DARI ANCAMAN, DISKRIMINASI & KEKERASAN 
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29 Hak atas rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 
asasi. 

Ps 28 G (1) 

30 Hak untuk bebas dari penyiksaan atau 
perlakuan yang merendahkan derajat 
martabat manusia.  

Ps 28 G (2) 

31 Hak untuk bebas dari perlakuan 
diskriminatif. 

Ps 28 I (2) 

32 Hak untuk mendapat kemudahan dan 
perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan.  

Ps 28 H (2) 

 
XII. HAK ATAS PERLINDUNGAN 
33 Hak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta 
benda yang di bawah kekuasaannya. 

Ps 28 G (1) 

34 Hak untuk mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif.  

Ps 28 I (2) 

35 Hak atas perlindungan identitas budaya 
dan hak masyarakat tradisional yang 
selaras dengan perkembangan zaman dan 
peradaban. 

Ps 28 I (3) 

36 Hak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.  

Ps 28 B (2) 

37 Hak untuk memperoleh suaka politik dari 
negara lain. 

Ps 28 G (2) 

 
XIII. HAK MEMPERJUANGKAN HAK 
38 Hak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif. 
Ps 28 C (2) 

39 Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, 
dan mengeluarkan pendapat.  

Ps 28 

 
XIV. HAK ATAS PEMERINTAHAN 
40 Hak untuk memperoleh kesempatan yang 

sama dalam pemerintahan.  
Ps 28 D (3) 
 

 
Prinsip non-diskriminasi merupakan karakter utama dari hak-hak tersebut. Setiap 
hak yang disebutkan dalam UUD Negara RI 7945 ditujukan kepada ‘setiap orang’–
bukan kepada kelompok istimewa tertentu, bukan kepada penduduk mayoritas, 
dan juga bukan kepada jenis kelamin tertentu. Laki-laki dan perempuan 
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merupakan pemilik hak yang dimaksud UUD Negara RI 1945 tanpa pembedaan 
sama sekali. 
  
Jaminan dan perlindungan tanpa kecuali dijabarkan secara eksplisit dalam pasal 
tersendiri yang menyatakan hak setiap orang untuk bebas dari diskriminasi. 
Konstitusi menegaskan kedudukan dan hak yang sama bagi setiap orang, baik laki-
laki maupun perempuan, dalam kehidupan bermasyarakat baik di bidang politik, 
ekonomi, sosial budaya, hukum, dan bidang kemasyarakatan lainnya.  
 
”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif itu” (Pasal 28I Ayat 2).  Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang 
berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif yang dialami dan 
berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (pasal 
28 H ayat 2).  
 
Perlakuan khusus bagi perempuan dijamin dan dilindungi UU Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 49 Ayat 2 dan 3 dinyatakan bahwa 
perempuan memiliki hak khusus yang melekat pada dirinya dikarenakan fungsi 
reproduksinya. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus 
dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat 
mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi 
reproduksi perempuan.  
 
Hak untuk mendapatkan kemudahan atau perlakuan khusus merupakan peluang 
yang disediakan Konstitusi untuk memperbaiki sistem yang diskriminatif dan 
memastikan hak-hak warga negara terpenuhi demi keadilan dan kesetaraan.  
 
Dengan demikian, segala bentuk diskriminasi adalah pelanggaran hak asasi 
manusia; oleh karena itu diskriminasi harus dihapuskan dari sendi-sendi 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila 
dan UUD Negara RI 1945.[] 
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Materi 3:  Perempuan Dalam Kebijakan Negara 

 
  

Atas Nama Otonomi Daerah: 
Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesiai 

 
Oleh: 

Andy Yentriyani, dkk. 
 
 
Ringkasan Eksekutif 
Mekanisme nasional saat ini tidak mampu memastikan pemenuhan jaminan hak 
konstitusional bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi atas dasar apa pun. 
Kehadiran kebijakan daerah yang diskriminatif menyebabkan Indonesia semakin 
jauh dari cita-cita negara-bangsanya untuk menghadirkan kesejahteraan, keadilan 
dan kebinekaan bagi semua.   
 
Sebanyak 154 kebijakan daerah yang diterbitkan di tingkat provinsi (19 kebijakan), 
tingkat kabupaten/kota (134 kebijakan) dan di tingkat desa (1 kebijakan) antara 
1999 dan 2009 menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, baik dari tujuan maupun 
sebagai dampaknya. Kebijakan daerah tersebut diterbitkan di 69 kabupaten/kota di 
21 provinsi dan lebih dari setengah kebijakan daerah yang diskriminatif itu (80 
kebijakan) diterbitkan nyaris serentak, yaitu antara 2003 dan 2005. Jawa Barat, 
Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan 
Jawa Timur adalah 6 provinsi yang kabupatennya paling gemar menerbitkan 
kebijakan daerah yang diskriminatif. Hanya ada 39 kebijakan daerah di tingkat 
provinsi (14 kebijakan), kabupaten/kota (22 kebijakan) dan desa (3 kebijakan) 
yang bertujuan memenuhi hak korban atas pemulihan.  
 
Sebanyak 63 dari 154 kebijakan daerah tersebut secara langsung diskriminatif 
terhadap perempuan melalui pembatasan hak kemerdekaan berekspresi (21 
kebijakan mengatur cara berpakaian), pengurangan hak atas perlindungan dan 
kepastian hukum karena mengriminalkan perempuan (37 kebijakan tentang 
pemberantasan prostitusi), penghapusan hak atas perlindungan dan kepastian 
hukum (1 kebijakan tentang larangan khalwat), dan pengabaian hak atas 
perlindungan (4 kebijakan tentang buruh migran). Selebihnya, 82 kebijakan daerah 
mengatur tentang agama yang sesungguhnya merupakan kewenangan pusat. 
Kebijakan ini berdampak pada pembatasan kebebasan tiap warga negara untuk 
beribadat menurut keyakinannya dan mengakibatkan pengucilan kelompok 
minoritas. Sembilan kebijakan lain merupakan pembatasan terhadap kebebasan 
memeluk agama bagi kelompok Ahmadiyah. Semua hak yang dibatasi atau 
dikurangi ini merupakan hak-hak konstitusional yang dijamin bagi setiap warga 
negara Indonesia tanpa kecuali, terutama hak atas (a) kedudukan yang sama dalam 
hukum dan pemerintahan, (b) kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai 
dengan hati nurani, (c) penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, (d) 
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perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak 
asasi dan (e) bebas dari perlakuan diskriminatif.   
 
Kebijakan yang diskriminatif lahir dari praktik pengutamaan demokrasi 
prosedural. Praktik ini mengandung unsur eksploitasi ketidaksempurnaan 
mekanisme partisipasi dan akuntabilitas publik dan pembiaran tirani “kehendak 
mayoritas” lokal, yang berjalan selaras dengan politik pencitraan, kevakuman 
perlindungan substantif, serta pengerdilan kemandirian masyarakat akibat 
intervensi negara yang berlebihan dalam hal agama/moralitas. Pengutamaan 
demokrasi prosedural ini menyebabkan defisit kualitas demokrasi dan 
mengarahkan Indonesia ke kondisi kritis karena mempertaruhkan bangunan 
negara-bangsa Indonesia.   
 
Kebijakan daerah yang diskriminatif juga telah menyebabkan pengikisan 
kewibawaan dan kepastian hukum. Kondisi ini hadir sebagai akibat dari kebijakan 
daerah yang berisikan pengaturan yang tidak efektif, bahkan juga ada yang sia-sia, 
dan membuka celah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Juga, karena 
kebijakan daerah yang diskriminatif melakukan kriminalisasi dan pemiskinan 
terhadap perempuan serta menciptakan “polisi moral” yang tidak segan 
menggunakan kekerasan terhadap anggota masyarakat, khususnya perempuan atas 
nama pelaksanaan kebijakan daerah itu.   
Sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini belum mampu mencegah dan 
mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh kebijakan daerah yang  diskriminatif. 
Departemen Dalam Negeri dan Mahkamah Agung belum menunjukkan 
kepemimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sementara itu, 
Mahkamah Konstitusi tidak dapat menyentuh kebijakan daerah yang melanggar 
konstitusi.   
 
Atas dasar temuan-temuan di atas, Komnas Perempuan mengajukan 20 
rekomendasi, antara lain kepada:  
1. Presiden terpilih Republik Indonesia agar segera membatalkan demi hukum 

semua kebijakan daerah yang diskriminatif dan melanggar hak asasi warga 
negara, sebagaimana dialami oleh perempuan dan golongan minoritas, atas 
dasar tanggung jawab negara untuk pemenuhan HAM.  

2. Ketua Mahkamah Agung agar meningkatkan daya tanggap Mahkamah Agung 
terhadap permohonan uji materi dari masyarakat terkait peraturan daerah 
(perda) yang diskriminatif dan, demi hukum, membatalkan semua perda yang 
diskriminatif dalam maksud ataupun dampak. 

3. MPR agar menyelenggarakan amandemen UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 untuk menyempurnakan mekanisme nasional yang efektif 
menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara tanpa 
kecuali, termasuk dengan memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi 
(MK) dalam uji konstitusional materi perundang-undangan agar sampai ke 
tingkat terendah di bawah undang-undang dan memberi kewenangan baru 
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bagi MK untuk menciptakan mekanisme constitutional complaint yang dapat 
diakses oleh setiap warga negara.   

4. DPR RI hasil pemilu 2009 agar melakukan amandemen terhadap berbagai 
produk undang-undang yang kondusif bagi pembentukan perda-perda yang 
diskriminatif dan bertentangan dengan jaminan konstitusional.  

5. Kepala pemerintahan daerah agar mengambil langkah proaktif untuk 
membatalkan perda dan ranperda (rancangan perda), yang diskriminatif 
ataupun berpotensi mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan 
kelompok minoritas, dalam kerangka pemenuhan jaminan konstitusional bagi 
setiap warga negara tanpa kecuali dan demi menjaga integritas hukum 
nasional, serta memperbaiki mekanisme penerimaan dan penanganan bagi 
pengaduan masyarakat tentang sikap dan perilaku aparat Satuan Polisi 
Pamong Praja dan, untuk Aceh, Wilayatul Hisbah, yang melakukan tindak 
pemerasan dan pelecehan seksual saat menjalankan tugasnya.  

6. DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilu 2009 agar memperbaiki mekanisme 
partisipasi publik dalam seluruh proses perumusan kebijakan untuk 
memastikan akses yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan dan 
untuk menjadikan penetapan kebijakan sebagai produk dari perdebatan 
publik yang demokratis.  

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar meningkatkan efektivitas 
mekanisme HAM nasional dalam menangani segala bentuk diskriminasi yang 
dialami masyarakat sebagai pelanggaran HAM.  

8. Organisasi-organisasi masyarakat sipil agar meningkatkan kualitas dan 
cakupan pendidikan politik – termasuk pendidikan kewarganegaraan di 
sekolah-sekolah – dengan fokus kepada jaminan konstitusional dan untuk 
membangun resiliensi masyarakat terhadap bahaya politisasi identitas. 

 

Materi 4:  Globalisasi dan Tren Fundamentalisme Agama 
 

Revolusi Seks di Era Globali 

Ratna Batara Munti 

 
Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 25 Juli 2003, berlangsung pesta pemberian 
anugerah poligamy award di sebuah hotel megah, Aryaduta di Jakarta. Kegiatan ini 
dipelopori oleh seorang pebisnis ayam bakar “Wong Solo”, Puspo Wardoyo, yang 
mengkampanyekan keberhasilannya berpoligami hingga empat isteri. Namun, jauh 
sebelum hajatan itu terjadi, wacana mengenai poligami telah mewarnai 
pemberitaan di sejumlah Surat Kabar dan media lainnya, juga berbagai forum 
diskusi di Yogyakarta dan Jakarta, serta memunculkan perdebatan yang hangat 
hingga respon penolakan yang cukup sengit, terutama dari kelompok-kelompok 
yang selama ini memperjuangkan isu kesetaraan dan keadilan. 
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Fenomena ini cukup menarik dicermati. Pertama, ia muncul di tengah konteks 
masyarakat Indonesia (khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan 
Yogyakarta) yang saat ini tengah memasuki Milenium baru (abad ke-21) atau 
tepatnya berada dalam suatu globalisasi dengan berbagai fenomena perubahan 
dalam konteks sosial ekonomi dan politik. 
 
Globalisasi dipahami sebagai “suatu rangkaian transformasi yang saling 
memperkuat dan yang terjadi kurang lebih secara simultan, seluruh proses di mana 
orang-orang di penjuru dunia menyatu ke dalam masyarakat tunggal, masyarakat 
global.”i Keterhubungan antara orang-orang yang semakin memperkecil jarak 
mereka ini dimungkinkan oleh perkembangan teknologi informasi yang demikian 
pesat dan cepat. Dengan teknologi informasi ini dan ekonomi yang super canggih, 
mereka mengatasi batas-batas negara dan memunculkan apa yang disebut Giddens 
sebagai “kampung global” (global village).i 
 

Globalisasi membawa perubahan tidak hanya pada tataran makro ekonomi politik, 
tetapi juga di tingkat mikro, khususnya pada tataran seksualitas dan keluarga. 
Giddens mengidentifikasi adanya perubahan mendasar di masyarakat maju (Barat), 
yakni pada kehidupan seksualitas mereka yang semakin terlepas dari cengkeraman 
tradisi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di dunia Barat, tetapi juga di masyarakat 
lain yang lebih tradisional. Artinya, fenomena ini merupakan fenomena global 
(revolusi global), di mana mereka semakin mengalami apa yang disebut 
detradisionalisasi, meski tidak berarti bahwa tradisi itu lenyap. Yang terjadi adalah 
munculnya sikap mempertanyakan dan resistensi terhadap tradisi serta semakin 
sedikitnya tradisi yang dihayati secara tradisional dengan cara mempertahankan 
klaim-klaim internal kebenarannya.i Tuntutan demokratisasi ternyata tidak hanya 
berlangsung di gedung Parlemen atau wilayah politik kenegaraan, tetapi juga di 
kawasan yang dipandang selama ini sebagai privat. 
 
Kedua, isu poligami pastinya bukanlah isu yang baru; praktiknya telah ada sebelum 
Kartini lahir. 29 tahun lalu pemerintah Indonesia bahkan telah melegalkan dan 
mengaturnya dalam sebuah UU Perkawinan yang berlaku untuk semua penduduk. 
Pewacanaan poligami saat ini dimunculkan kembali “seolah” ia merupakan hal yang 
baru dan cukup berhasil menyedot perhatian publik saat ini. Meski demikian, pada 
dasarnya fenomena poligamy award merupakan kemasan baru dengan isi yang sama, 
yakni merupakan suatu bentuk reproduksi wacana seksualitas yang menekankan 
superioritas seksual jenis kelamin laki-laki atas perempuan. Namun yang menarik 
untuk dicermati, konteks apa dan bagaimana wacana itu dimunculkan kembali dan 
dengan cara atau bungkus seperti apa sehingga wacana yang dipicunya menjadi 
perhatian publik. 
 
Di era globalisasi saat ini, segala jenis keterbukaan dan kemudahan bagi warga 
kosmopolit--dalam kampung global--dimungkinkan oleh perkembangan teknologi 
komunikasi. Keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses informasi apapun, 
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khususnya berkaitan dengan seksualitas manusia, telah memunculkan berbagai 
wacana dan perdebatan menyangkut nilai-nilai selama ini dipandang baku dan 
sacral, seperti moralitas seksualitas keluarga patriarki. Menurut Giddens, hanya 
sedikit negara di dunia yang tidak mengalami diskusi intensif tentang kesetaraan 
seksualitas, regulasi seksualitas, dan masa depan keluarga.i 
 

Dalam konteks ini, wacana poligami muncul di tengah-tengah pewacanaan aneka 
ragam bentuk resistensi terhadap keluarga tradisional, seperti pilihan untuk 
melajang, orang tua tunggal, trend perselingkuhan, gerakan kebebasan seksual bagi 
homoseksualitas, dan wacana kesetaraan gender. Pewacanaan-pewacanaan ini 
dapat dihubungkan dengan keberadaan gerakan sosial bagi politik-politik identitas 
atau apa yang disebut Giddens sebagai politik pilihan hidup (perjuangan politik 
bagi alternartif-alternatif pilihan hidup), berbeda dari ciri gerakan sosial pada masa 
sebelumnya yang berkutat pada politik emansipasi. Globalisasi dengan 
perkembangan teknologi dan informasinya telah mempercepat pembentukan 
politik identitas seiring menguatnya wacana HAM Internasional.i Dapat dikatakan, 
di era globalisasi ini semakin terjadi pemisahan antara seksualitas dari reproduksi. 
Prokreasi tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan dalam perkawinan, tetapi rekreasi 
juga sebagai tujuan yang harus diraih. Gerakan untuk mewujudkan hak-hak atas 
kesehatan reproduksi meski diikuti dengan perwujudan terhadap hak-hak seksual 
(Konferensi Kairo tentang Kependudukan, ICPD, 1994). 
 
Seperti politik identitas lainnya, wacana poligami juga bagian dari gerakan politik 
identitas, yang muncul secara berhadap-hadapan atau dapat dikatakan resisten 
terhadap bentuk-bentuk identitas lain, yang dimungkinkan dengan adanya 
toleransi kosmopolitan saat ini. Penghormatan terhadap HAM, demokratisasi, dan 
nilai-nilai universal lainnya serta toleransi atas kompleksitas budaya sebagai ciri 
masyarakat kosmopolitan, dalam perkembangannya, membuahkan politik-politik 
identitas tertentu--yang kerap kali dimaknai sebagai gaya hidup permisif dan terasa 
mengancam sendi-sendi moralitas tradisional bagi kelompok yang selama ini 
berlindung di balik tradisi yang ada. 
 
Munculnya wacana poligami sebagai politik identitas yang diusung oleh kelompok 
agama tertentu tergolong sebagai bagian dari permunculan gerakan 
fundamentalisme di era globalisasi. Meskipun begitu, fundamentalisme sebenarnya 
bukan hanya monopoli kelompok agama, tetapi lebih merupakan paham yang 
mengekspresikan keinginan untuk kembali pada kemudahan dan keamanan yang 
diperoleh dari aturan perilaku tradisional, termasuk dalam konteks ini bagaimana 
mempertahankan nilai-nilai tradisional keluarga (patriarkal).i 
 
Fundamentalisme itu sendiri, menurut Giddens adalah “tradisi yang terkepung”. 
Inilah tradisi yang dipertahankan secara tradisional dengan mengacu pada 
kebenaran ritual di dunia yang dilanda globalisasi menurut penalaran. Namun, 
fundamentalisme juga merupakan anak globalisasi, karena ia menanggapi dan 
memanfaatkan globalisasi seperti penggunaan teknologi komunikasi.i Dengan 
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demkian, sama seperti kelompok kosmopolitan, para pendukung poligami era kini 
pun dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dan media komunikasi untuk 
memasarkan identitasnya. Mereka juga sama-sama berpeluang memanfaatkan dan 
merebut ruang publik, yang dengan senang hati disediakan oleh kapitalis media. 
Namun, sejauhmana perebutan itu dimungkinkan di tingkat wacana dan 
sejauhmana ia mencerminkan apa yang ditulis Giddens, bahwa abad ke-21 adalah 
ajang tempur antara kelompok yang mendukung kesetaraan perempuan dan yang 
menganggapnya sebagai kebarat-baratan, impor, tidak nasionalis, sekuler? 

 
Globalisasi adalah istilah untuk menunjuk suatu proses yang terdiri dari 
serangkaian unsur-unsur eksternal, yang bersifat obyektif dan mengubah dunia. 
Bila globalisasi merupakan proses perubahan pada tataran material atau eksternal, 
maka globalisme adalah perubahan pada tataran kesadaran reflektif dan subyektif 
pada individu.i Namun, kebanyakan sosiolog menempatkan globalisme tidak 
terpisah dan menjadi karakteristik dari globalisasi. 
 
Beberapa istilah lain dikemukakan untuk menjelaskan masyarakat global yang 
sedang terbentuk saat ini. Daniel Bell dan Alain Tourine menggunakan Post 
Industrial Society, kata “Post” merujuk pada pengertian bahwa orang bergerak 
mengatasi (beyond) bentuk nama (industrial). Selain itu, istilah Information Society 
atau Knowledge Society untuk menunjuk bahwa sistem informasi atau 
pengetahuanlah yang menjadi utama dan menjadi basis dari sistem produksi 
masyarakat saat ini. Juga istilah Service Society untuk menunjuk pelayanan-terutama 
jasa informasi menjadi lebih penting dan hampir menggantikan kerja buruh di 
pabrik-pabrik sekarang. Selain itu, era ini ditandai dengan munculnya Risk Society 
(istilah yang dikemukakan oleh Ulrect Beck) yang menunjuk pada munculnya 
ancaman-ancaman lingkungan global yang diciptakan sendiri oleh manusia.i 
 
Waters mencirikan globalisasi sebagai suatu proses yang memperlihatkan bahwa 
batasan-batasan geografis atas pengaturan-pengaturan sosial dan budaya semakin 
menyusut, dan orang-orang semakin sadar bahwa mereka sedang menyusut. 
Adapun karakteristiknya sebagai berikut: 
1. Meningkatnya kecepatan gerakan (entah melalui teknologi komunikasi atau 

travel) maupun sirkulasi volume (dari barang-barang, pesan, simbol) secara 
massif. 

2. Penyusunan ruang, yang diekspresikan dalam waktu dan jarak yang semakin 
pendek dan susut. Globalisasi, dengan begitu, adalah penghapusan ruang dan 
generalisasi waktu. Ia beroperasi di atas basis pesan-pesan, imaji-imaji, dan 
simbol-simbol yang telah dibebaskan dari batasan-batasan ruang dan waktu. 

3. Batas yang bisa ditembus. Apakah itu batas secara geografis maupun politis, ia 
mudah ditembus seiring dengan meningkatnya kesalingterhubungan di antara 
orang-orang, entah melalui jalur perdagangan, turisme, atau elektronik. 
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Bagi Anthony Giddens, globalisasi langsung dihubungkan dengan perkembangan 
masyarakat moderen menuju industrialisasi dan akumulasi sumberdaya-
sumberdaya material yang lebih merupakan kontinuitas atau keberlanjutan dari 
modernitas, ketimbang memutus modernitas. Periode kontemporer inilah yang 
kemudian ia istilahkan sebagai “modernitas tinggi”, yakni tahap modernitas yang 
saat ini bergerak ke dalam tahap global: masyarakat menjadi sebuah “masyarakat 
dunia” dan individu-individunya dihadapkan dengan institusi–institusi sosial yang 
juga mengglobal. 
 
Globalisasi, Refleksivitas, dan Politik Gaya Hidup (Politik Identitas) 
Karakteristik penting dari globalisasi adalah munculnya apa yang disebut 
refleksivitas pada individu-individu. Giddens dan Beck menegaskan tumbuhnya 
sejumlah aktor-aktor sosial yang berdaya atau memiliki kemampuan menjalankan 
refleksivitas (reflekxivity) dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai komponen 
subyektif yang penting dalam globalisme (budaya global). Individu-individu 
refleksif cenderung menjadi sadar diri dan berpengetahuan. Mereka berupaya 
membentuk kehidupan mereka sendiri dengan mendefinisikan ulang dunia sekitar 
mereka. Refleksivitas menunjuk pada kualitas dan self-awarness, self-knowledge, dan 
kontemplasi. Ia merupakan kapasitas yan dimiliki individu untuk bergantung pada 
diri sendiri secara kritis (capacity for critical self-determination).i 
 
Dengan kualitas reflektif tersebut, orang-orang mengorientasikan dirinya dengan 
dunia sebagai warga lokal maupun global (kosmopolitan). Situs-situs lokal di mana 
saja semakin punya peluang berinteraksi dengan global. Dengan begitu, globalisasi 
adalah juga personal, yakni bahwa orang-orang sekarang semakin “berpikir secara 
global” dan jauh lebih “sadar secara global” daripada sebelumnya.i Muncul apa yang 
disebut Giddens sebagai “modernitas refleksif” (reflexive modernity), yakni suatu 
komponen esensial dari proses globalisasi yang dicirikan oleh meningkatnya arus 
informasi, imaji-imaji, simbol-simbol, dan identitas-identitas lifestyle yang bisa 
diperoleh atau dibeli. 
 
Modernitas reflektif mendorong terjadinya pergeseran di mana politik tidak lagi 
mengacu pada apa yang biasanya disebut “publik”, melainkan juga mencakup 
kawasan “privat”. Muncul gerakan politik pilihan hidup (life politics) yang 
memperjuangkan alternatif pilihan hidup. Giddens membedakan politik terakhir 
ini dengan gerakan politik emansipasi yang menandai era sebelumnya yang 
menekankan politik bagi kesempatan hidup, seperti gerakan buruh.i 
 
Globalisasi dan Risiko 
Seiring munculnya individu-individu yang refleksif, globalisasi juga semakin 
melibatkan setiap orang dalam suatu jaringan risiko (risk) dan kepercayaan (trust). 
Individu didorong untuk percaya pada “ahlinya”, pada pengetahuan alam dan obat-
obatan, namun tidak seorang pun yang bisa meramalkan datangnya AIDS dan 
penyakit sapi gila. Semua manusia saat ini hidup dalam dunia yang penuh risiko. 
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Giddensi membedakan risiko-risiko buatan yang muncul dan menjadi ciri 
globalisasi dengan risiko eksternal. Risiko buatan adalah risiko yang tidak datang 
dari luar, dari ketentuan tradisi atau alam, tetapi yang tercipta sebagai dampak dari 
perkembangan pengetahuan tentang dunia dan lingkungan manusia. Risiko buatan 
ini tidak mesti terus berkaitan dengan alam, melainkan juga merasuk ke berbagai 
wilayah kehidupan, seperti ke dalam lembaga yang selama ini dianggap sakral: 
perkawinan dan keluarga. Risiko yang mesti dihadapi adalah tatkala tradisi 
kehilangan perannya sebagai acuan, ketika banyak orang tidak lagi bersikap taken 
for granted pada tradisi. 
 
Dengan kemampuan refleksivitasnya, sebenarnya para individu yang hidup saat ini 
tengah merintis sesuatu yang berrisiko. Mereka semua harus menghadapi masa 
depan pribadi yang jauh lebih terbuka dibandingkan masa lalu dengan segala 
peluang dan tantangannya, termasuk risiko-risiko yang mesti dihadapi karena 
pilihan-pilihan bebasnya, yang sebelumnya peran tersebut dilekatkan pada 
keluarga dan aturan-aturan konvensional. 
 
Paradoks Globalisasi dan Fundamentalisme 
Globalisasi juga sarat dengan perubahan-perubahan yang kontradiktif, atau apa 
yang disebut “paradoks globalisasi”. Robertson menunjuk salah satu bentuk 
paradoks globalisasi pada fenomena munculnya fragmentasi yang simultan pada 
saat akselarasi “keterhubungan dan kebersamaan” secara leluasa dikaitkan dengan 
globalisasi, seperti meningkatnya keragaman lokal di tengah kesamaan global dan 
munculnya “bangsa-bangsa” baru di tengah-tengah “tatanan global” yang sering 
memicu konflik disintegrasi lebih pada tatanan nasional yang resmi.i 
 
Menurut Giddens, globalisasi tidak hanya “menarik ke atas”, meninggalkan bangsa 
dan komunitas lokal dan menyeretnya memasuki arena global, tetapi juga 
“mendorong ke bawah”, yakni menciptakan tekanan-tekanan baru bagi otonomi 
daerah.i Dalam konteks ini, muncul kebangkitan kembali “identitas budaya lokal” 
atau politik baru yang didasarkan pada identitas lokal, seperti komunalisme, 
nasionalisme sempit, lokalisme, dan fundamentalisme di berbagai belahan dunia. 
 
Dengan demikian, paradoks globalisasi melahirkan tidak saja politik hidup yang 
menekankan pluralitas dan keragaman (diversitas) atas dasar nilai-nilai 
universalisme global, tapi juga berbagai politik identitas lokal yang berupaya 
mengglobal (glokalisasi) juga. Dalam hal ini contohnya adalah fundamentalisme 
atau politik identitas berbasis tradisi agama. 
 
Seperti politik identitas lainnya, fundamentalisme adalah dampak dan bagian dari 
globalisasi, serta para pelakunya merupakan aktor-aktor penting dalam iklim 
global. Ia juga menjadi sebuah simbol dalam wacana global tentang bentuk dunia. 
Lechner (1993) menyebutkan bahwa kondisi global tidak hanya menjadi sebuah 
konteks dan target dari fundamentalisme, tetapi juga memicu dan 
mempercepatnya.i Ciri utama mereka adalah berupaya menyelesaikan secara 
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harfiah masalah-masalah sosial, menempatkan tradisi (penafsiran agama tertentu 
yang sudah mentradisi) yang disakralkan sebagai basis dari tatanan sosial yang 
diperjuangkan. Ini jelas memiliki signifikansi global, karena hal ini adalah satu 
bentuk upaya di antara bentuk-bentuk lainnya yang mempertahankan atau meraih 
“otentisitas kultural” tertentu di hadapan suatu kultur global yang 
menguniversalisasikan, dengan kata lain, semacam upaya bagi kepentingan 
eksistensi identitas kelompok/komunal. 
 
Fundamentalisme adalah contoh murni fenomena moderen. Ia secara aktif berupaya 
menata masyarakat dengan kembali menegaskan validitas dari suatu tradisi dan 
menggunakanya dengan cara-cara/kemasan baru. Ia beroperasi dalam konteks 
global yang mengatur standar-standar non tradisional dan mengambil peluang dari 
tekanan yang dihasilkan oleh benturan antara kultur global yang menguniversal 
dan kondisi-kondisi lokal tertentu. Ia mengekspresikan ketidakpastian 
fundamental dalam suatu tatanan yang krisis. Ia memproduksi dan mereproduksi 
perbedaan-perbedaan sebagai bagian dari perseteruan kultur global. [] 
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